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KUMPULAN PERATURAN DAN PEDOMAN TERKAIT PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 

2019 (COVID-19) 

A. EKSTERNAL 

NO PERATURAN TENTANG INTISARI 

1.  UU No.6 Tahun 

2018 

Tentang Kekarantinaan 

Kesehatan 

Mengatur tentang Tujuan Kekarantinaan 

Kesehatan; Tanggung jawab Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah dalam melindungi 

kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau 

Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang 

berpotensi menimbulkan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat melalui 

penyelenggaraan Kekarantinaan; bentuk Hak 

dan Kewajiban masyarakat dalam 

Kekarantinaan Kesehatan,; Penyidikan; dan 

Ketentuan Pidana bagi yang melanggar. 

2.  Peraturan 

Pemerintah 

Tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar 

Mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri 
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Nomor 21 Tahun 

2020 

(PSBB) Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) 

Kesehatan dan dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan 

Menteri Kesehatan. 

3.  Peraturan 

Pemerintah 

Pengganti 

Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 

2020 

Tentang Kebijakan 

Keuangan Negara Dan 

Stabilitas Sistem Keuangan 

Untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) 

Dan/Atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman 

Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional 

Dan/Atau Stabilitas Sistem 

Keuangan 

Mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka 

penanganan pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid – 19) dan menghadapi ancaman 

yang membahayakan perekonomian nasional 

dan/atau stabilitas sistem keuangan, meliputi 

kebijakan pendapatan negara termasuk 

kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan 

belanja negara termasuk kebijakan di bidang 

keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan; 

Kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi 

kebijakan untuk penanganan permasalahan 

lembaga keuangan yang membahayakan 

perekonomian nasional dan/atau stabilitas 

sistem keuangan. 
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4.  Keputusan 

Presiden Nomor 7 

Tahun 2020 

Tentang Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) 

Mengatur pembentukan Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) atau yang disebut disebut 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-

19. 

5.  Keputusan 

Presiden Nomor 9 

Tahun 2020 

Tentang Perubahan Atas 

Keputusan Presiden Nomor 

7 Tahun 2020 Tentang 

Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) 

Mengatur Perubahan Atas Keputusan Presiden 

Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19), antara lain Susunan 

Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19, dan Pendanaan yang 

diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas. 

6.  Keputusan 

Presiden Nomor 

11 Tahun 2020 

Tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat Corona Virus 

Disease 

Menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan 

Menetapkan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) di lndonesia yang wajib dilakukan upaya 
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penanggulangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7.  Instruksi Presiden 

Nomor 4 Tahun 

2020 

Tentang Refocussing 

Kegiatan, Relokasi 

Anggaran, Serta 

Pengadaan Barang Dan 

Jasa Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) 

Mengatur tentang langkah-langkah cepat, tepat, 

fokus, terpadu, dan sinergi antar 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 

untuk melakukan refocussing kegiatan, 

realokasi anggaran serta pengadaan · barang 

dan jasa dalam rangka percepatan penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

8.  Peraturan Menteri 

Perdagangan 

Nomor 23 Tahun 

2020 

Tentang Larangan 

Sementara Ekspor 

Antiseptik, Bahan Baku 

Masker, Alat Pelindung Diri, 

Dan Masker 

Mengatur tentang larangan sementara ekspor 

antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung 

diri, dan masker. 

9.  Peraturan Menteri 

Hukum Dan HAM 

Nomor 11 Tahun 

2020 

Tentang Pelarangan 

Sementara Orang Asing 

Masuk Wilayah NKRI 

Mengatur tentang pelarangan sementara Orang 

Asing untuk memasuki/transit di Wilayah 

Indonesia. 
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10.  Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 

23/PMK.03/2020 

Tentang Insentif Wajib 

Pajak Terdampak Wabah 

Virus Corona 

Pemberian insentif pajak dalam rangka 

mendukung penanggulangan dampak virus 

Corona untuk menjaga stabilitas pertumbuhan 

ekonomi, daya beli masyarakat, dan 

produktivitas sektor tertentu sehubungan 

dengan wabah Covid-19.  

11.  Peraturan OJK 

Nomor: 11 / 

POJK.03 / 2020 

Tentang Stimulus 

Perekonomian Nasional 

Sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak 

Penyebaran 

Covid-19 

Mengatur tentang stimulus perekonomian 

sebagai countercyclical dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan 

mendorong optimalisasi kinerja perbankan 

khususnya fungsi intermediasi, menjaga 

stabilitas sistem keuangan, dan mendukung 

pertumbuhan ekonomi. 

12.  Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 

9 Tahun 2020 

Tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial 

Berskala Besar Dalam 

Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus 

Diseases 2019 (Covid-19) 

Mengatur tentang pedoman mekanisme 

penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar,  

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar, Pencatatan dan Pelaporan, serta 

Pembinaan dan Pengawasan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar. 
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13.  Keputusan Ketua 

Gugus Tugas 

Percepatan 

Penanganan 

Covid-19 

Nomor 16 Tahun 

2020 

Tentang Uraian Tugas, 

Struktur Organisasi, 

Sekretariat, Dan Tata Kerja 

Pelaksana Gugus Tugas 

Percepatan 

Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) 

Mengatur Uraian Tugas, Struktur Organisasi, 

Sekretariat, Dan Tata Kerja Pelaksana Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) 

14.  Keputusan 

Menteri 

Kesehatan Nomor 

612/MENKES/SK/

V/2010 

Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Karantina 

Kesehatan Pada 

Penanggulangan 

Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat Yang 

Meresahkan Dunia 

Mengatur Pedoman bagi Petugas Kesehatan 

mulai tingkat Puskesmas sampai tingkat Dinkes 

Provinsi tentang Penyelenggaraan Karantina 

Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia 

dan bertujuan mencegah penyebaran penyakit 

yang berpotensi kedaruratan kesehatan 

masyarakat yang dapat dengan cepat menyebar 

antar manusia melalui kegiatan karantina 

kesehatan di pintu masuk dan di luar pintu 

masuk negara. 
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15.  Keputusan 

Menteri 

Kesehatan 

Nomor:HK.01.07/

MENKES/169/20

20 

Tentang Penetapan Rumah 

Sakit Infeksi Emerging 

Tertentu 

Menetapkan Rumah Sakit beserta Alamat 

Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan 

Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, serta 

mengatur tugas Rumah Sakit, Pembiayaan, 

serta Pelaporan. 

16.  Keputusan 

Menteri 

Kesehatan 

Nomor:HK.01.07/

Menkes/182/2020 

Tentang Jejaring 

Laboratorium Pemeriksaan 

Corona Virus Disease 

(Covid-19) 

Menetapkan Jejaring Laboratorium 

Pemeriksaan Corona Virus Disease (Covid-19) 

beserta Tugas, Pembiayaan, dan Pemantauan. 

17.  Keputusan 

Kepala BNPB 

Nomor 9A Tahun 

2020 

Tentang Penetapan Status 

Keadaan Tertentu Darurat 

Bencana Wabah Penyakit 

Akibat Virus Corona 

Di Indonesia 

Mengatur tentang Penetapan Status Keadaan 

Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit 

Akibat Virus Corona, masa Berlaku Status 

Darurat, serta Pembiayaan yang akan 

dikeluarkan. 

18.  Keputusan 

Kepala BNPB 

Tentang Perpanjangan 

Status Keadaan Tertentu 

Mengatur Perpanjangan Status Keadaan 

Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit 
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Nomor 13a Tahun 

2020 

Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Virus 

Corona Di Indonesia 

Akibat Virus Corona, masa berlaku dan 

pembiayaan yang akan dikeluarkan. 

19.  Surat Edaran 

Kepala BNPB 

Nomor: SE-

1/BNPB/03/2020  

Tentang Pembentukan 

Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19 

Tingkat Propinsi dan 

Kabupaten/Kota 

Mengatur Pembentukan Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat 

Propinsi dan Kabupaten/Kota. 

20.  Surat Edaran 

Menkes Nomor: 

HK.02.02/III/375/2

020 

Tentang Penggunaan Bilik 

Desinfeksi Dalam Rangka 

Pencegahan Penularan 

Covid-19 

Berdasarkan berbagai pertimbangan, 

disampaikan rekomendasi kepada seluruh 

pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas 

Kesehatan Kabupaten / Kota untuk Tidak 

menganjurkan penggunaan bilik desinfeksi di 

tempat dan fasilitas umum (TFU) serta 

permukiman. 

21.  Surat Edaran 

Menpan RB 

Nomor 19 Tahun 

2020 

Tentang Penyesuaian 

Sistem Kerja Aparatur Sipil 

Negara Dalam Upaya 

Pencegahan Penyebaran 

Mengatur tentang bekerja dari rumah (work from 

home) beserta pengaturan, pelaporan, rapat 

melalui sarana teleconference, mekanisme 
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Covid-19 Di Lingkungan 

Instansi Pemerintah 

evaluasi, perjalanan dinas, serta penerapan 

standar kebersihan. 

22.  Surat Edaran 

Menpan RB 

Nomor 36 Tahun 

2020 

Tentang Pembatasan 

Kegiatan Berpergian Ke 

Luar Daerah Dan Atau 

Kegiatan Mudik Bagi 

Aparatur Sipil Negara 

Dalam Upaya pencegahan 

Penyebaran Covid-19 

Mengatur Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke 

Luar Daerah Dan Atau Kegiatan Mudik Bagi 

ASN Dalam Upaya pencegahan Penyebaran 

Covid-19, serta perintah agar ASN mengajak 

masyarakat disekitar tempat tinggal untuk tidak 

bepergian, menjaga jarak fisik individu, 

membantu meringankan beban masyarakat, 

dan menerapkan perilaku hidup sehat. 

23.  Surat Edaran 

Mendikbud 

Nomor 3 Tahun 

2020 

Tentang Pencegahan 

Corona Virus Diseases 

(Covid-19) Pada Satuan 

Pendidikan 

Imbauan kepada para Kadisdik Provinsi, 

Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi, Pimpinan Perguruan Tinggi, 

serta Kepala Sekolah agar mempedomani 

Pencegahan Covid-19 di satuan pendidikan 

berdasarkan tingkat risiko penyebaran. 

24.  Surat Edaran KPK 

Nomor 8 Tahun 

2020 

Tentang Penggunaan 

Anggaran Pelaksanaan 

Mengatur Penggunaan Anggaran Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
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Pengadaan Barang/Jasa 

Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid 19) 

Terkait Dengan 

Pencegahan Tindak Pidana 

Korupsi 

2019 (Covid 19) Terkait Dengan Pencegahan 

Tindak Pidana Korupsi 

25.  Surat Edaran 

Menaker Nomor: 

M/3/HK.04/III/202

0 

Tentang Perlindungan 

Pekerja / Buruh Dan 

Kelangsungan Usaha 

Dalam Rangka Pencegahan 

Dan Penanggulangan 

Covid-19 

Permintaan kepada para Gubernur untuk 

mengupayakan Pencegahan Penyebaran dan 

Penanganan Kasus terkait Covid-19 di 

Lingkungan Kerja, dan Melaksanakan 

Perlindungan Pengupahan bagi pekerja / Buruh 

terkait Pandemi Covid-19. 

26.  Surat Edaran 

Kepala BKN 

Nomor:10/SE/IV/2

020 

Tentang Pelantikan Dan 

Pengambilan Sumpah/Janji 

PNS Atau Sumpah /Janji 

Jabatan Melalui Media 

Elektronik/Teleconference 

Pada Masa Status Keadaan 

Mengatur Susunan Acara, Kehadiran Para 

Pihak Pelantikan Dan Tahapan Pelaksanaan 

Pengambilan Sumpah/Janji PNS Atau Sumpah 

/Janji Jabatan Melalui Media 

Elektronik/Teleconference Pada Masa Status 
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Tertentu Darurat Bencana 

Wabah Penyakit Akibat 

Virus Corona 

Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Virus Corona. 

27.  Surat Edaran 

Mendagri Nomor : 

440/2622/SJ 

Tentang Pembentukan 

Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19 

Daerah 

Mengatur Gubernur dan Bupati / Walikota 

menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19 Daerah dan tidak dapat 

didelegasikan kepada pejabat lain di daerah, 

serta keanggotaan Gubernur pada Dewan 

Pengarah Gugus Tugas Covid-19 Tingkat 

Nasional. 

28.  Fatwa MUI Nomor 

14 Tahun 2020 

Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Dalam Situasi 

Terjadi Wabah Covid-19 

Mengatur penyelenggaraan Ibadah dalam 

Situasi wabah Covid-19, serta rekomendasi 

kepada Pemerintah untuk wajib melakukan 

pembatasan super ketat terhadap keluar-

masuknya orang dan barang ke dan dari 

Indonesia kecuali petugas medis dan barang 

kebutuhan pokok serta keperluan emergency, 

dan imbauan kepada Umat Islam untuk wajib 

mendukung dan menaati kebijakan pemerintah 
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yang melakukan isolasi dan pengobatan 

terhadap orang yang terpapar COVID-19, agar 

penyebaran virus tersebut dapat dicegah. 

29.  Siaran Pers 

Kementerian 

Perekonomian 

Nomor: 

HM.4.6/32/SET.M

.EKON.2.3/03/20

20 

Tentang Pemerintah 

Umumkan Stimulus 

Ekonomi Kedua Untuk 

Menangani Dampak Covid-

19 

Terkait pengumuman Pemerintah terkait 

Stimulus Ekonomi Kedua Untuk Menangani 

Dampak Covid-19, antara lain Stimulus Fiskal 

dalam rangka Penanganan COVID-19; Stimulus 

Non-Fiskal dalam rangka Penanganan COVID-

19; Stimulus Sektor Keuangan Dalam Rangka 

Penanganan Dampak COVID-19; dan Kebijakan 

Pangan terkait Penanganan Dampak COVID-19 
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B. INTERNAL 

 

NO. PRODUK TENTANG INTISARI 

1 MAKLUMAT 

KAPOLRI NOMOR 

: MAK/2/III/2020 

Kepatuhan Terhadap 

Kebijakan Pemerintah 

Dalam Penanganan 

Penyebaran Virus Corona 

(Covid-19) 

Mengatur tentang imbauan kepada masyarakat 

untuk tidak mengadakan kegiatan yang 

mengakibatkan berkumpulnya massa 

2 STR KAPOLRI 

NOMOR : 

STR/80/II/PAM.3./2

020 

Jukrah Menyikapi 

Peredaran Virus Covid-19 

Mengatur tentang langkah-langkah yang harus 

diambil oleh seluruh jajaran dalam rangka 

mewujudkan Sitkamtibmas tetap kondusif 

3 STR KAPOLRI 

NOMOR : 

STR/121/III/PAM.3.

/2020 

Direktif Kegiatan Kerja 

Bakti Secara Masif 

Berkaitan Dengan Wabah 

Virus Covid-19 

Mengatur tentang koordinasi dan kerja sama 

dengan Dinas Kesehatan Provinsi, BPBD, dan 

stake holder seutempat 
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4 STR KAPOLRI 

NOMOR : 

STR/122/III/PAM.3.

/2020 

Bijak Kapolri Terkait 

Perkembangan Situasi 

Akibat Wabah Virus Covid 

19 

Mengatur agar setiap Polda menyiapkan 50 s.d. 

100 personel yang dilatih oleh Brimob untuk 

penyemprotan disinfektan 

5 STR KAPOLRI 

NOMOR: 

STR/159/IV/OPS.4.

/2020 

Penggunaan Pakaian PDL 

II Two Tone Lengan Baju 

Tanpa Dilipat 

Mengatur tentang penggunaan pakaian PDL II 

tone dengan lengan tidak dilipat selama Ops 

Aman Nusa II 

6 ST/766/III/OPS.4.5.

/2020 

Himbauan Untuk Tidak 

Panic Buying 

Direktif kepada Dirbinmas Polda jajaran untuk 

melaksanakan kegiatan imbauan dan 

sambang/tatap muka kepada masyarakat 

7 ST/868/III/KEP./20

20  

Antisipasi Virus Covid-19 Mengatur tentang kegiatan pendukung program 

menjaga kesehatan tubuh (menggunakan 

masker, hand sanitizer, dan protap bersalaman) 

8 ST/872/III/KEP./20

20 

Pembatasan Kegiatan 

Yang Melibatkan Banyak 

Orang 

Mengatur tentang penundaan program kegiatan 

dinas yang melibatkan anggota Polri dan PNS 

Polri 

9 ST/884/III/KES.2/2

020 

Giat Preventif Fungsi 

Kepolisian Di Area 

Mengatur tentang giat preventif memantau 

ketersediaan dan penjualan sembako 
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Penyimpanan Maupun 

Penjualan Sembako 

10 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/889/III/BIN.1.1./

2020 

Arahan Untuk Menjaga 

Kebersihan Tempat 

Ibadah Di Lingkungan Polri 

Mengatur tentang langkah-langkah dalam giat 

pembinaan/pelayanan keagamaan  Polri 

11 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/895/III/KEP./20

20 

Arahan Kepada Jajaran 

Lantas Untuk Antisipasi 

Penyebaran Covid-19 

Direktif kepada para Dirlantas Polda jajaran agar 

menjaga kebugaran dan kebersihan tubuh 

dalam melaksanakan pelayanan kepada 

masyarakat  

12 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/900/III/HUM.1.1

./2020 

Giat Preventif Dampak 

Negatif Terkait Virus Covid 

19 

Direktif kepada Dirsabhara meningkatkan 

kegiatan kepolisian di bidang preventif 

13 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/909/III/YAN.1.2.

/2020 

Langkah Antisipatif 

Penyebaran Virus Covid 

19 Pada Layanan Bidang 

Lantas (SIM/STNK) 

Mengatur tentang langkah-langkah antisipasi 

meluasnya penyebaran virus Covid-19 pada unit 

yan Polri khususnya yan SIM, BPKB, dan STNK 
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14 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/940/III/BIN.1.1/

2020 

Penundaan Ibadah Di 

Tempat Ibadah Di 

Lingkungan Polri 

Mengatur tentang penangguhan kegiatan 

ibadah berjamaah bagi pegawai negeri pada 

Polri 

15 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/941/KEP./2020 

Work From Home Bagi 

PNS Polri 

Mengatur tentang pelaksanaan tugas kedinasan 

di rumah/tempat tinggalnya secara bergantian 

16 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/942/III/OPS.1.2.

/2020 

Arahan Untuk Membentuk 

Tim Satgas Covid 19 

Biddokes Polda Jajaran 

Mengatur tentang perintah membentuk tim 

satgas Covid-19 kepada para Kapolda melalui 

Kabiddokes 

17 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/965/III/KEP./20

20 

Arahan Untuk Menunda 

Kegiatan Resepsi/Pesta 

Yang Diselenggarakan 

Oleh Anggota Maupun 

PNS Polri Guna 

Menghidari Perkumpulan 

Massa 

Mengatur tentang arahan tidak melakukan 

tindakan/giat yang kontra profuktif terhadap 

upaya bersama dalam mencegah penyebaran 

virus corona 
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18 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/968/III/RES.10.

1./2020 

Penundaan Pelaksanaan 

Binkatpuan Penyidik 

PPNS 

Mengatur tentang penundaan pelaksanaan 

binkatpuan penyidik PPNS 

19 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/972/III/KEP./20

20 

Vicon PJU Biddokes Dan 

Karumkit Bhayangkara 

Dalam Rangka 

Pemberdayaan Rumkit 

Bhayangkara Sebagai 

Tempat Perawatan PDP 

Covid 19 

Mengatur tentang penyelenggaraan vicon OJU 

Dokkes dalam rangka pemberdayaan Rumkit 

Bhayangkara sebagai tempat perawatan PDP 

virus corona 

20 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/983/III/OPS.4.5.

/2020 

Arahan Kepada Jajaran 

Binmas, Samapta, 

Pamobvit, Dan Polairud 

Untuk Melakukan 

Himbauan Kepada 

Masyarakat Terkait 

Penyebaran Virus Covid 

19 

Mengatur tentang perintah melaksanakan 

imbauan kepada masyarakat terkait penyebaran 

virus corona pada jajaran Binmas, Samapta, 

Pamobvit dan Polairud 
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21 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/1001/III/KEP./2

020 

Jukrah Jajaran Lantas 

Menyediakan Sarana 

Untuk Antisipasi 

Penyebaran Virus Covid 

19 

Mengatur tentang arahan kepada jajaran lantas 

agar menyediakan sarana untuk antisipasi 

penyebaran virus Covid 19 

22 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/1002/III/KEP/20

20 

Arahan Kepada Jajaran 

Lantas Untuk 

Melaksanakan Protokol 

Kesehatan Di Area Yan 

Publik 

Mengatur tentang arahan untuk melaksanakan 

protokol kesehatan di area yan publik 

23 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/1003/III/IPP.2./

2020 

Jukrah Kepada Jajaran 

Intelkam Monitoring 

Terkait Penyebaran Virus 

Covid 19 

Mengatur tentang arahan untuk melaksanakan 

kordinasi dengan lembaga terkait untuk 

menjaga suply dan demand serta monitoring 

produk dan bahan baku  

24 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/1004/III/IPP.2./

2020 

Arahan Jajaran Intelkam 

Monitoring Dampak 

Ekonomi Pandemik Virus 

Covid 19 

Direktif kepada Dirintelkam agar melaksanakan 

monitor terhadap perusahaan yang mungkin 

terdampak penurunan IHSG dan modal asing 

yang dapat merugikan masyarakat dan 

berpotensi gangguan kamtibmas 
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25 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/1007/III/HUK.5./

2020 

Jukrah Penanganan 

Tindak Pidana Umum 

Selama Masa Pencegahan 

Penyebaran Virus Covid 

19 

Mengatur tentang arahan penanganan tindak 

pidana umum selama pencegahan penyebaran 

virus corona 

26 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

1008/III/KES.7./202

0 

Arahan Kepada Jajaran 

Untuk Melakukan Gerakan 

Masif Penyemprotan 

Cairan Disinfektan 

Mengatur tentang pelaksanaan penyemprotan 

disinfektan dalam rangka pencegahan 

penyebaran virus corona secara serentak  

27 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/1009/III/OPS.2./

2020 

Pelaksanaan Opsus 

Kontijensi Covid 19 Aman 

Nusa II 

Mengatur tentang pelaksanaan Operasi Khusus 

Kontijensi Covid-19 Aman Nusa II 

28 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/1031/III/OPS.4.

3./2020 

Arahan Kepada Dir 

Binmas Untuk Sosialisasi 

Kepada Masyarakat 

Terkait Penyebaran Virus 

Covid 19 

Direktif kepada Dirbinmas jajaran tentang 

arahan untuk melaksanakan sosialisasi 

penyebaran Covid-19 kepada masyarakat  
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29 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/1041/III/KEP./2

020 

Arahan Jajaran Lantas 

Dalam Standar 

Penanganan Korban Laka 

Sebagai Antisipasi 

Penularan Virus Covid 19 

Mengatur tentang arahan jajaran lantas dalam 

standar penanganan korban laka sebagai 

antisipasi penularan virus Covid 19 

30 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/1042/III/KEP./2

020 

Smart Policing Direktif kepada para Kapolda untuk menerapkan 

langkah-langkah pemolisian Smart Policing 

dalam masa Pandemi Covid-19 

31 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/1083/IV/KEP./2

020 

Imbauan Bagi Anggota 

Dan PNS Polri Beserta 

Keluarganya Untuk Tidak 

Berpergian 

Perintah kepada Anggota Polri dan PNS Polri 

untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke 

luar daerah dan atau kegiatan mudik 

32 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/1097/IV/HUK.7.

1./2020 

Jukrah Pedoman 

Pelaksanaan Tugas 

Fungsi Reskrim  

Mengatur tentang penanganan perkara dan 

pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim 

terkait aparatur negara yang terlibat 

penanganan Covid-19 
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33 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/1098/IV/HUK.7.

1./2020 

Jukrah Penanganan 

Perkara Kejahatan Dalam 

Masa PSBB 

Mengatur  tentang pedoman pelaksanaan tugas 

selama masa pencegahan penyebaran corona 

virus dalam penanganan perkara kejahatan 

selama masa PSBB 

34 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/1099/IV/HUK.7.

1./2020 

Ketersediaan Bahan 

Pokok 

Mengatur tentang penanganan perkara dan 

pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim 

terkait ketersediaan dan proses distribusi bahan 

pokok  

35 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/1100/IV/HUK.7.

1./2020 

Jukrah Penanganan 

Tindak Pidana Siber 

Mengatur tentang arahan penanganan tindak 

pidana siber selama pencegahan penyebaran 

corona virus  

36 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

ST/1101/IV/HK.7.1/

2020 

Jukrah Pedoman 

Pelaksanaan Tugas 

Fungsi Reksrim 

Mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas 

fungsi reskrim terkait kebutuhan alat 

perlindungan diri (APD) 

37 ST KAPOLRI 

NOMOR : 

Jukrah Pedoman 

Pelaksanaan Tugas 

Fungsi Reksrim 

Mengatur tentang perintah menjalankan 

prosedur penanganan kesehatan baik melalui 
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ST/1102/IV/HUK.7.

1/2020 

laut, udara, darat , bandar udara,  dan lintas 

batas darat negara 

38 SURAT KAPOLRI 

NOMOR :  

B/2251/IV/KEP./20

20/PUSDOKKES 

TANGGAL 1 APRIL 

2020 

Protokol Isolasi Mandiri Mengatur tentang perintah untuk 

mensosialisasikan protokol isolasi mandiri untuk 

penanganan Covid-19 kepada Kabidjkesjas 

Korbrimob Polri, Kasatker Pusdokkes Polri, 

Kabiddokes Polda dan Kapoliklinik Polri 

 

 





SALINAN

Menimbang

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya
pelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat
Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar
maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat
strategis dan berada pada jalur perdagangan
internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas
orang dan barang;

b. bahwa kemajuan teknologi transportasi dan era
perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan
gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit
lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang
lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan
kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya
upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko
kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi,
serta membutuhkan sumber daya, peran serta
masyarakat, dan kerja sama internasional;

c. bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia,
Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk
mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan
masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana
yang diamanatkan dalam regulasi internasional di
bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat
ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya
martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan
seseorang, dan penerapannya secara universal;

d. bahwa



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Mengingat

Menetapkan

d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang
Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan
hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dicabut
dan diganti dengan undang-undang yang baru
mengenai kekarantinaan kesehatan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Kekarantinaan Kesehatan;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), pasal 34
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG
KESEHATAN.

TENTANG KEKARANTINAAN

BAB I
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah

dan menangkal keluar atau masuknya penyakit
dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang
berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan
masyarakat.

2. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian
kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa
dengan ditandai penyebaran penyakit menular
dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi
nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia,
bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya
kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah
atau lintas negara.

3. Pintu Masuk adalah tempat masuk dan keluarnya
alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk
pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas
darat negara.

4. Alat Angkut adalah kapal, pesawat udara, dan
kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan
perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Barang adalah produk nyata, hewan, tumbuhan, dan
jenazah atau abu jenazah yang dibawa dan/atau
dikirim melalui perjalanan, termasuk benda lalatyang
digunakan dalam Alat Angkut.

6.Karantina...
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6. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau
pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan meskipun belum menunjukkan gejala
apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi,
dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau
Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari
orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab
penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk
mencegah kemungkinan penyebaran ke orang
dan/atau Barang di sekitarnya.

7. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat
yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

8. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni
dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga
terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi
sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran penyakit atau kontaminasi.

9. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan
seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi
penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa
untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit
atau kontaminasi.

10. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk
dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk
beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit
dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk
mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau
kontaminasi.

1 1. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah
pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu
wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau
terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah
kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

12. Status .
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12. Status Karantina adalah keadaan Alat Angkut, orang,
dan Barang yang berada di suatu tempat untuk
dilakukan Kekarantinaan Kesehatan.

l3.Zona Karantina adalah area atau tempat tertentu
untuk dapat menyelenggarakan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan.

14. Persetujuan Karantina Kesehatan adalah surat
pernyataan yang diberikan oleh pejabat karantina
kesehatan kepada penanggung jawab Alat Angkut
yang berupa pernyataan persetujuan bebas karantina
atau persetujuan karantina terbatas.

15. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin,
tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,
kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung
dan bangunan terapung yang tidak berpindah-
pindah.

16. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang
dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari
reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara
terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk
penerbangan.

17. Kendaraan Darat adalah suatu sarana angkut di
darat yang terdiri atas kendaraan bermotor termasuk
kendaraan yang berjalan di atas rel dan kendaraan
tidak bermotor.

18. Awak Kapal yang selanjutnya disebut Awak adalah
orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal
oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan
tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya yang
tercantum dalam buku sijil.

19. Personel .
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19. Personel Pesawat Udara yang selanjutnya disebut
Personel adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan
di atas Pesawat Udara oleh pemilik atau operator
Pesawat Udara untuk melakukan tugas di atas
Pesawat Udara.

20. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai
wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Kapten Penerbang adalah penerbang yang ditugaskan
oleh perusahaan atau pemilik pesawat Udara untuk
memimpin penerbangan dan bertanggung jawab
penuh terhadap keselamatan penerbangan selama
pengoperasian Pesawat Udara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

22.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu
sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat
Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau
bongkar muat Barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

23. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas
landas, naik turun penumpang, bongkar muat
Barang, dan tempat perpindahan intra dan
antarmoda transportasi, yang ditengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan,
serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

24. Pos. .
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24. Pos Lintas Batas Darat Negara adalah Pintu Masuk
orang, Barang, dan Alat Angkut melalui darat lintas
negara.

25. Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan adalah
kegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan
dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat
Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina
kesehatan.

26. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah haI,
keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi
kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap
kesehatan masyarakat.

2T.Terjangkit adalah kondisi seseorang yang menderita
penyakit yang dapat menjadi sumber penular
penyakit yang berpotensi menyebabkan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat.

28. Terpapar adalah kondisi orang, Barang, atau Alat
Angkut yang terpajan, terkontaminasi, dalam masa
inkubasi, insektasi, pestasi, ratisasi, termasuk kimia
dan radiasi.

29.Pejabat Karantina Kesehatan adalah pegawai negeri
sipil yang bekerja di bidang kesehatan yang diberi
kewenangan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk
melaksanakan Kekarantinaan Kesehatan.

30. Dokumen Karantina Kesehatan adalah surat
keterangan kesehatan yang dimiliki setiap Alat
Angkut, orang, dan Barang yang memenuhi
persyaratan baik nasional maupun internasional.

31.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau
badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun
tidak berbadan hukum.

32. Penyidik
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32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekarantinaan
Kesehatan yang selanjutnya disebut ppNS

Kekarantinaan Kesehatan adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh Undang-Undang ini untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Kekarantinaan
Kesehatan.

33. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

34. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Kekarantinaan Kesehatan
berasaskan:

a. perikemanusiaan;

b. manfaat;
c. pelindungan;
d. keadilan;
e. nondiskriminatif;
f. kepentingan umum;
g. keterpaduan;
h. kesadaran hukum; dan
i. kedaulatan negara.

diselenggarakan dengan

Pasal 3
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Pasal 3

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan
untuk:
a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau

Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi
menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor
Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi
menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang
kesehatan masyarakat; dan

d. memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi
masyarakat dan petugas kesehatan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit
dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab
menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di pintu
Masuk dan di wilayah secara terpadu.

(2) Dalam...
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(2) Dalam menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang
diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuan
yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan.

Pasal 8

Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan
kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan
pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya
selama Karantina.

Pasal 9

(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan.

(2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Bab IV
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BAB IV
KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(2) Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut
penetapan Pintu Masuk dan/atau wilayah di dalam
negeri yang Terjangkit Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat.

(3) Sebelum menetapkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu
menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang
dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 1 1

(1) Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat
berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas,
dukungan sumber daya, dan teknik operasional
dengan mempertimbangkan kedaulatan negara,
keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

(2) Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berkoordinasi dan bekerja sama dengan dunia
internasional.

(3) Ketentuan .
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Dalam hal Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
merupakan kejadian yang meresahkan dunia,
Pemerintah Pusat memberitahukan kepada pihak
internasional sesuai dengan ketentuan hukum
internasional.

Pasal 13

(1) Pada kejadian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
yang meresahkan dunia, Pemerintah pusat

melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama
dengan negara lain dan/atau organisasi
internasional.

(2) Komunikasi, koordinasi, dan kerja sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengidentifikasi penyebab, gejala dan tanda, faktor
yang mempengaruhi, dan dampak yang ditimbulkan,
serta tindakan yang harus dilakukan.

Pasal 14

(1) Dalam keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
yang meresahkan dunia, pemerintah pusat dapat
menetapkan Karantina Wilayah di pintu Masuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan Karantina Wilayah di pintu Masuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BABV...
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BAB V
KEKARANTINAAN KESEHATAN

DI PINTU MASUK DAN DI WILAYAH

Pasal 15

(1) Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di
wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan
penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat
terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau
Iingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan
Kekarantinaan Kesehatan.

(2) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau

profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau
dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;

b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
' c. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau

deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang;
dan/atau

d. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian
terhadap media lingkungan.

(3) Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian
terhadap media lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf d dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16. . .
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Pasal 16

(1) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan terhadap Alat
Angkut, orang, Barang, dan/atau lingkungan
ditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

(2) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat

Karantina Kesehatan.

(3) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan tertentu dapat
dilakukan oleh badan usaha atau instansi yang
ditetapkan oleh Menteri.

(4) Dalam situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,
tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat

Karantina Kesehatan.

(5) Dalam pelaksanaan tindakan Kekarantinaan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Pejabat Karantina Kesehatan harus berkoordinasi
dengan pihak yang terkait.

Pasal 17

Kekarantinaan Kesehatan di pintu Masuk
diselenggarakan di Pelabuhan, Bandar Udara, dan pos

Lintas Batas Darat Negara.

Pasal 18

(1) Kekarantinaan Kesehatan di wilayah diselenggarakan
di tempat atau lokasi yang diduga Terjangkit penyakit
menular dan/atau Terpapar Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat yang dapat menimbulkan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat.

(2) Penentuan
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BAB VI
PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KES EHATAN

DI PINTU MASUK

(2) Penentuan tempat atau lokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada hasil penyelidikan
epidemiologi dan/atau pengujian laboratorium.

(3) Tempat atau lokasi penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan di wilayah dapat berupa rumah, area, dan
rumah sakit.

Bagian Kesatu
Pengawasan di Pelabuhan

Paragraf 1

Kedatangan Kapal

Pasal 19

(1) Setiap Kapal yang:

a. datang dari luar negeri;
b. datang dari Pelabuhan wilayah Terjangkit di

dalam negeri; atau
c. mengambil orang dan/atau Barang dari Kapal

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
berada dalam Status Karantina.

(2) Nakhoda pada Kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memberikan Deklarasi Kesehatan
Maritim (Maritime Declaration of Healthl kepada
Pejabat Karantina Kesehatan pada saat kedatangan
Kapal.

(3) Nakhoda pada Kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat menurunkan atau menaikkan
orang dan/atau Barang setelah dilakukan
Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan oleh pejabat
Karantina Kesehatan.

(4) Pengawasan
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(4) Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh
Persetujuan Karantina Kesehatan.

(5) Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berupa:
a. persetujuan bebas karantina, dalam hal tidak

ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina
Kesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku; dan

b. persetujuan karantina terbatas, dalam hal
ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina
Kesehatan dinyatakan tidak lengkap dan tidak
berlaku.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana
Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di pelabuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 20

Kapal yang memperoleh persetujuan karantina terbatas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) huruf b
harus dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan
dan/atau penerbitan atau pembaruan Dokumen
Karantina Kesehatan.

Pasal 2 1
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Pasal 21

Nakhoda menyampaikan permohonan untuk memperoleh
Persetujuan Karantina Kesehatan atau memberitahukan
suatu keadaan di Kapal dengan memakai isyarat sebagai
berikut:
a. pada siang hari berupa:

1. Bendera Q, yang berarti Kapal saya sehat atau
saya minta Persetujuan Karantina Kesehatan;

2. Bendera Q di atas panji pengganti kesatu, yang
berarti Kapal saya tersangka; dan

3. Bendera Q di atas Bendera L, yang berarti Kapal
saya Terjangkit; dan

b. pada malam hari berupa lampu merah di atas lampu
putih dengan jarak maksimum 1,80 (satu koma
delapan nol) meter, yang berarti saya belum
mendapat Persetujuan Karantina Kesehatan.

Pasal 22

(1) Jika dalam waktu berlakunya persetujuan Karantina
Kesehatan timbul suatu kematian atau penyakit yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat maka Persetujuan Karantina Kesehatan
dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Kapal yang Persetujuan Karantina Kesehatannya
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menuju ke suatu Zona
Karantina untuk mendapat tindakan Kekarantinaan
Kesehatan.

Pasal 23
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Pasal 23

(1) Kapal yang tidak mematuhi peraturan Kekarantinaan
Kesehatan tidak diberikan Persetujuan Karantina
Kesehatan.

(2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperintahkan supaya berangkat lagi atas tanggungan
sendiri dan tidak diberikan izin memasuki Pelabuhan
lain di wilayah Indonesia.

(3) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
izin untuk mengambil bahan bakar, arr, dan bahan
makanan di bawah pengawasan Pejabat Karantina
Kesehatan.

Pasal24

Kekarantinaan Kesehatan terhadap kapal perang, kapal
negara, dan kapal tamu negara diatur dengan Peraturan
Menteri berkoordinasi dengan menteri atau lembaga
terkait.

Paragraf 2
Keberangkatan Kapal

Pasal 25

(1) Sebelum keberangkatan Kapal, Nakhoda wajib
melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan yang
masih berlaku.

(2) Setelah Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan pada
pemeriksaan oleh Pejabat Karantina Kesehatan tidak
ditemukan indikasi Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat maka kepada Nakhoda dapat diberikan
Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (port
H e alth Quarantine Cle arancel .

(3) Dalam
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(3) Dalam hal Kapal yang akan berangkat tidak
dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar
Karantina Kesehatan (Port Health euarantine
Clearancel sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

syahbandar dilarang menerbitkan surat persetujuan
berlayar.

Pasal 26

(1) Apabila pada saat keberangkatan Kapal ditemukan
adanya Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat maka
terhadap Kapal tersebut dilakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2).

(2) Untuk Pelabuhan yang tidak memungkinkan
dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan maka
harus dilakukan di Pelabuhan tujuan berikutnya.

Bagian Kedua
Pengawasan di Bandar Udara

Paragraf 1

Kedatangan Pesawat Udara

Pasal 27

Setiap Pesawat Udara yang datang dari luar negeri
berada dalam Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 28

(1) Setiap Pesawat Udara yang:
a. datang dari Bandar Udara wilayah yang

Terjangkit;

b. terdapat
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b. terdapat orang hidup atau mati yang diduga
Terjangkit; dan/atau

c. terdapat orang dan/atau Barang diduga Terpapar
di dalam Pesawat Udara,

berada dalam Status Karantina.
(2) Kapten Penerbang wajib segera melaporkan mengenai

keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
petugas lalu lintas udara untuk diteruskan kepada
Pejabat Karantina Kesehatan di Bandar Udara tujuan
dengan menggunakan teknologi telekomunikasi.

Pasal 29

(1) Setelah kedatangan Pesawat Udara, Kapten
Penerbang melalui pengelola Bandar Udara wajib
memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan
Penerbangan (Health Part of the Aircraft General
De claration) kepada Pej abat Karantina Ke sehatan.

(2) Dalam hal kedatangan Pesawat Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Kapten penerbang

wajib secara langsung memberikan dokumen
Deklarasi Kesehatan Penerbangan lHealth part of the
Aircraft General Declaration) kepada Pejabat Karantina
Kesehatan.

Pasal 30

(1) Kapten Penerbang pada Pesawat Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 dan pasal 28 hanya dapat
menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang
setelah dilakukan Pengawasan Kekarantinaan
Kesehatan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

(2) Pengawasan
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(2) Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh
Persetujuan Karantina Kesehatan.

(3) Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21dapat berupa:
a. persetujuan bebas karantina, dalam hal tidak

ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina
Kesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku; dan

b. persetujuan karantina terbatas, dalam hal
ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina
Kesehatan dinyatakan tidak lengkap dan tidak
berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana
Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar
Udara diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

Pesawat Udara yang memperoleh persetujuan karantina
terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3)

huruf b harus dilakukan tindakan Kekarantinaan
Kesehatan dan/atau penerbitan atau pembaruan
Dokumen Karantina Kesehatan.

Pasal 32

Kekarantinaan Kesehatan terhadap pesawat udara
perang, pesawat udara negara, dan pesawat udara tamu
negara diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasi
dengan menteri atau lembaga terkait.

Paragraf2.
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Paragraf 2
Keberangkatan Pesawat Udara

Pasal 33

Sebelum keberangkatan Pesawat Udara, Kapten
Penerbang wajib melengkapi Dokumen Karantina
Kesehatan sesuai standar Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 34

Pesawat Udara yang ditemukan Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat harus dilakukan tindakan Kekarantinaan
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (2).

Bagian Ketiga
Pengawasan di Pos Lintas Batas Darat Negara

Paragraf 1

Kedatangan Kendaraan Darat

Pasal 35

(1) Setiap Kendaraan Darat yang:
a. datang dari wilayah yang Terjangkit;
b. terdapat orang hidup atau mati yang diduga

Terjangkit; dan/atau
c. terdapat orang atau Barang diduga Terpapar di

dalam Kendaraan Darat,
berada dalam Status Karantina.

(2) Kendaraan
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(2) Kendaraan Darat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan Pengawasan Kekarantinaan
Kesehatan sebelum menurunkan atau menaikkan
orang dan/atau Barang.

(3) Kendaraan Darat yang ditemukan Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat pada Pengawasan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus dilakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan.

(4) Setiap Kendaraan Darat di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu
dapat dilakukan pemeriksaan Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat oleh Pejabat Karantina
Kesehatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan
Kekarantinaan Kesehatan di Pos Lintas Batas Darat
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

(1) Setelah kedatangan Kendaraan Darat, pengemudi
wajib memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan
Perlintasan Darat (Ground Crossing Declaration of
Healthl kepada Pejabat Karantina Kesehatan.

(2) Kendaraan Darat yang tidak ditemukan Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat dan/atau dokumen Deklarasi
Kesehatan Perlintasan Darat (Ground Crossing
Declaration of Healthl sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan lengkap diberikan persetujuan

Karantina Kesehatan oleh pejabat Karantina
Kesehatan.

Paragraf 2
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Paragraf 2

Keberangkatan Kendaraan Darat

Pasal 37

(1) Sebelum keberangkatan Kendaraan Darat, pengemudi
wajib melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan
yang masih berlaku.

(2) Setelah Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan tidak
ditemukan indikasi Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat maka kepada pengemudi dapat diberikan
Persetujuan Karantina Kesehatan.

(3) Kendaraan Darat yang ditemukan Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat harus dilakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2).

Bagian Keempat
Pengawasan Awak, Personel, dan Penumpang

Pasal 38

(1) Awak, Personel, dan penumpang yang Terjangkit
dan/atau Terpapar berdasarkan informasi awal
mengenai deklarasi kesehatan, pada saat kedatangan
dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pejabat

Karantina Kesehatan yang berwenang di atas Alat
Angkut.

(2) Awak, Personel, dan/atau penumpang yang
Terjangkit dilakukan tindakan Kekarantinaan
Kesehatan sesuai indikasi.

(3) Awak
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(3) Awak, Personel, dan/atau penumpang yang Terpapar
dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur
penanggulangan kasus.

(4) Terhadap Awak, Personel, dan/atau penumpang yang
tidak Tedangkit dan/atau tidak Terpapar dapat
melanjutkan perjalanannya dan diberikan kartu
kewaspadaan kesehatan.

(5) Jika ditemukan Awak, Personel, dan/atau
penumpang yang Terjangkit dan/atau Terpapar,
Pejabat Karantina Kesehatan harus langsung
berkoordinasi dengan pihak yang terkait.

Pasal 39

(1) Setiap orang yang datang dari negara dan/atau
wilayah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang
meresahkan dunia dan/atau endemis, pejabat

Karantina Kesehatan melakukan:
a. penapisan;

b. pemberian kartu kewaspadaan kesehatan;
c. pemberian informasi tentang cara pencegahan,

pengobatan, dan pelaporan suatu kejadian
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang
meresahkan dunia; dan

d. pengambilan spesimen dan/atau sampel.
(2) Apabila hasil penapisan terhadap orang ditemukan

gejala klinis sesuai dengan jenis penyakit
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan
dunia, Pejabat Karantina Kesehatan melakukan
rujukan dan Isolasi.

Pasal 40
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Pasal 40

Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 38
dan Pasal 39 tidak bersedia dilakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan, Pejabat Karantina Kesehatan
berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat
imigrasi untuk dilakukan deportasi.

Pasal 41

(1) Setiap Awak, Personel, dan penumpang:
a. yang datang dari negara endemis, negara

Terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan
adanya vaksinasi; atau

b. yang akan berangkat ke negara endemis, negara
Terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan
adanya vaksinasi,

wajib memiliki sertifikat vaksinasi internasional yang
masih berlaku.

(2) Setiap Awak, Personel, dan/atau penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
tidak memiliki sertilikat vaksinasi internasional
dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan oleh
Pejabat Karantina Kesehatan.

(3) Setiap Awak, Personel, dan/atau penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang
tidak memiliki sertilikat vaksinasi internasional,
dilakukan penundaan keberangkatannya oleh pejabat

Karantina Kesehatan.

(4) Terhadap Awak, Personel, dan/atau penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan
vaksinasi sesuai persyaratan dan standar yang
berlaku.

(5) Ketentuan
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(5) Ketentuan mengenai tata laksana vaksinasi dan
pemberian sertifikat vaksinasi internasional diatur
dengan Peraturan Menteri.

(6) Apabila Awak, Personel, dan/atau penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak
pemberian vaksin maka Pejabat Karantina Kesehatan
berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada
pejabat imigrasi untuk dilakukan pembatalan
pemberangkatan.

Pasal 42

(1) Setiap Awak, Personel, dan penumpang yang akan
berangkat harus dilakukan pengawasan.

(2) Pada saat pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditemukan Awak, personel, dan/atau
penumpang memiliki Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat, Pejabat Karantina Kesehatan harus
melakukan pemeriksaan medis.

(3) Jika hasil pemeriksaan medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditemukan penyakit yang berpotensi
menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,
dan/atau tidak dipenuhi persyaratan kesehatan
penerbangan atau pelayaran pada Awak, personel,

dan/atau penumpang, Pejabat Karantina Kesehatan
harus merekomendasikan kepada maskapai
penerbangan atau agen pelayaran untuk menunda
keberangkatan Awak, Personel, dan/atau penumpang
tersebut dan harus segera melakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 43
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Pasal 43

(1) Penundaan keberangkatan orang karena tidak
memiliki sertihkat vaksinasi internasional dan/atau
dikenakan tindakan Kekarantinaan Kesehatan
dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak
imigrasi.

(2) Terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib diberikan penjelasan oleh pejabat Karantina
Kesehatan.

Bagian Kelima
Pengawasan Barang

Pasal 44

Setiap Barang yang memiliki Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat dalam Alat Angkut yang berada dalam Status
Karantina, Pejabat Karantina Kesehatan melakukan
tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d
berkoordinasi dengan pihak yang terkait.

Pasal 45

(I) Jenazah dan/atau abu jenazah dalam Alat Angkut
dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen penyebab
kematian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Jika pada pemeriksaan dokumen penyebab kematian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan:
a. dokumen tidak lengkap maka penanggung jawab

Alat Angkut harus melengkapi dokumen sesuai
dengan persyaratan yang berlaku;

b. jenazah
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b. jenazan. dan/atau abu jenazah tidak sesuai
dengan dokumen maka Pejabat Karantina
Kesehatan dapat berkoordinasi dengan pihak yang
terkait; dan/atau

c. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat maka
Pejabat Karantina Kesehatan melakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan.

(3) Jika hasil pemeriksaan tidak didapatkan Faktor
Risiko Kesehatan Masyarakat atau setelah dilakukan
tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf c, Pejabat Karantina
Kesehatan memberikan surat persetujuan keluar atau
masuk jenazah dan/atau abu jenazah dari
Pelabuhan, Bandar Udara, atau Pos Lintas Batas
Darat Negara.

Pasal 46

(1) Jika terdapat Awak, Personel, dan/atau penumpang
yang meninggal dalam Alat Angkut yang datang,
Pej abat Karantina Kesehatan melakukan pemeriksaan
jenazah untuk mengetahui penyebab kematian.

(2) Dalam hal penyebab kematian berdasarkan hasil
pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penyakit yang memiliki risiko
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maka dilakukan
tindakan Kekarantinaan Kesehatan.

(3) Terhadap jenazah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikirim ke rumah sakit untuk dilakukan
pemulasaraan jenazah.

Pasal 47
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Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Barang
dalam Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Sanksi Administratif

Pasal 48

(1) Setiap Nakhoda yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau
Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif; dan/atau
c. pencabutan izin.

(2) Setiap Kapten Penerbang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) atau
Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif; dan/atau
c. pencabutan izin.

(3) Setiap Nakhoda yang tidak melengkapi Dokumen
Karantina Kesehatan sehingga dikeluarkan
persetujuan karantina terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b dikenai
denda administratif.

(4) Setiap Kapten Penerbang yang tidak melengkapi
Dokumen Karantina Kesehatan sehingga dikeluarkan
persetujuan karantina terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dikenai
denda administratif.

(5) Setiap...
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(5) Setiap pengemudi atau penanggung jawab kendaraan
darat yang tidak melengkapi Dokumen Karantina
Kesehatan sehingga tidak diberikan persetujuan

Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif; dan/atau
c. pencabutan izin.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

(1) Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor
risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina
Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan

Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina
Kesehatan.

(2) Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina
Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didasarkan pada pertimbangan epidemiologis,
besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber
daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi,
sosial, budaya, dan keamanan.

(3) Karantina
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(3) Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala
Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Karantina Rumah

Pasal 50

(1) Karantina Rumah dilaksanakan pada situasi
ditemukannya kasus Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah.

(2) Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam
rumah, Barang, atau Alat Angkut yang terjadi kontak
erat dengan kasus.

(3) Terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan
menangani kasus.

Pasal 51

(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan
penjelasan kepada penghuni rumah sebelum
melaksanakan tindakan Karantina Rumah.

(2) Penghuni rumah yang dikarantina selain kasus,
dilarang keluar rumah selama waktu yang telah
ditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

Pasal 52
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Pasal 52

(1) Selama penyelenggaraan Karantina Rumah,
kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan
hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah
menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam
penyelenggaraan Karantina Rumah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan
Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Bagian Ketiga
Karantina Wilayah

Pasal 53

(1) Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota
masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil
konlirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran
penyakit antar anggota masyarakat di wilayah
tersebut.

Pasal 54

(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan
penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat
sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.

(2) Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan
dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina
Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang berada di luar wilayah karantina.

(3) Anggota...
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(3) Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh
keluar masuk wilayah karantina.

(4) Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu
atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang
menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan
tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Pasal 55

(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup
dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada
di wilayah karantina menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam
penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan
Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Bagian Keempat

Karantina Rumah Sakit

Pasal 56

(1) Kegiatan Karantina Rumah Sakit merupakan bagian
respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(2) Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh orang yang
berkunjung, orang yang bertugas, pasien dan Barang,
serta apapun di suatu rumah sakit bila dibuktikan
berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telah
terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi
keluar ruang isolasi.

Pasal 57
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Pasal 57

yang bertugas di rumah sakit, dan pasien sebelum
melaksanakan Karantina Rumah Sakit.

(2) Rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantina
dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina
Kesehatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang berada di luar wilayah karantina.

(3) Seluruh orang, Barang, dan/atau hewan yang berada
di rumah sakit yang dikarantina sebagaimana
dimaksud pada ayat (21tidak boleh keluar dan masuk
rumah sakit.

Pasal 58

Selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit,
kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di
rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat

dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pasal 59

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian
dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan
mencegah meluasnya penyebaran penyakit
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang
terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

(3) Pembatasan

(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan
penjelasan kepada orang yang berkunjung, orang
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(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas

umum.
(4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar

berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai
pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan
Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah
Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
DOKUMEN KARANTINA KESEHATAN

Pasal 61

(1) Dokumen Karantina Kesehatan harus dimiliki oleh
setiap Alat Angkut, orang, dan Barang yang masuk
dan/atau keluar dari dalam atau luar wilayah negara
Indonesia.

(2) Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai alat
pengawasan dan pencegahan masuk dan/atau
keluarnya penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat yang menjadi sumber penularan penyakit
yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat.

(3) Dokumen . .
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(3) Dokumen Karantina Kesehatan memuat penjelasan

suatu keadaan yang diketahui secara pasti sebagai
hasil Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 62

Dokumen Karantina Kesehatan untuk Alat Angkut terdiri
atas:

a. deklarasi kesehatan;

b. sertifikat Persetujuan Karantina Kesehatan;
c. sertifikat sanitasi;
d. sertifikat obat-obatan dan alat kesehatan;
e. buku kesehatan untuk Kapal; dan
f. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (Port

Health Quarantine Clearance) untuk Kapal.

Pasal 63

(1) Deklarasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 huruf a berupa:

a. Deklarasi Kesehatan Maritim (Maritime Declaration
of Healthl untuk Kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (21;

b. Deklarasi Kesehatan Penerbangan (Health Part of
the Aircraft General Declarationl untuk Pesawat

Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
dan

c. Deklarasi Kesehatan Pelintasan Darat (Ground

Crossing Declaration of Healthl untuk Kendaraan
Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(2) Deklarasi...
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(2) Deklarasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diisi dan diberikan oleh Nakhoda,
Kapten Penerbang, atau pengemudi Kendaraan Darat
kepada Pejabat Karantina Kesehatan pada saat
kedatangan Alat Angkut.

Pasal 64

Sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62
huruf c berupa:
a. Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal (Ship

Sanitation Control Exemption Certificatel dan Sertifikat
Tindakan Sanitasi Kapal (Ship Sanitation Control
Certificate) untuk Kapal; dan

b. Sertilikat Bebas Hapus Serangga (Disinsection
Exemption Certificatel, Sertifikat Hapus Serangga
(Disinsection Certificate), dan Sertifikat Hapus Hama
(Disinfection Certificatel untuk Pesawat Udara atau
Kendaraan Darat.

Pasal 65

Dokumen Karantina Kesehatan untuk orang terdiri atas:
a. Sertil-rkat Vaksinasi Internasional (Intemational

Certificate of Vaccination or Prophglaxis); dan
b. surat keterangan pengangkutan orang sakit.

Pasal 66

(1) Dokumen Karantina Kesehatan untuk Barang terdiri
atas:

surat izin pengangkutan jenazah atau abu jenazah
dari Pelabuhan atau Bandar Udara (Human
Remains Transport Certificate) ; dan

a

b. sertihkat
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b. sertilikat kesehatan untuk bahan berbahaya.
(2) Dalam hal diperlukan Dokumen Karantina Kesehatan

untuk obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan, dan
bahan adiktif berdasarkan permintaan negara
tertentu, Pejabat Karantina Kesehatan menerbitkan
sertifikat kesehatan atau surat keterangan kesehatan
obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan, dan
bahan adiktif.

Pasal 67

Dokumen Karantina Kesehatan dikeluarkan oleh pejabat

Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, atau
Pos Lintas Batas Darat Negara.

Pasal 68

(1) Menteri dapat menetapkan perubahan atau
penambahan Dokumen Karantina Kesehatan selain
dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 63,
Pasal 64, dan Pasal 65 huruf a.

(2) Menteri dalam menetapkan perubahan atau
penambahan Dokumen Karantina Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
mempertimbangkan hasil pengawasan dan evaluasi
serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan
kekarantinaan kesehatan masyarakat.

Pasal 69

Dokumen Karantina Kesehatan tidak berlaku apabila:
a. masa berlaku sudah berakhir;
b. berubah nama;
c. berganti bendera untuk Kapal;

d.keterangan...



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-40-

d. keterangan dalam dokumen tidak sesuai dengan
keadaan sebenarnya;

e. diperoleh secara tidak sah; dan/atau
f. dicoret, dihapus, atau dinyatakan rusak.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara
pengajuan dan penerbitan, dan pembatalan Dokumen
Karantina Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
SUMBER DAYA KEKARANTINAAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

Sumber daya dalam penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan meliputi:
a. fasilitas dan perbekalan Kekarantinaan Kesehatan;
b. Pejabat Karantina Kesehatan;
c. penelitian dan pengembangan; dan
d. pendanaan.

Bagian Kedua
Fasilitas dan Perbekalan Kekarantinaan Kesehatan

Pasal T2

(1) Fasilitas dalam penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan meliputi:
a. peralatan deteksi dan respons cepat;

b. ruang
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b. ruang wawancara atau observasi;
c. rLlang diagnosis;
d. asrama karantina kesehatan;
e. rLlang isolasi;
f. rumah sakit rujukan;
g. laboratorium rujukan; dan
h. transportasi evakuasi penyakit Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat.
(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain

berfungsi dalam penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan juga sebagai sarana pendidikan dan
pelatihan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi Kekarantinaan Kesehatan.

(3) Perbekalan Kekarantinaan Kesehatan meliputi
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekaran
kesehatan lainnya yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Pejabat Karantina Kesehatan

Pasal 73

Pejabat Karantina Kesehatan merupakan pejabat
fungsional di bidang kesehatan yang memiliki kompetensi
dan kualifikasi di bidang Kekarantinaan Kesehatan serta
ditugaskan di instansi Kekarantinaan Kesehatan di pintu
Masuk dan di wilayah.

Pasal 74

-4L-

Perekrutan Pejabat
penyelenggaraan

Karantina Kesehatan dalam
Kekarantinaan Kesehatan

diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan yang
dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Pasal 75
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Pasal 75

(1) Pemerintah Pusat mengatur penempatan Pejabat
Karantina Kesehatan di Pintu Masuk dalam rangka
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

(2) Pemerintah Daerah mengatur penempatan Pejabat
Karantina Kesehatan di wilayah dalam rangka
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

(3) Dalam menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan,
Pejabat Karantina Kesehatan berwenang:
a. melakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);

b. menetapkan tindakan Kekarantinaan Kesehatan;
c. menerbitkan surat rekomendasi deportasi atau

penundaan keberangkatan kepada instansi yang
berwenang; dan

d. menerbitkan surat rekomendasi kepada pejabat
yang berwenang untuk menetapkan karantina di
wilayah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 76

(1) Pejabat Karantina Kesehatan dalam melaksanakan
tugasnya berhak mendapatkan:
a. pelindungan hukum;
b. pelindungan kesehatan dari risiko kerusakan

organ; dan
c. keselamatan jiwa.

(2) Setiap Pejabat Karantina Kesehatan yang melakukan
kelalaian dalam melaksanakan tugasnya dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Setiap . .
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(3) Setiap Pejabat Karantina Kesehatan berhak mendapat
pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas
sepanjang sesuai dengan standar prosedur
operasional dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 77

(1) Penelitian dan pengembangan dilaksanakan untuk
menapis dan menetapkan ilmu pengetahuan dan
teknologi tepat guna yang dipergunakan dalam
rangka penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan
kesehatan dan keselamatan masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 78

(1) Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja
daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan di Pintu Masuk pada Alat Angkut di luar
situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang
meresahkan dunia dibebankan pada pemilik Alat
Angkut.

(3) Pendanaan
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(3) Pendanaan mengenai pelaksanaan tindakan
penyehatan yang dimohonkan pengelola Alat Angkut
menjadi tanggung jawab pemohon dan merupakan
penerimaan negara.

BAB X
INFORMASI KEKARANTINAAN KESEHATAN

Pasal 79

Informasi Kekarantinaan Kesehatan diselenggarakan
sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan masuk
dan/atau keluarnya kejadian dan/atau faktor risiko yang

dapat menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 8O

(1) Penyelenggaraan informasi Kekarantinaan Kesehatan
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

(2) Penyelenggaraan informasi Kekarantinaan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga
kesehatan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

(3) Penyelenggaraan informasi Kekarantinaan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam rangka penyelenggaraan informasi Kekarantinaan
Kesehatan, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada
Pejabat Karantina Kesehatan untuk berkoordinasi dan
bekerja sama dengan badan/lembaga kesehatan, baik
dari dalam negeri maupun luar negeri.

BABXI...
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BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 82

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap
semua kegiatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu
Masuk.

(2) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap
semua kegiatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah
dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diarahkan untuk:
a. meningkatkan mutu pelayanan dan

profesionalisme Pejabat Karantina Kesehatan
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam rangka kerja sama
antarnegara baik secara bilateral, regional, dan
internasionai;

b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
menunjang peningkatan penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan; dan

c. meningkatkan keterpaduan berbagai sektor
terkait dalam rangka koordinasi dan kerja sama
dalam melaksanakan Kekarantinaan Kesehatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2)

diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua . .
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Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 83

(1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap

semua kegiatan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di

Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas

Darat Negara.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap
kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

Kekarantinaan Kesehatan di daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 84

Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenang
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara
pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal85...
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Pasal 85

PPNS Kekarantinaan Kesehatan berwenang:
a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana di

bidang Kekarantinaan Kesehatan;
b. mencari keterangan dan alat bukti;
c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki

tempat kejadian perkara untuk kepentingan
penyidikan;

e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap,
atau menahan seseorang yang disangka melakukan
tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan;

f. menahan, memeriksa, dan menyita dokumen;
g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau

tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda

yang ada hubungannya dengan tindak pidana
Kekarantinaan Kesehatan;

i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar
keterangannya sebagai tersangka atau saksi;

j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang
diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain
yang ada hubungannya dengan tindak pidana di
bidang Kekarantinaan Kesehatan;

1. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber

yang berkompeten;
n. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat

cukup bukti yang membuktikan adanya tindak
pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan; dan/atau

o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Pasal 86. . .
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Pasal 86

Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan tindak pidana di
bidang Kekarantinaan Kesehatan berupa:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum

acara pidana; dan
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan,

dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara
elektronik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 87

PPNS Kekarantinaan Kesehatan dapat melaksanakan
kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana Kekarantinaan Kesehatan dengan lembaga
penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai administrasi penyidikan atau berdasarkan
perjanjian internasional yang telah diakui oleh
Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 88

Persyaratan, tata cara pengangkatan ppNS
Kekarantinaan Kesehatan, dan administrasi penyidikan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 89

Dalam melakukan penyidikan, ppNS Kekarantinaan
Kesehatan berkoordinasi dan bekerja sama dengan
penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Repubtik
Indonesia dan dapat berkoordinasi dan bekerja sama
dengan penyidik di lingkungan Tentara Nasional
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIII . .
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BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang
dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan

Karantina Kesehatan berdasarkan hasit pengawasan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit
dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).

Pasal 91

Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan
orang dan/atau Barang sebelum memperoleh
Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasit
pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud
menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan
yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun atau denda paling banyak Rp15.0O0.0O0.000,0O
(lima belas miliar rupiah).

Pasal92...
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Pasal 92

Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau
menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan
pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (21 dengan maksud
menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan
yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah).

Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga
menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 94

( 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90, Pasal 91, dan pasal 92 dilakukan
oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana
terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk
dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan
tersebut termasuk dalam lingkup usahanya
sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau
ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang
bersangkutan.

(3) Pidana
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(3) Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak
pidana:
a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel

pengendali korporasi;

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan

tujuan korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku

atau pemberi perintah; dan/atau
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat

bagi korporasi.
(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan atau

diperintahkan oleh personel pengendali korporasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau
pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan
adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda
maksimum yang masing-masing ditambah dengan
pidana pemberatan 2 I 3 (dua pertiga).

(5) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi
adalah pidana denda maksimum ditambah dengan
pidana pemberatan 2 I 3 (dua pertiga).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan yang mengatur karantina udara
dan karantina laut tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan danlatau belum diganti dengan peraturan
yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 96
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Pasal 96

(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini
harus telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan
Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Ralryat
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.

Pasal 97

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun l9O2 tentang

Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 23731; dan

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun Lg62 tentang
Karantina Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2gT4l,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Undang-Undang
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

I

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

KEKARANTINAAN KESEHATAN

I. UMUM

Pembangunan dan pelindungan kesehatan bagi seluruh
masyarakat Indonesia diarahkan untuk mencapai derajat kesehatan
setinggi-tingginya bagi pembangunan dan peningkatan sumber daya
manusia Indonesia. Hal ini menjadi modal dasar bagi pelaksanaan
pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau
lebih dari 17.0OO (tujuh belas ribu) yang terdiri dari pulau besar dan
kecil, serta memiliki posisi yang sangat strategis, diapit oleh dua
benua dan dua samudera, serta berada pada jalur lalu lintas dan
perdagangan internasional. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya
Pintu Masuk ke wilayah Indonesia yang menjadi akses keluar
masuknya faktor risiko penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan.
Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki jumlah
penduduk terbesar dunia dengan tingkat kepadatan yang timpang
antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Keadaan ini berpotensi
menimbulkan masalah kesehatan, yang membutuhkan perhatian
pemerintah dan masyarakat secara terpadu.

selain itu, perkembangan teknorogi transportasi juga
menyebabkan meningkatnya kecepatan waktu tempuh perjalanan
antarwilayah dan antarnegara yang lebih cepat dari masa inkubasi
penyakit memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular
baru (neu emerging diseases) dan penyakit menular yang muncul
kembali (re-emerging diseases). Kemajuan teknologi di berbagai bidang
lainnya juga berdampak pada perubahan pola penyakit dan
meningkatnya risiko kesehatan yang diakibatkan oleh radiasi nuklir,

pencemaran .
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pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan
sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan
pengendalian faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan
terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta
masyarakat, dan kerja sama internasional.

Sebagai bagian masyarakat dunia, Indonesia juga berkewajiban
untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (fublic Health
Emergency of International Concem) sebagaimana diamanatkan dalam
regulasi internasional di bidang kesehatan (Intemational Health
Regulations/lHR tahun 200s). Dalam melaksanakan amanat ini,
Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi
manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara
universal.

International Health Regulations (lHR) tahun 2005
mengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuan
dalam surveilans kesehatan dan respons, serta Kekarantinaan
Kesehatan di wilayah dan di pintu Masuk, baik pelabuhan, Bandar
Udara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara. untuk itu diperlukan
penyesuaian perangkat peraturan perundang-undangan, organisasi,
dan sumber daya yang berkaitan dengan Kekarantinaan Kesehatan
dan organisasi pelaksananya. Hal ini mengingat peraturan perundang-
undangan terkait Kekarantinaan Kesehatan yang ada, yaitu Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, sudah tidak
relevan dengan kondisi saat ini. pada saat itu kedua undang-undang
tersebut mengacu pada peraturan kesehatan internasional yang
disebut International Sanitary Regulations (ISR) tahun 1953. Kemudian
ISR tersebut diganti dengan Intemational Health Regutations (IHR)
tahun L969 dengan pendekatan epidemiologi yang didasarkan kepada
kemampuan sistem surveilans epidemiologi. Sidang Majelis Kesehatan
Dunia Tahun 2005 telah berhasil merevisi IHR tahun 1969 sehingga
menjadi IHR tahun 2o0s yang diberlakukan sejak tanggal 15 Juni
2007.

Undang-Undang
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Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini antara
lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu
Masuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah,
Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekarantinaan
Kesehatan, informasi Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan
pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan asas "perikemanusiaan,, adalah
bahwa penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan harus
dilandasi atas pelindungan dan penghormatan pada nilai-
nilai kemanusiaan yang beradab dan universal.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas "manfaat,, adalah bahwa
Kekarantinaan Kesehatan harus memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi pelindungan kepentingan nasional
dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah bahwa
Kekarantinaan Kesehatan harus mampu melindungi seluruh
masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat.

Huruf d. . .
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Huruf d
Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam

penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan harus mampu
memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada Setiap

Orang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "nondiskriminatif' adalah
bahwa dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, jenis
kelamin, dan status sosial yang berakibat pelanggaran
terhadap hak asasi manusia.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas "kepentingan umum" adalah
bahwa dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
harus mengutamakan kepentingan umum di atas
kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas "keterpadllan" adalah bahwa
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dilakukan secara
terpadu melibatkan lintas sektor.

Huruf h
Yang dimaksud dengan asas "kesadaran hukum" adalah
bahwa dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari
masyarakat.

Huruf i
Yang dimaksud dengan asas "kedaulatan negara" adalah
bahwa dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
harus mengutamakan kepentingan nasional dan ikut
meningkatkan upaya pengendalian Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat yang meresahkan dunia.

Pasal 3 . .
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Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "ketahanan nasional di bidang
kesehatan masyarakat" adalah kemampuan cegah tangkal
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama
masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan dan
mengendalikan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat, baik
yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "perlakuan yang sama" adalah bahwa
dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan tidak boleh
bersifat diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "kebutuhan kehidupan sehari-hari
lainnya" antara lain kebutuhan pakaian dan perlengkapan mandi,
cuci, dan buang air.

Pasal 9
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Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal I 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Kegiatan pengamatan/surveilans penyakit dan Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat dimaksudkan untuk memastikan
sejauh mungkin fasilitas umum pada pintu Masuk dalam
kondisi bersih dan bebas dari sumber infeksi atau
kontaminasi, termasuk vektor penyakit dan reservoir.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemberian vaksinasi" adalah
pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam
rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan
seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit,
sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit
tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit
ringan.

Yang .
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Yang dimaksud dengan opemberian profilaksis" adalah
suatu tindakan medis pemberian obat tertentu untuk
memberikan pelindungan terhadap penyakit menular
tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan "rujukan" adalah rujukan ke
fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan
pemeriksaan kesehatan lanjutan dan/atau
perawatan / pengobatan.

Yang dimaksud dengan "disinfeksi terhadap orang,,
adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan
atau membasmi bibit penyakit pada permukaan tubuh
manusia secara pemaparan langsung dengan bahan
kimia atau bahan fisika.

Yang dimaksud dengan "dekontaminasi terhadap
orang" adalah tindakan yang dilakukan untuk
menghilangkan bibit penyakit, bahan beracun, atau zat
pada permukaan badan manusia.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan ,,disinfeksi terhadap AIat
Angkut dan Barang" adalah tindakan yang dilakukan
untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit
pada dinding atau permukaan Alat Angkut, hewan,
kargo, peti kemas, barang-barang, dan paket poS,
secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau
bahan fisika.

Yang .
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Yang dimaksud dengan "dekontaminasi terhadap Alat
Angkut dan Barang" adalah tindakan yang dilakukan
untuk menghilangkan bibit penyakit atau bahan
beracun atau zat pada hewan, di dalam atau pada
produk untuk konsumsi atau pada benda mati lainnya,
termasuk Alat Angkut yang dapat menimbulkan risiko
bagi kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "disinseksi terhadap Alat
Angkut dan Barang" adalah tindakan yang dilakukan
untuk mengendalikan atau membunuh vektor
serangga yang menyebabkan penyakit pada manusia,
yang terdapat dalam bagasi, kargo, peti kemas, Alat
Angkut, barang-barang, dan paket pos.

Yang dimaksud dengan "deratisasi terhadap Alat
Angkut dan Barang" adalah tindakan yang diambil
untuk mengendalikan atau membasmi vektor-vektor
rodent penyakit yang terdapat di dalam bagasi, kargo,
peti kemas, Alat Angkut, fasilitas-fasilitas, barang-
barang, dan paket pos di Pintu Masuk.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "penyehatan,, adalah upaya
pencegahan penurunan dan/atau upaya peningkatan
kualitas media lingkungan. penyehatan dilakukan
terhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah,
pangan, serta sarana dan bangunan melalui
pengawasan, pelindungan, dan peningkatan kualitas.
Yang dimaksud dengan "pengamanan,, adalah upaya
pelindungan terhadap kesehatan masyarakat dari
faktor risiko kesehatan atau gangguan kesehatan.
Pengamanan dilakukan terhadap limbah bahan
berbahaya dan beracun serta radioaktif melalui antara
lain dekontaminasi.

Yang...
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Yang dimaksud dengan "pengendalian" adalah upaya
untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko
penyakit dan/atau gangguan kesehatan. pengendalian

dilakukan terhadap vektor dan binatang penular
penyakit melalui antara lain disinfeksi, disinseksi, dan
deratisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindakan Kekarantinaan Kesehatan
tertentu" antara lain fumigasi Kapar atau pesawat Udara,
hapus serangga Kapal atau pesawat Udara di luar situasi
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pihak yang terkait,, antara lain
badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan tenaga
nuklir dalam pelaksanaan tindakan Kekarantinaan
Kesehatan terhadap orang yang Terpapar dan/atau
terkontaminasi zat radioaktif.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
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Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat atau lokasi" adalah wilayah
epicenter dan/atau wilayah terdampak Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "areao adalah tempat atau lokasi
yang dapat berupa wilayah rukun tetangga (RT) atau rukun
warga (RW), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi, atau wilayah lainnya yang ditentukan berdasarkan
hasil penyelidikan epidemiologi dan/atau pengujian
laboratorium.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
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Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36. . .
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Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Awak, Personel, dan/atau penumpang yang Terpapar
misalnya untuk Pesawat Udara 3 (tiga) baris ke depan dan 3
(tiga) baris ke belakang dari baris atau tempat duduk orang
yang terduga (suspect) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "kartu kewaspadaan kesehatan
(trcalth alert card)" adalah kartu yang diberikan kepada
pelaku perjalanan dengan tujuan untuk mempermudah
pelacakan kasus penyakit (case/ contact tracingl.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "penapisan', (screeningl
adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha
untuk mengidentifikasi penyakit terhadap ada
tidaknya kelainan klinis melalui pemeriksaan atau
prosedur tertentu yang menghasilkan kesimpulan
klinis.

Huruf b .
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Karantina Kesehatan" dalam
ketentuan ini adalah Pejabat Karantina Kesehatan yang
berprofesi sebagai dokter.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "agen pelayaran" adalah perusahaan
angkutan laut atau perusahaan yang didirikan untuk
melakukan usaha keagenan Kapal.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44
Yang dimaksud dengan "pihak yang terkait" antara lain bea cukai,
imigrasi, karantina pertanian, karantina ikan, otoritas pintu
masuk, pihak keamanan, dan pihak lainnya di luar pintu Masuk.

Pasal 45 .
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Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56. . .



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66.
Cukup jelas

Pasal67...
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Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78. .
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Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Yang dimaksud dengan "informasi Kekarantinaan Kesehatan"

adalah informasi tentang penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan, antara lain mengenai norma, standar, pedoman dan
peraturan kekarantinaan, informasi situasi penyakit global,
regional, dan nasional, tindakan penyehatan, rumah sakit
rujukan, instansi Kekarantinaan Kesehatan yang dapat
melakukan tindakan penyehatan, dan Dokumen Karantina
Kesehatan.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87 ..
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Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "korporasi" adalah kumpulan orang
dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a
Personel pengendali korporasi terdiri atas setiap orang
yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai
penentu kebijakan korporasi atau memiliki
kewenangan untuk merakukan kebijakan korporasi
tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari
atasannya.

Huruf b . .
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6236





SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN

PENANGANAN CORONA WRUS DISEASE 2019 (COVID-Ig)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa penyebaran Coronq Virus Disea.se 2019
(COVID-L9/ dengan jumlah kasus dan/atau jumlah
kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah
dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,
serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;

b. bahwa dampak penyebaran Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan
terjadi keadaan tertentu schingga perlu dilakukan
upaya penanggulangan, salah satunya dengan
tindakan pembatasan sosial berskala besar;

c.

l.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9);

Pasal 5 ayat l2l Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

SK No 022868 A

2. Undang-Undang
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2

3

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236).;

MEMUTUST(AN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBATASAN
SOSIAL BtrRSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
D/SEASE 20 1 9 (COVTD- 1 9).

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan
Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan
kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang
diduga terinfeksi Corona Virus Diseo.se 2019 (COVID-191

sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).

Pasal 2
(1) Dengan persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan
Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan
terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu
provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.

4

Menetapkan
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(21 Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada
pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman,
efektifitas, dukungan sumber daya, teknis
operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan.

Pasal 3

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a. jumlah kasus danlatau jumlah kematian akibat

penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan
dan cepat ke beberapa wilayah; dan

b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian
serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal 4
(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit

meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas

umum.
(2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap
mempertimbangkan kebutuhan pendidikan,
produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

(3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan
pemenuhan kcbutuhan dasar penduduk.

Pasal 5
(1) Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan
memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan.
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(21 Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara

berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai

pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Pasal 6

(1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar

diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada

menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

(21 Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan

memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus

Dsease 20 1 9 (COVID- 1 9).

(3) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9)

dapat mengusulkan kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial

Berskala Besar di wilayah tertentu.
(4) Apabila menteri yang menyclenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui
usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah

di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan

Sosial Berskala Besar.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai bcrlaku pada tanggal

diundangkan
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2O2O

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2O2O

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
ukum dan Perundang-undangan,

rtd
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PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN

PENANGANAN CORONA VrRUS D/SEASE 2019 (COVID-Ig)

UMUM

Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9/ telah dinyatakan oleh

World Healtlt Organization (WHO) scbagai pandemic dan Indonesia

telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9/ sebagai

bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan
upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.

Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan

kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan
tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari
penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang

berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Kekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan
penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat
angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons

terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk
tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan
kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala
Besar.

Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-L9)

di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas
wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus

I
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dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada

aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,
serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan
percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9)

dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
rangka menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan
tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9) termasuk pembatasan

terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi
atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-L9). Pembatasan tersebut paling sedikit
dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kcrja, pembatasan
kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau
fasilitas umum.

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Dacrah
berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar penduduk"
antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan
pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6487

SK No 022846 A





SATINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2O2O

TENTANG

KEBIJAI(AN KEUANGAN NEGARA DAN

STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI

coRoNA WRUS D/SEASE 2019 (COVTD- le) DAN/ATAU

DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA,

Menimbang a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan
Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada
sebagian besar negara-negara di seluruh dunia,
termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari
waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa,
dan kerugian material yang semakin besar, sehingga
berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan
kesej ahteraan masyarakat;

b. bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap
perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional,
penurLlnan penerimaan negara, dan peningkatan belanja
negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai
upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan
kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus
pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial
(social safety netl, serta pemulihan perekonomian
termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang
terdampak;
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bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID- 19) telah berdampak pula terhadap
memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan
dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik
sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk
melakukan tindakan antisipasi (forward lookingl dalam
rangka menjaga stabilitas sektor keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil
kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka
penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas
sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi
yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya
dengan melakukan peningkatan belanja untuk
kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial
(social safety netl, dan pemulihan perekonomian, serta
memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor
keuangan;

e bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d, telah memenuhi
parameter sebagai kegentingan memaksa yang
memberikan kewenangan kepada Presiden untuk
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
t945;

f. bahwa
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f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e, serta guna memberikan landasan hukum yang
kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk
mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut
dalam waktu yang sangat segera, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) danlatau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan;

Pasal 22 ayat (ll Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMT CORONA VrRUS DTSEASE 2019 (COVID-l9)
DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN
YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN.

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

(1) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan negara, disusun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas anggaran
pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan
pembiayaan anggaran.
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(21 Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2OI9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2O2O.

(3) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (21dalam rangka:

a. penanganan pandemi Corona Vints Disease 2019
(COVID- l9l1' danlatau

b. menghadapi a.ncaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem
keuangan,

perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan
kebijakan stabilitas sistem keuangan.

(41 Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara
termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan
belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan
daerah, dan kebijakan pembiayaan.

(5) Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk
penanganan permasalahan lembaga keuangan yang
membahayakan perekonomian nasional dan/atau
stabilitas sistem keuangan.

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA

Bagian Kesatu
Penganggaran dan Pembiayaan

Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4)',
Pemerintah berwenang untuk:
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a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. melampaui 3o/o (tiga persen) dari Produk
Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
untuk menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama
sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran
2022;

2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan
kembali menjadi paling tinggi sebesar 3o/o (tiga
persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan

3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana
dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana
dimaksud pada angka 2 dilakukan secara
bertahap.

b. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib
(mandatory spending) sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

c. melakukan pergeseran anggaran antarunit
organisasi, antarfungsi, dan / atau antarprogram ;

d. melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak
cukup tersedia, serta menentukan proses dan
metode pengadaan barang ljasa;

e. menggunakan anggaran yang bersumber dari:
1. Sisa Anggaran Lebih (SAL);

2. dana abadi dan akumulasi dana abadi
pendidikan;

3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria
tertentu;

4. dana yar,g dikelola oleh Badan Layanan Umum;
dan/atau
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5. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan
Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN);

f. menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat
Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu
khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus
Disease 2Ol9 (COVID-l9) untuk dapat dibeli oleh
Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
investor korporasi, danf atau investor ritel;

g. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran
yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;

h. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin
Simpanan;

i. melakukan pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing),
penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/
penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah
dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;

j. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah;
dan/atau

k. melakukan penyederhanaan mekanisme dan
simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah

Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang
keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (4ll, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan
untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran untuk kegiatan tertentu (refoatsing),
perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
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(21 Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing),
perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Kebijakan di Bidang Perpajakan

Pasal 4

(1) Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (4) meliputi:

a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak
badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;

b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (PMSE);

c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan
untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa
pembebasan atau keringanan bea masuk dalam
rangka penanganan kondisi darrrrat serta pemulihan
dan penguatan ekonomi nasional.

(21 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan
melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Pasal 5

(1) Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan
dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurrrf a berupa
penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-
Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:
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a. sebesar 22o/o (dua puluh dua persen) yang berlaku
pada Tahun Pajak 2O2O dan Tahun Pajak 2O2l; dan

b. sebesar 2Oo/o (dua puluh persen) yang mulai berlaku
pada Tahun Pajak 2022.

(21 Wajib Pajak dalam negeri:

a. berbentuk Perseroan Terbuka;

b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor
diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling
sedikit 4Ooh (empat puluh persen); dan

c. memenuhi persyaratan tertentu,

dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih
rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

(1) Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa:

a. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (PMSE); dan

b. pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi
elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh
subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan
kehadiran ekonomi signifikan.
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(21 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud danf atau Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.

(3) Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat l2l dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh
pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri,
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE) luar negeri, danf atau Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam
negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(41 Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan pelaku usaha penyedia sarana komunikasi
elektronik yang digunakan untuk transaksi
perdagangan.

(5) Pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang
pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau
bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang
melakukan transaksi dengan pembeli barang atau
penerima jasa di dalam Daerah Pabean melalui sistem
elektronik.

(6) Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri,
dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi
ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat
diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan
dikenakan Pajak Penghasilan.
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(71 Ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) berupa:

a. peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai
dengan jumlah tertentu;

b. penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah
tertentu; dan/atau

c. pengguna aktif media digital di Indonesia sampai
dengan jumlah tertentu.

(8) Dalam hal penetapan sebagai bentuk usaha tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat
dilakukan karena penerapan perjanjian dengan
pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran
pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak,
pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri,
dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi
ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, dikenakan
pajak transaksi elektronik.

(9) Pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dikenakan atas transaksi penjualan barang
dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (PMSE) kepada pembeli atau
pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek
pajak luar negeri, baik secara langsung maupun
melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE) luar negeri.

(10) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dibayar dan dilaporkan oleh pedagang
luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE) luar negeri.

(11) Pedagang. . .
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(11) Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri,
dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE) luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (10), dapat menunjuk perwakilan
yang berkedudukan di Indonesia untuk memungut,
menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai
yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan/atau untuk memenuhi kewajiban Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau
pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (8).

(12) Besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara
penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan pajak transaksi elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. tata cara penunjukan, pemungutan, dan
penyetoran, serta pelaporan Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (71, tata cara pembayaran dan
pelaporan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (10);
dan

c. tata cara penunjukan perwakilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (11),

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal7...
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Pasal 7

(1) Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri,
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam
negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan pedagang luar
negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE) luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10), dikenai
sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2OO9.

(2) Ketentuan mengenai penetapan, penagihan, dan upaya
hukum atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PMSE) serta pengenaan Pajak
Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas subjek
pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran
ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2OO9.

(3) Terhadap pelaku kegiatan Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), selain dikenai sanksi administratif juga dikenai
sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran.
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(4) Pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) atau Pasal 6 ayat (10) tidak
dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan
dalam teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang komunikasi dan informatika berwenang
untuk melakukan pemutusan akses berdasarkan
permintaan Menteri Keuangan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pemutusan akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:
a. pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (3); dan
b. permintaan pemutusan akses sebagaimana

dimaksud pada ayat (5),

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak
danf atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diberikan
perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
a. atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh

tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2OO9 berakhir dalam periode keadaan kahar
akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut
diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan;
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b. atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 yang
jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode
keadaan kahar akibat pandemi Corona Vints Disease
2019 (COVID-19), jatuh tempo pengembalian tersebut
diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan;

c. atas pelaksanaan hak Wajib Pajak, yang meliputi:
1. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal L7B
ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2OO9;

2. pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2OO9;

3. permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil
pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2OO9,

yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau
surat keputusan berakhir dalam periode keadaan
kahar akibat pandemi Corona Vints Disease 2019
(COVID-19), jatuh tempo penerbitan surat ketetapan
atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling
lama 6 (enam) bulan.
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d. penetapan periode waktu keadaan kahar akibat
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan
huruf c mengacu kepada penetapan Pemerintah
melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.

Pasal 9

Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan
fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan
bea masuk dalam rangka:

a. penanganan pandemi Corona Vints Disease 2019
(COVID- l9l; danlatau

b. menghadapi
perekonomian
keuangan.

yang membahayakan
dan/atau stabilitas sistem

ancaman
nasional

Pasal 10

(1) Perubahan atas barang impor yang diberikan
pembebasan bea masuk berdasarkan tujuan
pemakaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perrrbahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(21 Perubahan atas barang impor yang dapat diberikan
pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan
tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
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Bagian Keempat

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pasal 1 1

(1) Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan guna
melakukan penyelamatan ekonomi nasional,
Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi
nasional.

(21 Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan
meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha
dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan
usahanya.

(3) Program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan
melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana
danf atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan
penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

(41 Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang ditunjuk.

(5) Penempatan dana danf atau investasi Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
langsung oleh Pemerintah danlatau melalui lembaga
keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain
yang ditunjuk.

(6) Skema penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat dijalankan oleh langsung oleh Pemerintah
dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha
penjaminan yang ditunjuk.

(7) Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Kelima
Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara

Pasal 12

(1) Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-
langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai
dengan Pasal 11 dilakukan dengan tetap
memperhatikan tata kelola yang baik.

(21 Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka
pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-
langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai
dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Presiden.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 13

Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan
keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dilaporkan
Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

BAB III

KEBIJAKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Bagian Kesatu

Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 14

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di
tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Vints
Disease 2019 (COVID-I9) dan/atau untuk menghadapi
ancaman krisis ekonomi danf atau stabilitas sistem
keuangan, perlu menetapkan kebijakan stabilitas sistem
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5).
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Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan stabilitas sistem
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya
disebut KSSK, diberikan kewenangan untuk:

a. menyelenggarakan rapat melalui tatap muka atau
melalui pemanfaaan teknologi informasi guna
merumuskan dan menetapkan langkah-langkah
penanganan permasalahan stabilitas sistem
keuangan; dan

b. menetapkan skema pemberian dukungan oleh
Pemerintah untuk penanganan permasalahan
lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem
keuangan yang membahayakan perekonomian
nasional.

(2) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan melalui pemanfaatan teknologi
informasi, pendapat setiap anggota KSSK, pengambilan
keputusan, dan keputusan KSSK disampaikan dalam
rapat secara lisan dan direkam, serta keputusan rapat
diparaf dan/atau ditandatangani kemudian oleh
anggota KSSK dan mengikat seluruh anggota KSSK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema pemberian
dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan

oleh Bank Indonesia

Pasal 16

(1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK
dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas
sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1), Bank Indonesia diberikan kewenangan
untuk:
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a. memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek

atau pembiayaan likuiditas jangka pendek
berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik
atau bank selain Bank Sistemik;

b. memberikan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada
Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas
dan tidak memenuhi persyaratan pemberian
pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan
likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip
syariah yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan
berdasarkan Keputusan KSSK;

c. membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat
Berharga Syariah Negara berjangka panjang di
pasar perdana untuk penanganan permasalahan
sistem keuangan yang membahayakan
perekonomian nasional, termasuk Surat Utang
Negara danf atau Surat Berharga Syariah Negara
yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya
dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019
(covrD-1e);

d. membeli/repo surat berharga negara yang dimiliki
Lembaga Penjamin Simpanan untuk biaya
penanganan permasalahan solvabilitas Bank
Sistemik dan bank selain Bank Sistemik;

e. mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan
devisa bagi penduduk termasuk ketentuan
mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi
devisa dalam rangka menjaga kestabilan
makroekonomi dan sistem keuangan; dan

f. memberikan akses pendanaan kepada
korporasi/swasta dengan cara repo Surat Utang
Negara atau Surat Berharga Syariah Negara yang
dimiliki korporasi/ swasta melalui perbankan.

(2) Ketentuan mengenai kewajiban penerimaan dan
penggunaan devisa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia.

SK No 025246 A

(3) Sejak...



FRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-20-

(3) Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia
sebagaimana diatur pada ayat (2lr, segala ketentuan
peraturan perr.rndang-undangan yang bertentangan
dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut dinyatakan
tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal 17

(1) Dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek
atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan
prinsip syariah oleh Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a:

a. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian
mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan
solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik
atau bank selain Bank Sistemik; dan

b. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan
melakukan penilaian mengenai pemenuhan
kecukupan agunan dan perkiraan kemampuan
Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik
untuk mengembalikan pinjaman likuiditas jangka
pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek
berdasarkan prinsip syariah.

(21 Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bank Indonesia memutuskan pemberian
pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan
likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 18

(1) Da1am hal Bank Sistemik yang telah mendapatkan
pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal L7 ayat (l) masih mengalami
kesulitan likuiditas, Bank Sistemik dapat mengajukan
permohonan Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) kepada
Bank Indonesia.
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(21 Terhadap permohonan Bank Sistemik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi
dengan Otoritas Jasa Keuangan meminta
penyelen ggar aan rapat KS S K.

(3) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)',
KSSK membahas dan memutuskan pemberian
Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) dengan
mempertimbangkan:

a. Penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berisi
paling kurang informasi kondisi keuangan terkini
Bank Sistemik yang bersangkutan; dan

b. rekomendasi Bank Indonesia dengan
memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud
pada hurrrf a.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai skema dan mekanisme
pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) diatur
bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank
Indonesia.

Pasal 19

(1) Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara
dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka
panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf c di pasar perdana yang diperuntukkan sebagai
sumber pendanaan bagi Pemerintah.

(21 Sumber pendanaan bagi Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional termasuk menjaga
kesinambungan pengelolaan keuangan rlegara,
memberikan pinjaman dan penambahan modal kepada
Lembaga Penjamin Simpanan, serta pendanaan untuk
restrukturisasi perbankan pada saat krisis.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema dan mekanisme
pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat
Berharga Syariah Negara di pasar perdana pada ayat (1)

diatur bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur
Bank Indonesia dengan mempertimbangkan:

a. kondisi pasar Surat Utang Negara dan/atau Surat
Berharga Syariah Negara;

b. pengaruh terhadap inflasi; dan
c. jenis Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga

Syariah Negara.

Bagian Ketiga
Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan

oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 20

(1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK
dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas
sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan diberikan
kewenangan untuk:
a. melakukan persiapan penanganan dan peningkatan

intensitas persiapan bersama dengan Otoritas Jasa
Keuangan untuk penanganan permasalahan
solvabilitas bank;

b. melakukan tindakan:

1. penjualan/repo Surat Berharga Negara yang
dimiliki kepada Bank Indonesia;

2. penerbitan surat utang;

3. pinjaman kepada pihak lain; dan latau
4. pinjaman kepada Pemerintah,

dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan
diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas
untuk penanganan bank gagal;
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c. melakukan pengambilan keputusan untuk
melakukan atau tidak melakukan penyelamatan
bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai
bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain
kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan
bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan
investor, dan/atau efektivitas penanganan
permasalahan bank serta tidak hanya
mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling
rendah (least cost test); dan

d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan
penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah
dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau
peruntukkan simpanan serta besaran nilai yang
dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam
rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan
permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 21

(1) Persiapan penanganan dan peningkatan intensitas
persiapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a
antara lain pertukaran data dan informasi terkini dari
Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin
Simpanan dan/atau pemeriksaan bersama Otoritas
Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan
terhadap bank dimaksud.

(2) Persiapan penanganan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada saat bank ditetapkan sebagai
bank dalam pengawasan intensif dan peningkatan
intensitas persiapan dilakukan pada saat bank
ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus.
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Pasal 22

(1) Untuk mencegah krisis sistem keuangan yang
membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah
dapat menyelenggarakan program penjaminan di luar
program penjaminan simpanan sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang mengenai lembaga
penjamin simpanan.

(2) Ketentuan mengenai lembaga penyelenggara program
penjaminan, pendanaan, cakupan dan besaran nilai
penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan

oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 23

(1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK
dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas
sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan diberikan
kewenangan untuk:
a. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa

keuangan untuk melakukan penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau
konversi;

b. menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari
kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang
pasar modal dalam rangka pencegahan dan
penanganan krisis sistem keuangan; dan

c. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan
teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa
keuangan.

(2) Ketentuan...
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(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka
melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima
Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan

oleh Pemerintah

Pasal 24

(1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK
dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas
sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1), Pemerintah diberikan kewenangan untuk
memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin
Simpanan.

(21 Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga
Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 25

Pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga
Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dilakukan dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan
mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan
perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak
pandemi Corona Vints Disease (COVID- 19).

BAB IV
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BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak
memenuhi, tidak melaksanakan atau menghambat
pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp300.000.000.000,00
(tiga ratus miliar rupiah).

(21 Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan
pidana denda paling sedikit Rpl.0OO.OOO.O00.000,00
(satu triliun rupiah).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal27

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau
lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan
kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di
bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk
kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan
pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan
program pemulihan ekonomi nasional, merupakan
bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan
perekonomian dari krisis dan bukan merrrpakan
kerrrgian negara.
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(21 Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat
KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian
Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,
serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat
lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat
dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam
melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-
undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang
dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
ini mulai berlaku:

1. ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11
ayat (21, Pasal l7B ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26
ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 32621 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a9991;
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Pasal 55 ayat (41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun L999
tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a9621;

Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat
(5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3),
dan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2OO4 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44201 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO9 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 49631;

3

4

5
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Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasal

83, dan Pasal lO7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa3$;

Pasal l7l Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9

tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679\;

7

8

9
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10. Pasal 177 huruf c angka 2, Pasal 180 ayat (6), dan Pasal
182 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang
Majelis Permusyawaratan Ralqrat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah beberapa kali 'diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OI9 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor L7
Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
63e6);

1 1. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan
Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5872); dan

12. Pasal 11 ayat (221, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol9 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O2O (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6410),

dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan
kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) danlatau dalam
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini.

Pasal 29

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2O2O

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2O2O

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTEzuAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
ti Bidang Hukum dan

;undangan

ttd

e
UJa
*
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2O2O

TENTANG

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN

STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI

coRoNA WRUS D/SEASE 2019 (COVTD- 19) DAN/ATAU

DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN

I. UMUM

Pada tahun 2O2O ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-l9). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah
merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru
dunia, termasuk Indonesia.

Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-l9) juga secara nyata
telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi
perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk
Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari
3% (tiga persen) menjadi hanya l,s%o (satu koma lima persen) atau bahkan
lebih rendah dari itu.

Perkembangan pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) juga
berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu
implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah,
tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) mempengaruhi atau
bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
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Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan
dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun
Anggaran 2O2O baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun
sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2O2O berasal
dari terganggunya aktivitas ekonomi atau pun sebaliknya. Gangguan
aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun
Anggaran 2O2O dari sisi Pendapatan Negara.

Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk
menghadapi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara
lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan,
melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor
keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2O2O terutama sisi
Pembiayaan.

Implikasi pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-l9) telah
berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem
keuangan yang ditunjukkan dengan penurulnan berbagai aktivitas ekonomi
domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi Corona Vints
Disease 2019 (COVID-19) yang berisiko pada ketidakstabilan
makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh
Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam KSSK, sehingga
diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk
melakukan tindakan antisipasi (forward looking) untuk menjaga stabilitas
sektor keuangan.

Penyebaran pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) yang
memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia
antara lain karena menurllnnya penerimaan negara serta ketidakpastian
ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa
(ertraordinary)di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan
dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil
Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi
mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian
nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial
(social safetg netl, serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh
karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk
memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga
terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.
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Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII|2OO9,
kondisi tersebut di atas telah memenuhi parameter sebagai kegentingan
yang memaksa dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang antara lain:

a. karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah
hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;

b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi
kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat
ini ada; dan

c. kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara
membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan
waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut
perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam kegentingan yang memaksa,
sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a
Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) yang antara lain berdampak terhadap:

a. perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan
penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan
pembiayaan; dan
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b. memburuknya sistem keuangan, yang ditunjukkan
dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik,

Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-
langkah luar biasa (ertraordinaryl di bidang keuangan
negara dalam rangka penyelamatan kesehatan, dan
perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk
kesehatan, jaring pengaman sosial (social safetg netl, dan
pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan
masyarakat yang terdampak, serta menjaga stabilitas sektor
keuangan.

Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit
anggaran yang melampaui 3o/o (tiga persen) dari Produk
Domestik Bruto (PDB).

Setelah masa penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID- 19) dan/ atau dalam rangka menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional,
besaran defisit secara bertahap kembali menjadi paling
tinggi sebesar 3%o (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto
(PDB) pada Tahun Anggaran 2023.

Jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka
pelaksanaan pelebaran defrsit tersebut dibatasi maksimal
600/o (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto
(PDB).

Huruf b
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang ini, besaran belanja wajib (mandatory
spendingl yang terdapat dalam berbagai undang-undang
dapat disesuaikan oleh Pemerintah, antara lain:

a. Anggaran kesehatan sebesar 5o/o (lima persen) dari
anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji,
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2OO9 tentang Kesehatan;
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b. Anggaran untuk desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% (sepuluh
persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah, yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa; dan

c. Besaran Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan
Dalam Negeri Bersih sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spendingl
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dilakukan
terhadap pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 2Oo/o

(dua puluh persen) dalam tahun berjalan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Terhadap daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda
pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-l9) dapat
menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur
sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer
Umum (DTU) untuk penanganan pandemi Corona Vints
Disease 2019 (COVID-l9), baik untuk sektor kesehatan
maupun untuk jaring pengaman sosial (social safetg netl
dalam bentuk penyediaan logistik beserta
pendistribusiannya danf atau belanja lain yang bersifat
mendesak yang ditetapkan Pemerintah.

Huruf c

Huruf d
Cukup jelas

Pemerintah memberikan kewenangan kepada pejabat
perbendaharaan dan pejabat pengadaan barang dan jasa
untuk melakukan tindakan atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran
untuk membiayai pengeluaran yang belum tersedia atau
tidak cukup tersedia tersebut, dalam hal pengadaan barang
dan jasa yang terkait dengan upaya penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
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Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "akumulasi dana abadi
pendidikan" adalah akumulasi dana abadi dari tahun-
tahun sebelumnya dan tidak termasuk porsi dana
abadi pendidikan yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "Penyertaan Modal Negara"
adalah penyertaan modal negara yang bersifat fresh
moneA (dana segar).

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "penyesuaian alokasi Transfer ke
Daerah dan Dana Desa" antara lain berupa:

1. penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan
berdasarkan perkembangan perekonomian danfatau
penerimaan negara;
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Huruf j

Huruf k

Ayat (2)

Cukup jelas.

2. penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah
berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri
Keuangan;

3. penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer
Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik
atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus
karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran
mendesak; dan/atau

4. penyesuaian pagu anggaran Dana Desa.

Yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana
Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan
langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan
kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(covrD- 1e).

Hibah kepada pemerintah daerah diberikan dalam rangka
penanganan bencana alam, bencana non alam, bencana
kemanusiaan dan/atau kebijakan stimulus fiskal dalam
rangka mengurangi dampak ekonomi atas bencana
tersebut.

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran untuk kegiatan tertentu (refoarcing)" termasuk
kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan
alokasi antarprogram.

Ayat(21 ...
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Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a
Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib
Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Penghasilan Kena Pajak PT A pada Tahun Pajak 2O2O
sebesar Rp 1 .000.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak 2O2O:

22o/o x Rp 1 .000. 000. 000,00 : Rp22O. OO0. 000,00.

Huruf b
Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib
Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Penghasilan Kena Pajak PT A pada Tahun Pajak 2022
sebesar Rp 1 . 500.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak 2022:

2Oo/o x Rp 1 .500.000.000,00 : Rp300.000.000,00.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat
melakukan transaksi penjualan menggunakan sarana
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) milik sendiri,
misalnya pedagang eceran secara daring (retail onlinel. Selain itu,
pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat
melakukan transaksi penjualan menggunakan sarana
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)
dalam negeri atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE) luar negeri.

Model bisnis Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE) antara lain marketplace atau penyedia platformlpelantar
sebagai wadah tempat pedagang luar negeri atau penyedia jasa
luar negeri dapat memasang penawaran barang danlatau jasa.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.
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Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan "perwakilan" adalah pihak yang ditunjuk
oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, danfatau
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)
luar negeri, yang antara lain dapat berupa badan di Indonesia

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 1 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Dalam Peraturan Presiden dimaksud antara lain memuat:

a. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
memuat rincian besaran Pendapatan Negara, Belanja Negara,
surplus/defisit anggaran, dan Pembiayaan Anggaran; dan

b. Pokok-pokok rincian Anggaran Pendapatan Negara, Belanja
Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Komite Stabilitas Sistem Keuangan"
adalah komite yang menyelenggarakan pencegahan dan
penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan
kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Koordinasi diselenggarakan berdasarkan permintaan salah satu
atau lebih anggota dan dikoordinasikan oleh Sekretariat KSSK.

Huruf a
Kewenangan KSSK untuk menyelenggarakan rapat
koordinasi tidak terbatas pada adanya indikasi
permasalahan dari protokol manajemen krisis masing-
masing anggota KSSK yang dapat memengaruhi stabilitas
sistem keuangan. Langkah-langkah penanganan
permasalahan stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan
dalam rapat koordinasi dimaksud termasuk dalam hal
menetapkan batas waktu mulai dan berakhirnya kondisi
ancaman terhadap perekonomian dan/atau stabilitas sistem
keuangan.
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Huruf b

Skema pemberian dukungan Pemerintah yang ditetapkan
oleh KSSK merupakan bentuk peran serta dan kehadiran
negara dalam rangka mengatasi permasalahan sistem
keuangan yang membahayakan perekonomian nasional
dengan mengalokasikan anggaran pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung
upaya mewujudkan stabilitas sistem keuangan.

Ayat (21

Transkrip rapat dicetak oleh Sekretaris KSSK dan dokumen hasil
cetakan tersebut disampaikan kepada Anggota KSSK untuk
dilakukan pemarafan danlatau penandatanganan kemudian yang
mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengambilan
keputusan dalam rapat KSSK tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "Bank Sistemik" adalah Bank
Sistemik menurut Undang-Undang mengenai pencegahan
dan penanganan krisis sistem keuangan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
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Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Hurrrf a

Cukup jelas.

Huruf b
Ketentuan ini berlaku pula untuk bank selain Bank

Sistemik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Kelompok nasabah penyimpan berdasarkan kepemilikannya
antara lain nasabah individu, Pemerintah Pusat/Daerah,
dan Badanllembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang
untuk melakukan pengelolaan dana masyarakat.
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Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 2 1

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a
Perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan berlaku
baik untuk lembaga jasa keuangan yang melakukan
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi
dan/atau konversi maupun lembaga jasa keuangan yang
menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
integrasi dan/atau konversi.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pihak tertentu" adalah emiten atau
perusahaan publik yang pernyataan pendaftaran telah
menjadi efektif menurut Undang-Undang mengenai pasar
modal.

Hurrrf c

Ketentuan yang dapat diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan
antara lain mengenai bentuk dan cara interaksi serta
partisipasi antar peserta serta bentuk risalah rapat.

Ayat (21

Cukup jelas.
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Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6485
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari 
waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah 
berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic tanggal 11 
Maret 2020;

c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu 
diantisipasi dampaknya;

d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, 
fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19).

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada 
Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 (COVID-19)
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Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk 
selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Presiden.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan:

a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;

b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah 
daerah;

c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;

d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan

e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap 
COVID-19.

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pengarah; dan

b. Pelaksana.

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
memiliki tugas:

a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan

b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.

Pasal 6

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
memiliki tugas:

a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;

b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;

c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;

d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan

e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.
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Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibantu oleh 
Sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan
administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas:

A. Pengarah : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

3. Menteri Kesehatan; dan

4. Menteri Keuangan.

B. Pelaksana

Ketua : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Wakil Ketua : 1. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan

2. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota : 1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan;

2. Unsur Kementerian Kesehatan;

3. Unsur Kementerian Dalam Negeri;

4. Unsur Kementerian Luar Negeri;

5. Unsur Kementerian Perhubungan;

6. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;

7. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Unsur Kementerian Agama;

9. Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

10. Unsur Tentara Nasional Indonesia;

11. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

12. Unsur Kantor Staf Presiden.

Pasal 9

(1) Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diangkat dan diberhentikan 
oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi, Sekretariat, dan tata kerja 
Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diatur dengan Peraturan Ketua 
Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sesuai dengan kebutuhan dan situasi.
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Pasal 10

(1) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyusun dan menyampaikan 
laporan rutin harian kepada Presiden dan Pengarah.

(2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyampaikan laporan kejadian 
mendesak kepada Presiden dan Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 11

(1) Gubernur dan Bupati/ Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah
berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19.

(2) Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 12

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat 
melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi 
pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau 
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 13 Maret 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah meluas dan berdampak pada aspek 
sosial, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;

b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 
11 Maret 2020; 

c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia 
yang perlu diantisipasi dampaknya;

d. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan penambahan kementerian/lembaga dalam susunan 
keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 
perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020 
TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas:

A. Pengarah

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Wakil Ketua : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan

2. Menteri Kesehatan.

Sekretaris : Menteri Keuangan.

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Luar Negeri;

3. Menteri Pertahanan;

4. Menteri Agama;

5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

2 / 6



7. Menteri Sosial;

8. Menteri Ketenagakerjaan;

9. Menteri Perdagangan;

10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

11. Menteri Perhubungan;

12. Menteri Komunikasi dan Informatika;

13. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional;

15. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

17. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif;

18. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi 
Nasional;

19. Menteri Pemuda dan Olahraga;

20. Kepala Badan Intelijen Negara;

21. Kepala Staf Kepresidenan;

22. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

23. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

24. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

25. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

26. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

27. Para Gubernur seluruh Indonesia.

B. Pelaksana

Ketua : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
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2. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

3. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

4. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan

5. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota : 1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan;

2. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan;

3. Unsur Kementerian Koordinator Bidang  Perekonomian;

4. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

5. Unsur Kementerian Dalam Negeri;

6. Unsur Kementerian Luar Negeri;

7. Unsur Kementerian Pertahanan;

8. Unsur Kementerian Agama;

9. Unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

10. Unsur Kementerian Keuangan;

11. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Unsur Kementerian Kesehatan;

13. Unsur Kementerian Sosial;

14. Unsur Kementerian Ketenagakerjaan;

15. Unsur Kementerian Perdagangan;

16. Unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Rakyat;

17. Unsur Perhubungan;

18. Unsur Perumahan Kementerian Kementerian Komunikasi dan 
Informatika;

19. Unsur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi;

20. Unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
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Perencanaan Pembangunan Nasional;

21. Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi;

22. Unsur Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

23. Unsur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif;

24. Unsur Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan 
Inovasi Nasional;

25. Unsur Kementerian Pemuda dan Olah Raga;

26. Unsur Badan Intelijen Negara;

27. Unsur Kantor Staf Presiden;

28. Unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan;

29. Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

30. Unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

31. Unsur Tentara Nasional Indonesia;

32. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

33. Unsur lainnya yang diperlukan.”

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi, antara lain:

a. anggaran kementerian/lembaga, termasuk refocussing kegiatan dan realokasi anggaran 
kementerian / lembaga; dan

b. anggaran cadangan belanja pemerintah.

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, antara lain:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran;
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b. belanja tidak terduga; dan

c. pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas:

1) dana transfer pemerintah pusat; dan

2) dana transfer antar daerah.”

3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

“Pasal 13A

(1) Dalam rangka percepatan impor barang yang digunakan untuk penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19), Pimpinan Kementerian/Lembaga memberikan mandat pemberian pengecualian 
perizinan tata niaga impor kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).

(2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik (online).”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 Maret 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO
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SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENETAPAN KEDARUPGTAN KESEHATAN MASYARAKAT

coRoNA yIRUS DISEASE 2Ot9 (COVID- 19)

DENGAN RAI{MAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDO}IESIA,

Menimbang

Mengingat

a

b

1

2

bahwa p*nyebaran Corona Virus Disease 2019
(COWD-L9) yang bersifat luar biasa dengarr ditandai
jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah
meningkat dan meluas lintas u,ilayah dan lintas negara
dirn berdampak pada aspek politik, ekonotni, sosial,
budaya, pertahanan dan kearnanan, serta kesejahteraaa
masyarakat di Indonesia:
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Presiden tentang Penetapan Kcdaruratan Kesehatan
Masyarakat Corona l'irus Disease 2019 (COVID-|9),
Pasal 4 ayat (1) Uudang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia'lhhun i945;
Undang-Undang Nomor e Tahun 2018 tentang
Kekaratrtinaan KesehetLan (i.r:mbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OI8 N.umor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236\;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

-2

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN

KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS

DTSEASE 20 1 9 (COWD-I 9).

Menetapkan CororLu llirus Disease 2O19 PAVID-I9/ sebagai
jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat.

I\{enetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corana

Vi;us Disease 2019 (ColryD-lg) di lndonesia yang '^ajib
.lilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan kctcntua.r
peiaturan perundang-undanga.n,

Keputusan ['residen ini mulai berlak.r pada tanggal
ditctapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2O2O

PRESIDEN REPUBLTK II,IDONESIA,

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIA'T NEGAPA
LIK INDONESIA
m dan Perundartg undangan,

trc
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Untuk ... 

Para Menteri Kabinet Indonesia Maju; 
Sekretaris Kabinet; . ..... 
Kepala · Staf Kepresidenan; 

Panglima Tentara Nasional Indonesia; 

Kepala 'Kepolisian Republik Indonesia; 
Jaksa Agung; 

Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 

' . 
Para Gubemur seluruh Indonesia; dan 
Para Bupati./Walikota seluruh Indonesia, 

SK No 022698 A 

Kepada 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 
8. 
9. 
10. 

Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh 
World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka 
diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi 
antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan 
refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan · barang dan jasa 
dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19), dengan ini menginstruksikan: 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENT ANG 

REFOCUSSING KEGIATAN, REALOKASI ANGGARAN, SERTA PENGADAAN 
BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

PRES I DEN 
REPUBUK lNDONESIA 

SALINAN 



KEEMPAT ... 

Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang .dan -jasa 
untuk mendukung percepatan · penanganan Corona Vin.ts 
Disease 2019 (COVID-"I 9) dengan mempermudah dan 
memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 
Pengelolaan Bantuan · Bencana, Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang -dan 
Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 
Tahun 2018 ten tang Penyelenggaraan Penanggul~gan 
Bencana Dalam Keadaan Tertentu. 

Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran 
melalui mekanisme revisi anggaran dan segera 
mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri 
Keuangan sesuai dengan kewenangannya. 

Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah 
ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat 
penanganan Corona Vin.ts Disease 2019 
(COVID-19) (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) 
dengan mengacu kepada protokol penanganan 
Corona Vin.ts Disease 2019 (COVID-19) 
di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana 
operasional percepatan penanganan Corona Vin.ts 
Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan Corona Vin.ts Disease 2019 
(COVID-19). 

PRES I DEN 
REPUBLIK INDONESIA 
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KETIGA' 

KEDUA 

KESATU 

Untuk 



5. Kepala ... 

4: Menteri Kesehatan untuk mempercepat pemberian 
registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran untuk 
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
yang beluJ? memiliki nomor registrasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan . . . . . 

2. Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah- 
langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan 
penggunaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) dan}.atau perubahan peraturan 
kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk 
percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota. 

3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
untuk melakukan percepatan penyiapan dan 
pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam 
rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19). 

Khusus kepada: 

1. Menteri Keuangan untuk memfasilitasi proses revisi 
anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel. 

Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan 
alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan barang 
dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 
Kementerian Kesehatan. 

Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka 
percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dengan melibatkan Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 

PRES I DEN 
REPUBLIK INDONESIA 
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KELI MA 

KEEMPAT 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
~~~~ m dan Perundang-undangan, 

JOKOWIDODO 

ttd. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal 20 Maret 2020 

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. 

Melaksanakan Instruksi Presiden 1n1 dengan penuh 
tanggung jawab. 

KETUJUH 

5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan 
pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan terhadap 
akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan 
penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-19). 

6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah untuk melakukan pendampingan 
pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dalam 
rangka percepatan penanganan Corona Vints 
Disease 2019 (COVID-19). 

PRESIDEN 
REPUBLIK. INDONESIA 
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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2020 

TENTANG 

LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK, BAHAN BAKU MASKER, 

ALAT PELINDUNG DIRT, DAN MASKER 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (World Health 

Organization) telah menyatakan bahwa Covid-19 yang 

disebabkan oleh virus Corona telah meluas 

penyebarannya ke seluruh dunia sehingga dinyatakan 

sebagai pandemik, oleh karena itu Pemerintah perlu 

mengambil langkah perlindungan terhadap kesehatan 

masyarakat dan pencegahan penyebaran lebih lanjut 

virus Corona di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b. bahwa salah satu upaya untuk melindungi kesehatan 

masyarakat dan mencegah penyebaran virus Corona di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, Pemerintah 

perlu menjaga ketersediaan antiseptik, bahan baku 

masker, alat pelindung din, dan masker yang penting 

untuk pelayanan kesehatan dan perlindungan din bagi 

masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaria 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

pengaturan mengenai larangan sementara ekspor 

antiseptik, bahan baku masker, that pelindung din, 

dan masker; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku 

Masker, Mat Pelindung Din, dan Masker; 

Mengingat 	: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4661); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian 	Negara 	(Lembaran 	Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 
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7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

13 / M-DAG/ PER/3 /2012 tentang Ketentuan Umum di 

Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 395); 

10. Peraturan 	Menteri 	Perdagangan 	Nomor 

08/ M-DAG/ PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK, BAHAN 

BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRT, DAN MASKER. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan 

untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti 

pada permukaan kulit clan membran mukosa. 

2. Alat Pelindung Diri adalah suatu alat yang mempunyai 

kemampuan untuk melindungi seseorang yang 

fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh 

sumber daya manusia dari potensi bahaya di fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

3. Masker adalah perlindungan pernafasan yang 

digunakan sebagai metode untuk melindungi individu 

dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang 

berada di udara, perlindungan pernafasan atau 

masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan 

metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, 
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metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, 

tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai 

pemakainya. 

4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dani 

daerah pabean. 

5. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga 

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum, yang melakukan 

Ekspor. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 

Pasal 2 

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, 

Eksportir dilarang sementara mengekspor: 

a. Antiseptik; 

b. bahan balm Masker; 

c. Mat Pelindung Din; dart 

d. Masker, 

sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/ HS. 

(2) Ketentuan mengenai uraian barang dan Pos Tarif/HS 

yang dilarang sementara ekspor tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dan i Peraturan Menteri mi. 

(3) Larangan sementara ekspor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 

2020. 

Pasal 3 

Eksportir yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) hari 

terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Maret 2020 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

AGUS SUPARMANTO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Maret 2020 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 255 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

Perdagangan 
o "cum, 



Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

Perdagangan 
Hukum, 

LAMPI RAN 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2020 

TENTANG 

LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK, BAHAN BAKU 

MASKER, ALAT PELINDUNG DIRT, DAN MASKER 

JENIS ANTISEPTIK, BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRT, DAN 

MASKER YANG DILARANG SEMENTARA EKSPORNYA 

Uraian Barang Pos Tarif 

A. Antiseptik, terdiri atas: 
1. Antiseptik 	hand 	rub, 	hand 	sanitizer 	dan 

sejenisnya yang berbasis alkohol Ex.3004.90.30 

2. Hand 	rub, 	hand 	sanitizer dan 	sejenisnya 
mengandung campuran dan i asam ter bath bara 
dan alkali 

Ex.3808.94.10 

3. Hand rub, hand sanitizer dan sejenisnya dalam 
kemasan aerosol Ex.3808.94.20 

4. Hand rub, hand sanitizer dan sejenisnya selain 
yang mengandung campuran dan i asam ter batu 
bara dan alkali, serta tidak dalam kemasan 
aerosol 

E 	3808.94.90 x
' 

 

B. Bahan Baku Masker, terdiri atas: 
1. Kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven 

terbuat dan i filamen buatan dengan berat tidak 
lebih dan i 25 g/m2  

Ex.5603.11.00 

2. Kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven 
terbuat dan i bahan 	selain filamen buatan 
dengan berat tidak lebih dan i 25 g/m2  

Ex.5603. 91.00 

C. Mat Pelindung Din, terdiri atas: 
1. Pakaian pelindung medis Ex.6210.10.19 
2. Pakaian Bedah 6211.43.10 

D. Masker, terdiri atas: 
1. Masker bedah 6307.90.40 
2. Masker lainnya dan i bahan nonwoven, selain 

masker bedah 
Ex.6307.90.90 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

AGUS SUPARMANTO 





 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.305, 2020 KEMENKUMHAM. Orang Asing. Wilayah Negara 

Republik Indonesia. Pelarangan Sementara. 
Pencabutan. 

 

 
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG 

PELARANGAN SEMENTARA ORANG ASING MASUK WILAYAH NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan 

penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia perlu 

pelarangan sementara orang asing memasuki wilayah 

Negara Republik Indonesia; 

b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin 

Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus 

Corona dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian 

Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan 

Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan 

Terpaksa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk 
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Wilayah Negara Republik Indonesia; 

 

Mengingat :  1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5216); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5894); 

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);  

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
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Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1135); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSA 

TENTANG PELARANGAN SEMENTARA ORANG ASING MASUK 

WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah 

Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan 

berdasarkan Undang-Undang. 

2. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa 

adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat 

yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia 

atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang 

Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia 

dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 

3. Visa Diplomatik adalah visa yang diberikan kepada Orang 

Asing pemegang Paspor Diplomatik atau paspor lain yang 

akan melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik di 

Indonesia; 

4. Visa Dinas adalah visa yang diberikan kepada Orang 

Asing pemegang Paspor Dinas atau paspor lain yang akan 

melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik 

di Indonesia; 

5. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara 

Indonesia. 

6. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang 

Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri 

untuk berada di Wilayah Indonesia. 

7. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang 

dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara 

Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun 
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elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai 

tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah 

Indonesia. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

 

Pasal 2 

Melarang sementara Orang Asing untuk memasuki/transit di 

Wilayah Indonesia. 

 

Pasal 3 

(1) Pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dikecualikan terhadap: 

a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin 

Tinggal Tetap; 

b. Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa 

Dinas; 

c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan 

Izin Tinggal Dinas; 

d. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan 

alasan kemanusiaan;  

e. Awak alat angkut; dan 

f. Orang Asing yang akan bekerja pada proyek 

strategis nasional. 

(2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

masuk Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan: 

a. surat keterangan sehat dalam bahasa inggris dari 

otoritas kesehatan di masing-masing negara;   

b. telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah/negara 

yang bebas virus Covid-19;  

c. pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 

(empat belas) hari yang dilaksanakan oleh 

pemerintah Republik Indonesia. 
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Pasal 4 

(1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang telah 

berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang, diberikan 

Izin Tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa 

mengajukan permohonan ke kantor imigrasi. 

(2) Pemberian izin tinggal keadaan terpaksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya. 

 

Pasal 5 

(1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin 

Tinggal Tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat 

diperpanjang, dilakukan penangguhan dengan diberikan 

Izin Tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa 

mengajukan permohonan ke kantor imigrasi. 

(2) Pemberian izin tinggal keadaan terpaksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya. 

 

Pasal 6 

Dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan 

kewenangannya dapat mengeluarkan kebijakan lain terkait 

fasilitas keimigrasian sepanjang memberikan kemanfaatan 

umum. 

 

Pasal 7 

Dalam hal pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir oleh 

instansi yang berwenang, proses perpanjangan Izin Tinggal 

diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

7 Tahun 2020  tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal 

dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 191); dan 

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas 
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Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan, 

serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 271),  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 9 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 

2020, Jam 00.00 WIB. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Maret 2020 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Maret 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 













































































































 

 

SALINAN 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 /POJK.03/2020 

TENTANG 

STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN 

COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

Menimbang :  a.   bahwa perkembangan penyebaran coronavirus disease 

2019 (COVID-19) secara global telah berdampak secara 

langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan 

kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban 

pembayaran kredit atau pembiayaan; 

b.  bahwa dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur 

akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi 

mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem 

keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan 

ekonomi;  

c.  bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan  

khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem 

keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu 

diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai 

countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 

2019 (COVID-19);
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d.  bahwa kebijakan stimulus perekonomian sebagai 

countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 

2019 (COVID-19) dimaksud diterapkan dengan tetap 

memperhatikan prinsip kehati-hatian; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang 

Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan  

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 

2019; 

 

Mengingat :  1.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992  

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3790);  

  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4867);  

  3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5253); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 

STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN 

COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS 

DISEASE 2019. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang  

dimaksud dengan: 

1. Bank adalah bank umum konvensional termasuk unit 

usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan 

rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah.  

2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat 

BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional termasuk kantor cabang dari 

bank yang berkedudukan di luar negeri. 

3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS 

adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. 

4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS 

adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi 

sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah.  

5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya 

disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.  
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Pasal 2 

(1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung 

stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang 

terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 

(COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan 

menengah.  

(2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan 

ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan 

b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. 

(3) Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung 

stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen 

risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank. 

(4) Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung 

stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk 

menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur 

usaha mikro, kecil, dan menengah.  

(5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak 

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 

memuat:  

a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak 

coronavirus disease 2019 (COVID-19); dan 

b. sektor yang terkena dampak coronavirus disease 

2019 (COVID-19). 
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BAB II 

PENETAPAN KUALITAS ASET 

 

Pasal 3 

(1) Penetapan kualitas aset berupa: 

a. kredit pada BUK;  

b. pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau  

c. penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, 

bagi debitur yang terkena dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur 

usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok 

dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. 

(2) Penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset. 

(3) Plafon: 

a. kredit pada BUK;  

b. pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau  

c. penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk 

1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.  

 

Pasal 4 

(1) Penetapan kualitas aset berupa: 

a. kredit pada BPR; dan/atau 

b. pembiayaan pada BPRS,  

bagi debitur yang terkena dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur 

usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok 

dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. 

(2) Penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset. 
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(3) Plafon: 

a. kredit pada BPR; dan/atau 

b. pembiayaan pada BPRS,  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk 

1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang 

sama.  

 

BAB III 

RESTRUKTURISASI KREDIT ATAU PEMBIAYAAN 

 

Pasal 5 

(1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi 

ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.  

(2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit 

atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah 

debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 

2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, 

dan menengah. 

(3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang 

direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan 

akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan. 

 

Pasal 6 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku 

untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan: 

a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak 

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan 

b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak 

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. 
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BAB IV 

PEMBERIAN PENYEDIAAN DANA BARU 

 

Pasal 7 

(1) Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan 

dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur 

yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 

2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, 

dan menengah. 

(2) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau 

penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan kualitas 

kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain 

yang telah diberikan sebelumnya.  

(3) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau 

penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1): 

a. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan 

dana lain yang baru dengan plafon paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), 

penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau 

penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1); atau 

b. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan 

dana lain yang baru dengan plafon lebih dari 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), 

penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau 

penyediaan dana lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penilaian kualitas aset. 
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BAB V 

PELAPORAN 

 

Pasal 8 

(1) Bank yang melakukan penetapan kualitas kredit atau 

pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain hanya 

didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau 

bunga atau margin/bagi hasil/ujrah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) 

menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan 

dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan 

Ketepatan Pembayaran. 

(2) Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau 

pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan 

Restrukturisasi. 

(3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan ini. 

 

Pasal 9 

(1) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan posisi 

akhir bulan laporan secara luring kepada Otoritas Jasa 

Keuangan untuk posisi akhir bulan April 2020,  

bulan Juni 2020, bulan September 2020, bulan Desember 

2020, dan bulan Maret 2021. 

(2) Laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya 

setelah posisi bulan laporan. 

(3) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari 

Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan 

disampaikan pada hari kerja berikutnya.  
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BAB VI 

MASA BERLAKU PEMBERIAN STIMULUS 

 

Pasal 10 

Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan 

ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha 

mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal  

31 Maret 2021. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, 

ketentuan dalam:  

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6251); 

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan 

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif 

Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 258, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6284); 
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c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan 

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 228, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6424); dan 

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6440), 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 

 

Pasal 12 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Maret 2020 

       

KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

       WIMBOH SANTOSO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Maret 2020 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 76 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan 
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1 
Direktorat Hukum 1 
Departemen Hukum 
 
ttd 
 

Wiwit Puspasari 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 /POJK.03/2020 

TENTANG 

STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN 

COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 

 

I. UMUM 

Penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) secara global 

berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat 

penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban 

pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi 

mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat 

memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang 

bersifat countercyclical.  

Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 

2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan 

khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan 

mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan 

khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan 

kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena 

dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk 

debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.  

Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 

2019 (COVID-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-

hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah 

terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard). 
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Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 

(COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang 

stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak 

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dalam peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “debitur yang terkena dampak 

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk 

debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah debitur yang 

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank 

karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung 

ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain 

pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, 

pertanian, dan pertambangan.  

Contoh: 

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi 

dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang 

telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) serta 

travel warning beberapa negara. 

2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor 

impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan 

perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang 

telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19).  

3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek 

pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan 

bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun 

negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 

(COVID-19). 
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Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan 

manajemen risiko Bank: 

a. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penerapan manajemen risiko bagi bank umum; 

b. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum 

syariah dan unit usaha syariah; 

c. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; 

atau 

d. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat 

syariah. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b  

 Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah 

penerbitan jaminan dan pembukaan letter of credit.  

Ayat (2) 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas 

aset: 

a. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penilaian kualitas aset bank umum; atau  
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b. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan 

unit usaha syariah. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas 

aset: 

1. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan 

penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau  

2. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan 

penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat 

syariah. 

Ayat (3)   

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan 

terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada 

debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 

2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan 

menengah tanpa batasan plafon. 

Ayat (2) 

Pelaksanaan restrukturisasi:  

a. kredit bagi BUK dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank 

umum; 

b. pembiayaan bagi BUS dan UUS dilakukan sesuai dengan 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian 

kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah; 
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c. kredit bagi BPR dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan 

pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank 

perkreditan rakyat; atau 

d. pembiayaan bagi BPRS dilakukan sesuai dengan peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif 

dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif 

bank pembiayaan rakyat syariah. 

Ayat (3) 

Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan 

yaitu perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau 

pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan 

pedoman akuntansi bagi BPR atau BPRS termasuk pengakuan 

kerugian yang timbul untuk restrukturisasi kredit atau 

pembiayaan.  

 

Pasal 6 

Bank dapat menetapkan kualitas lancar untuk kredit atau 

pembiayaan yang direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak 

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur 

usaha mikro, kecil, dan menengah.  

Contoh: 

Bank melakukan restrukturisasi kredit debitur “A” setelah terkena 

dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) pada tanggal  

10 Februari 2020 (sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini 

berlaku). Kredit debitur “A” tetap dapat memperoleh perlakuan khusus 

sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu ditetapkan lancar 

sejak laporan bulanan Bank posisi akhir bulan Maret 2020. 

 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian 

kualitas aset: 

1. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penilaian kualitas aset bank umum; 

2. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah 

dan unit usaha syariah; 

3. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan 

penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; 

atau 

4. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan 

penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat 

syariah. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas.  

 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan 

dengan alamat: 

a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional 

Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang 

berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang 

berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau  

b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor 

Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah 

tempat kedudukan kantor pusat Bank. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 
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Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6480
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LAMPIRAN 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  

NOMOR 11 /POJK.03/2020 

TENTANG  

STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN 

COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS 

DISEASE 2019 

 

Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran  

 

Nama Bank  : 

Posisi Laporan : Bulan/Tahun 

No Nama Debitur CIF Sektor Ekonomi 

Plafon 

(dalam jutaan 

rupiah) 

Baki Debet 

(dalam jutaan 

rupiah) 

Kualitas Aset Keterangan 

              

              

              

              

 

Pedoman pengisian: 
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1. Dalam hal BUK memiliki UUS, Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai 

Berdasarkan Ketepatan Pembayaran UUS disampaikan dalam laporan terpisah dari BUK. 

2. Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran 

hanya diisi untuk debitur dengan plafon: 

a. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi BUK, 

BPR, dan BPRS;  

b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk 

pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain berorientasi ekspor, bagi BUS dan UUS; atau 

c. lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk 

pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain selain huruf b, bagi BUS dan UUS.  

3. Dalam hal debitur memiliki beberapa rekening, Bank melaporkan 1 (satu) debitur pada 1 (satu) baris secara kumulatif pada laporan 

ini.  

4. “Plafon” diisi dengan nilai seluruh total plafon yang diterima oleh 1 (satu) debitur. 

5. Dalam hal debitur memiliki beberapa jenis “Sektor Ekonomi”, maka diisi oleh “Sektor Ekonomi” yang paling dominan terkena 

dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19). 

6. Jenis Sektor Ekonomi sebagai berikut: 

a. pertanian, kehutanan, dan perikanan; 

b. pertambangan dan penggalian; 

c. industri pengolahan; 

d. konstruksi; 

e. perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor; 

f. pengangkutan dan pergudangan; 
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g. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 

h. agen perjalanan; 

i. kesenian, hiburan, rekreasi; atau 

j. lainnya (sebutkan). 

7. “Kualitas Aset” merupakan kualitas aset kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain saat posisi bulan laporan dan 

diisi dengan 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), atau 5 (macet). 

8. “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait alasan debitur ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Contoh: 

a. penutupan jalur transportasi; 

b. rantai suplai; 

c. penundaan proyek; atau 

d. lainnya (jelaskan).  

Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).
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Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi 

 

Nama Bank  : 

Posisi Laporan : Bulan/Tahun 

 

No Nama Debitur CIF Sektor Ekonomi 

Plafon 

(dalam jutaan 

rupiah) 

Baki Debet 

(dalam jutaan 

rupiah) 

Kualitas Aset Sebelum 

Direstrukturisasi 
Keterangan 

               

               

               

               

 

Pedoman pengisian: 

1. Dalam hal BUK memiliki UUS, Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi UUS disampaikan dalam laporan 

terpisah dari BUK. 

2. Laporan ini diisi dengan data per rekening kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa  

Keuangan ini. 

Contoh: 

a. Debitur A memiliki rekening 1 dan rekening 2 dan hanya rekening 1 yang dilakukan restrukturisasi maka hanya rekening 1 

yang dilaporkan. 
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b. Debitur A memiliki rekening 1 dan rekening 2 dan semua rekening dilakukan restrukturisasi maka Bank melaporkan setiap 

rekening pada baris yang berbeda. 

3. “Sektor Ekonomi” diisi dengan sektor ekonomi untuk kredit atau pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi. Pengisian “Sektor 

Ekonomi” mengikuti pedoman pengisian pada Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang 

Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran. 

4. “Kualitas Aset Sebelum Direstrukturisasi” diisi dengan 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), 

atau 5 (macet). 

5. “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait alasan debitur ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengisian “Keterangan” mengikuti 

pedoman pengisian pada Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan 

Ketepatan Pembayaran.  

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Maret 2020    

       

KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

       WIMBOH SANTOSO 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan 
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1 
Direktorat Hukum 1 
Departemen Hukum 
 
ttd 
 

Wiwit Puspasari 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA 

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  

(COVID-19) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  :  a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian 

telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas 

negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, 

sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta 

kesejahteraan masyarakat di Indonesia; 

b. bahwa dalam upaya menekan penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas, Menteri 

Kesehatan dapat menetapkan pembatasan sosial 

berskala besar; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); 

 

Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 



 -2- 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6487); 

7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam 

Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 34); 
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9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA 

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 

(COVID-19). 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan 

kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang 

diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan 

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9). 

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

 

BAB II 

PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR 

 

Bagian Kesatu 

Kriteria 
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Pasal 2 

Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, 

suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit 

meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke 

beberapa wilayah; dan 

b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di 

wilayah atau negara lain.  

 

Bagian Kedua 

Permohonan Penetapan 

 

Pasal 3 

(1) Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

di suatu wilayah berdasarkan permohonan 

gubernur/bupati/walikota. 

(2) Permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk lingkup satu provinsi atau 

kabupaten/kota tertentu. 

(3) Permohonan dari bupati/walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu 

kabupaten/kota. 

 

Pasal 4 

(1) Gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan 

permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada 

Menteri harus disertai dengan data:  

a. peningkatan jumlah kasus menurut waktu;  

b. penyebaran kasus menurut waktu; dan 

c. kejadian transmisi lokal. 

(2) Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai 

dengan kurva epidemiologi. 
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(3) Data penyebaran kasus menurut waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan peta 

penyebaran menurut waktu. 

(4) Data kejadian transmisi lokal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c disertai dengan hasil penyelidikan 

epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan 

generasi kedua dan ketiga. 

(5) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan 

permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada 

Menteri juga menyampaikan informasi mengenai 

kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan 

hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, 

anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, 

dan aspek keamanan. 

 

Pasal 5 

Selain diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, Ketua Pelaksana Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu 

berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2. 

 

Pasal 6 

Permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar mengacu 

pada Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 

 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Penetapan 

 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka penetapan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar, Menteri membentuk tim. 
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(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 

a. melakukan kajian epidemiologis; dan 

b. melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, 

sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.  

(3) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), tim berkoordinasi dengan Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) khususnya terkait dengan kesiapan Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Daerah. 

(4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), tim memberikan rekomendasi penetapan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri dalam 

waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya 

permohonan penetapan. 

 

Pasal 8 

(1) Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya 

permohonan penetapan. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi 

tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua 

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19). 

 

Pasal 9 

(1) Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan 

atas dasar: 

a. peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam 

kurun waktu tertentu; 

b. terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain 

dalam kurun waktu tertentu; dan 

c. ada bukti terjadi transmisi lokal. 
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(2) Selain berdasarkan pada ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), penetapan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar juga mempertimbangkan kesiapan daerah 

dalam hal-hal yang terkait dengan ketersediaan 

kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan 

prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan 

operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat 

terdampak, dan aspek keamanan. 

 

Pasal 10 

Dalam hal kondisi suatu daerah tidak memenuhi kriteria 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri dapat 

mencabut penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.  

 

Pasal 11 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam Pedoman 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR 

 

Pasal 12 

Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan 

oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan 

pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. 

 

Pasal 13 

(1) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi: 

a.  peliburan sekolah dan tempat kerja; 

b.  pembatasan kegiatan keagamaan;  

c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;  

d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;  

e. pembatasan moda transportasi; dan 
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f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek 

pertahanan dan keamanan. 

(2) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

selama masa inkubasi terpanjang dan dapat 

diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.    

(3) Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kantor 

atau instansi strategis yang memberikan pelayanan 

terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, 

kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, 

pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, 

komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, 

logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. 

(4) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan 

dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap 

orang. 

(5) Pembatasan kegiatan keagamaan selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan 

fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang 

diakui oleh pemerintah. 

(6) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang 

dan pengaturan jarak orang.  

(7) Pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk: 

a. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat 

penjualan obat-obatan dan peralatan medis 

kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, 

barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan 

energi; 
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b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain 

dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan 

c. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk 

kegiatan olah raga. 

(8) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan 

kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan 

peraturan perundang-undangan. 

(9) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam 

bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan 

sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan 

lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan 

peraturan perundang-undangan. 

(10) Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk: 

a. moda transpotasi penumpang baik umum atau 

pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang 

dan menjaga jarak antar penumpang; dan  

b. moda transpotasi barang dengan memperhatikan 

pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. 

(11) Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek 

pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f dikecualikan untuk kegiatan aspek 

pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan 

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, 

dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta 

mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan 

orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 14 

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar berkoordinasi dengan instansi 

terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak 

keamanan, pengelola/penanggung jawab fasilitas 

kesehatan, dan instansi logistik setempat. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditujukan dalam rangka efektivitas dan kelancaran 

pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar. 

 

Pasal 15 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar diatur dalam Pedoman sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB IV  

PENCATATAN DAN PELAPORAN 

 

Pasal 16 

(1) Gubernur dan/atau bupati/walikota melakukan 

pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar di masing-masing wilayahnya. 

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk digunakan 

sebagai dasar menilai kemajuan dan keberhasilan 

pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar. 

 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 17 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan oleh 

Menteri, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19), gubernur/bupati/ 

walikota, sesuai dengan kewenangan masing-masing. 
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(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga 

lain di luar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan ahli/pakar terkait.  

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. advokasi dan sosialisasi;  

b. asistensi teknis; dan 

c. pemantauan dan evaluasi. 

(4) Advokasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka mendapatkan 

dukungan dalam bentuk kebijakan dan sumber daya 

yang diperlukan dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar. 

(5) Asistensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b dilakukan dalam rangka melakukan 

pendampingan teknis dalam pelaksanaan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar. 

(6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf c dilakukan dalam rangka melakukan 

penilaian keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar dalam memutus rantai penularan yang 

dibuktikan dengan: 

a. pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berjalan 

baik; 

b. penurunan jumlah kasus; dan  

c. tidak ada penyebaran ke area/wilayah baru. 

(7) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) dilaporkan kepada Menteri sebagai 

pertimbangan dalam mencabut penetapan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada pasal 

10. 
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Pasal 18 

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, instansi 

berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 19 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 April 2020 

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

  ttd. 

 

TERAWAN AGUS PUTRANTO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 3 April 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 326  
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LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI KESEHATAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL 

BERSKALA BESAR DALAM RANGKA 

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA 

VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

 

 

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA 

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  

(COVID-19) 

 

A. PENDAHULUAN 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO 

sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah 

menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang 

wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dalam rangka upaya 

penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan 

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung 

jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk 

perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau 

faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan 

kesehatan masyarakat COVID-19 dapat segera diatasi. Kekarantinaan 

kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor 

risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, 

dan/atau iingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan 

masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. salah satu 

tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala 

Besar.  
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Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin 

meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi 

dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut 

berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan 

keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga 

diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran 

COVID-19 semakin meluas.  Tindakan tersebut meliputi pembatasan 

kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi 

COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau 

barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk 

mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit 

dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan 

kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau 

fasilitas umum. 

Dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, 

Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan 

penyebaran COVID-19 semakin meluas, yang didasarkan pada 

pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan 

sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, 

dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) mengatur bahwa Menteri Kesehatan 

menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan usul 

gubernur/bupati/walikota atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan kriteria yang 

ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial 

Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, 

pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di 

tempat atau fasilitas umum. Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar 

telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan 

dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Kesehatan. 
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Untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 

diperlukan pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang 

mengatur lebih teknis mengenai kriteria Pembatasan Sosial Berskala 

Besar untuk ditetapkan serta masing-masing teknis pelaksanaannya. 

Mengingat selama masa pandemi COVID-19 ini kemungkinan banyak 

orang yang sudah terinfeksi maupun ada yang belum terdeteksi, atau 

sedang dalam masa inkubasi, maka untuk mencegah meluasnya 

penyebaran di suatu wilayah melalui kontak perorangan perlu adanya 

pembatasan kegiatan sosial berskala besar di wilayah tersebut. 

Pembatasan kegiatan tertentu yang dimaksud adalah membatasi 

berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi 

tertentu. Kegiatan yang dimaksud seperti sekolah, kerja kantoran dan 

pabrikan, keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, 

festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang 

menggunakan fasilitas umum atau pribadi.   

 

B. KRITERIA PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR 

1. Prasyarat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah 

terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan 

jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus 

yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis 

dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Karenanya, 

penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri 

didasarkan pada terjadinya peningkatan jumlah kasus dan/atau 

kematian secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, penyebaran 

kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan 

ada bukti terjadi transmisi lokal.  

2. Yang dimaksud dengan kasus adalah pasien dalam pengawasan dan 

kasus konfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium 

dengan Reverse Transcription Polymerse Chain Reaction (RT-PCR). 

3. Peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna 

diketahui dari pengamatan kurva epidemiologi kasus dan/atau 

kematian. Adanya kecenderungan peningkatan kasus dan/atau 

kematian dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti 

peningkatan bermakna.  
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4. Kecepatan penyebaran penyakit di suatu area/wilayah dilakukan 

dengan melakukan pengamatan area/wilayah penyebaran penyakit 

secara harian dan mingguan. Penambahan area/wilayah penyebaran 

penyakit dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti 

cepatnya penyebaran penyakit. 

5. Terjadinya transmisi lokal di suatu area/wilayah menunjukkan 

bahwa virus penyebab penyakit telah bersirkulasi di area/wilayah 

tersebut dan bukan merupakan kasus dari daerah lain.  

 

C. TATA CARA PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR 

Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah ditetapkan oleh 

Menteri berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota, atau Ketua 

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19). 

Mekanisme permohonan tersebut dilakukan sebagai berikut: 

1. Gubernur/bupati/walikota menyampaikan usulan kepada Menteri 

disertai dengan data gambaran epidemiologis dan aspek lain seperti 

ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar lain, ketersediaan fasilitas 

kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan termasuk 

obat dan alat kesehatan. Data yang disampaikan kepada Menteri juga 

termasuk gambaran kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.  

2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dalam menyampaikan usulan kepada 

Menteri untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 

wilayah tertentu, berdasarkan penilaian terhadap kriteria 

Pembatasan Sosial Berskala Besar. 

3. Permohonan oleh gubernur/bupati/walikota dapat disampaikan 

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.  

4. Permohonan dari gubernur untuk lingkup satu provinsi atau 

kabupaten/kota tertentu di wilayah provinsi. 

5. Permohonan dari bupati/walikota untuk lingkup satu 

kabupaten/kota di wilayahnya. 

6. Dalam hal bupati/walikota akan mengajukan daerahnya ditetapkan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka terlebih dahulu 

berkonsultasi kepada gubernur dan Surat permohonan penetapan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar ditembuskan kepada gubernur. 
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7. Dalam hal terdapat kesepakatan Pemerintah Daerah lintas provinsi 

untuk ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara bersama, 

maka pengajuan permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar kepada Menteri dilakukan melalui Ketua Pelaksana Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19). Untuk itu, kepada Pemerintah Daerah yang daerahnya akan 

ditetapkan secara bersama-sama harus berkoordinasi dengan Ketua 

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). 

8. Untuk kecepatan proses penetapan, permohonan tersebut dapat 

disampaikan dalam bentuk file elektronik, yang ditujukan pada 

alamat email psbb.covid19@kemkes.go.id. 

9. Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri dilakukan 

berdasarkan rekomendasi kajian dari tim yang dibentuk yang sudah 

berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19). Kajian tersebut berupa kajian 

epidemiologis dan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, 

budaya pertahanan, dan keamanan. Untuk itu tim yang dibentuk 

terdiri dari unsur kementerian kesehatan, kementerian/lembaga lain 

yang terkait dan para ahli. 

10. Menteri menyampaikan keputusan atas usulan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu 

dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan 

penetapan.  

11. Dalam hal permohonan penetapan belum disertai dengan data 

dukung, maka Pemerintah Daerah harus melengkapi data dukung 

paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima pemberitahuan dan 

selanjutnya diajukan kembali kepada Menteri. 

12. Penetapan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi 

tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19). 

13. Pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) paling lama disampaikan kepada 

Menteri dalam waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan 

penetapan. Dalam hal waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, maka 
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Menteri dapat menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan 

tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

14. Formulir permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

oleh gubernur/bupati/walikota, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kop Surat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

 

 
 

Nomor :                                                 (tanggal, bulan, tahun) 
Hal  : Permohonan Penetapan Pembatasan  
  Sosial Berskala Besar 
Sifat : Segera 
 
Yth. Menteri Kesehatan 
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 
Jakarta 12950  
 

Sehubungan Dengan penyebaran COVID-19 yang semakin luas di 
wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota …………..., bersama ini kami mohon 
Menteri Kesehatan dapat melakukan penetapan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ……………… 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan data dan 
dokumen pendukung mengenai: 
1. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu; 
2. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;  
3. Penyebaran kasus menurut waktu;  
4. Kejadian transmisi lokal; dan 
5. Kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup 

dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan 
operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.  

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri 
Kesehatan diucapkan terima kasih. 
 
               Gubernur/Walikota/Bupati 
 
 
                        (Nama) 

Tembusan: 
1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) 
2. Menteri Dalam Negeri 
3. Gubernur (jika permohonan oleh Bupati/Walikota) 
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Logo/Kop Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan  

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
 

 
 

Nomor :                                                 (tanggal, bulan, tahun) 
Hal  : Permohonan Penetapan Pembatasan  
  Sosial Berskala Besar 
Sifat : Segera 
 

Yth. Menteri Kesehatan 
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 
Jakarta 12950  
 

Sehubungan Dengan penyebaran COVID-19 yang semakin luas di 
wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota …………..., bersama ini kami mohon 
Menteri Kesehatan dapat melakukan penetapan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ……………… 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan data dan 
dokumen pendukung mengenai: 
1. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu; 
2. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;  
3. Penyebaran kasus menurut waktu;  
4. Kejadian transmisi lokal; dan 
5. Kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup 

dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan 
operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.  

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri 
Kesehatan diucapkan terima kasih. 
 
 

Ketua Pelaksana Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) 

 
 
 
                      (Nama) 
 
 
Tembusan: 
Menteri Dalam Negeri 
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D. PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan selama 

masa inkubasi terpanjang (14 hari). Jika masih terdapat bukti penyebaran 

berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak 

ditemukannya kasus terakhir.  

1. Peliburan Sekolah  

a. Yang dimaksud dengan peliburan sekolah adalah penghentian 

proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan 

proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling 

efektif. 

b. Pembatasan kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan, 

penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya, dengan tetap 

dapat menjalankan proses pembelajaran melalui media yang 

paling efektif dengan mengutamakan upaya pencegahan 

penyebaran penyakit. 

c. Pengecualian peliburan sekolah bagi lembaga pendidikan, 

pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan 

kesehatan. 

2. Peliburan Tempat Kerja  

a. Yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah 

pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya 

dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga 

produktivitas/kinerja pekerja. 

b. Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau 

instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait 

pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan 

pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, 

perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan 

impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya sebagai 

berikut: 

1) Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan 

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan 

perusahaan publik tertentu seperti: 

a) Kantor Pemerintah terkait aspek pertahanan 

keamanan: 
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(1) Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

(2) Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(POLRI) 

b) Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan 

c) Utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, 

penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, 

telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan 

sanitasi) 

d) Pembangkit listrik dan unit transmisi 

e) Kantor pos 

f) Pemadam kebakaran 

g) Pusat informatika nasional 

h) Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara 

i) Bea Cukai di pelabuhan/ bandara/ perbatasan darat 

j) Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan 

k) Kantor pajak 

l) Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk 

manajemen bencana dan peringatan dini 

m) Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan 

dan memelihara kebun binatang, pembibitan, 

margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram 

tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang 

diperlukan. 

n) Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti 

asuhan/ panti jompo/ panti sosial lainnya. 

Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor tersebut di atas harus 

bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap 

mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit 

(pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di 

tempat kerja. 

2) Perusahaan komersial dan swasta: 

a) Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan 

barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang 

penting, yang mencakup makanan (antara lain: beras, 

kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang 

bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah-

buahan dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur 
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ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum 

dalam kemasan) termasuk warung makan/rumah 

makan/restoran, serta barang penting yang mencakup 

benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin 

untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, 

besi baja konstruksi, dan baja ringan. 

b) Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem 

pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian 

ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, call 

center perbankan dan operasi ATM. 

c) Media cetak dan elektronik. 

d) Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan 

layanan kabel. IT dan Layanan yang diaktifkan dengan 

IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin 

diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk 

mobilitas penyelenggara telekomunikasi, 

vendor/supplier telekomunikasi/IT, dan penyelenggara 

infrastruktur data. 

e) Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau 

barang pokok serta barang penting termasuk 

makanan, obat-obatan, peralatan medis. 

f) Pompa bensin, LPG, outlet ritel dan penyimpanan 

Minyak dan Gas Bumi. 

g) Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan 

distribusi. 

h) Layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan 

oleh Bursa Efek Jakarta. 

i) Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan 

roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya 

untuk mengangkut barang dan tidak untuk 

penumpang. 

j) Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (cold 

storage). 

k) Layanan keamanan pribadi. 

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah 

minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya 
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pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai 

penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja. 

3) Perusahaan industri dan kegiatan produksi: 

a) Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-

obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, 

perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan 

zat antaranya. 

b) Unit produksi, yang membutuhkan proses 

berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang 

diperlukan dari Kementerian Perindustrian. 

c) Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral 

dan kegiatan yang terkait dengan operasi 

penambangan. 

d) Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, 

obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan. 

e) Kegiatan pertanian bahan pokok dan holtikultura. 

f) Unit produksi barang ekspor. 

g) Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta 

produksi usaha mikro kecil menengah. 

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah 

minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya 

pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai 

penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja. 

4) Perusahaan logistik dan transportasi 

a) Perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang 

pangan atau barang pokok serta barang penting, 

barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan 

baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha 

mikro kecil menengah. 

b) Perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan 

penerbangan untuk angkutan barang. 

c) Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan 

penyelenggara pos. 

d) Perusahaan jasa pergudangan termasuk cold chain 

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah 

minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya 
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pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai 

penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja. 

3. Pembatasan Kegiatan Keagamaan 

a. Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan 

keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga 

terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. 

b. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.  

c. Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana huruf a 

dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan 

resmi yang diakui oleh pemerintah. 

d. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 

dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang 

dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan 

penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan). 

4. Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum  

Dalam bentuk pembatasan tempat atau fasilitas umum dengan 

memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, kecuali: 

a. Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan 

obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang 

kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, 

dan energi. 

b. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka 

pemenuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan semua 

instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, 

baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit 

transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan 

medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium 

penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan 

akan tetap berfungsi. Transportasi untuk semua tenaga medis, 

perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya 

tetap diizinkan untuk beroperasi. 

c. Hotel, tempat penginapan (homestay), pondokan dan motel, yang 

menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat 

COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut. 

d. Perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas 

karantina. 
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e. Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan. 

f. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan 

dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga. 

Pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan 

pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya 

Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk 

pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya 

serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui 

pemerintah dan peraturan perundang-undangan. 

Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, 

olah raga, hiburan, akademik, dan budaya. 

6. Pembatasan Moda Transportasi 

a. Transportasi yang mengangkut penumpang  

Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya 

(kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan 

jumlah penumpang. 

b. Transportasi yang mengangkut barang  

Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya 

tetap berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain: 

1) Angkutan truk barang utuk kebutuhan medis, kesehatan, 

dan sanitasi 

2) Angkutan barang untuk keperluan bahan pokok  

3) Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang 

seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu 

distribusi ke pasar dan supermarket 

4) Angkutan untuk pengedaran uang 

5) Angkutan BBM/BBG 

6) Angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan 

baku industri manufaktur dan assembling 

7) Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor 

8) Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi 

barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya) 

9) Angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan 

assembling 

10) Angkutan kapal penyeberangan   
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c. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan 

ketertiban, dan layanan darurat tetap berjalan. 

d. Operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, termasuk 

bandar udara dan pelabuhan laut TNI/POLRI, untuk pergerakan 

kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait 

tetap berjalan. 

7. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan 

keamanan  

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan 

keamanan dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi 

militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur 

pendukung dengan cakupan sebagai berikut: 

a. Kegiatan Operasi Militer: 

1) Kegiatan operasi militer perang dan kegiatan operasi militer 

selain perang.  

2) Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI untuk 

mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-

19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah 

provinsi/kabupaten/kota.  

3) Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam 

rangka menghadapi kondisi darurat negara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b. Kegiatan operasi POLRI: 

1) Kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan. 

2) Kegiatan kepolisian yang dilaksanakan unsur kepolisian 

untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat 

daerah provinsi/kabupaten/kota. 

3) Kegiatan rutin kepolisian untuk tetap terjaminnya 

keamanan dan ketertiban masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 



 -28- 

E. PENUTUP 

Pembatasan Sosial Berskala Besar akan berdampak pada 

pembatasan ruang gerak semua masyarakat di wilayah tersebut, sehingga 

penanggulangan COVID-19 dalam situasi kedaruratan kesehatan 

masyarakat dapat berjalan efektif. Dalam menjalankan respons 

kedaruratan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar tersebut tetap mengedepankan keselamatan dan 

kepentingan masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah. 

 

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

  ttd. 

 

TERAWAN AGUS PUTRANTO 





GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 

KEPUTUSAN KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 

NOMOR 	TAHUN 2020 

TENTANG 

URAIAN TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, SEKRETARIAT, DAN TATA KERJA 
PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

KETUA GUGUS TUGAS NASIONAL PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19, 

Menimbang 	a. 	bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) 
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 
perlu menetapkan Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 tentang Uraian Tugas, Struktur 
Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

Mengingat 1 	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

3. 	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4829): 

4 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 

2018 Nomor 34); 

5 	Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1); 



TUA GUGUS TUGAS 
CEPATAN P. NANGANAN COVID-19, 

6. 	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan 
Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1644); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	• ▪ KEPUTUSAN KEPUTUSAN KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN 
PENANGANAN COVID-19 TENTANG URAIAN TUGAS, STRUKTUR 
ORGANISASI, SEKRETARIAT, DAN TATA KERJA PELAKSANA 
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS 

DISEASE 2019 (COVID-19). 

KESATU 	• • Menetapkan Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata 
Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). 

KEDUA 	• • Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja 
Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum 
KESATU tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 	Maret 2020 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

2. Menteri Kesehatan; 

3. Menteri Dalam Negeri; 

4, Menteri Luar Negeri; 

5, Menteri Perhubungan; 

6. Menteri Komunikasi dan Informatika; 

7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 

8. Menteri Agama; 

9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

10. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

11. Tentara Nasional Indonesia; dan 

12. Kepala Kantor Staf Presiden. 



LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN KETUA GUGUS TUGAS 
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 
NOMOR (CI  TAHUN 2020 

URAIAN TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, SEKRETARIAT, DAN TATA KERJA 
PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS 

DISEASE 2019 (COVID-19) 

1. KETUA 	 : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

2. WAKIL KETUA 
a. Wakil Ketua 1 
	

: Asisten Operasi Panglima TNI 
b. Wakil Ketua 2 
	

: Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 

Tugas: 
a) menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan 

COVID-19; 
b) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan 

penanganan COVID-19; 
c) melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; 

d) mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan 
penanganan COVID-19; dan 

e) melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden 

dan Pengarah. 

3. SEKRETARIAT 
Sekretaris Utama, dibantu eselon II di lingkungan BNPB 

Tugas: 
a. melaksanakan administrasi surat menyurat; 

b. melaksanakan kegiatan protokoler; 

c. melaksanakan dukungan kesekretariatan; dan 

d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19. 

4. PERENCANAAN DAN ANALISIS SITUASI 

a. Deputi Bidang Sistem dan Strategi, BNPB; 

b. Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Wantanas; 

c. Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya 

Strategis, Kantor Staf Presiden; dan 

d. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, BIN. 

Tugas: 
a) melaksanakan pengumpulan data; 

b) melaksanakan analisa dan kajian; 
c) merumuskan policy brief bagi Ketua Pelaksana Gugus Tugas; 

d) menyusun Protokol Nasional pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; 

e) menyusun rencana pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; dan 

f) menyusun laporan capaian percepatan penanganan COVID-19. 
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5. KOMUNIKASI PUBLIK 
a. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi 

dan Informatika; 
b. Deputi Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi 	Kantor Staf 

Presiden; 
c, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB; 
d. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan; dan 
e. Staf Ahli Bid Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif. 

Tugas: 
a) melaksanakan komunikasi publik; 
b) agenda setting; 
c) menyusun strategi komunikasi; 
d) melaksanakan monitoring terhadap media pemberitaan; dan 
e) menjadi juru bicara Pelaksana Gugus Tugas. 

6. BIDANG OPERASI 
a, Direrktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan; 
b. Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat; 
c. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI; dan 
d. Deputi Bidang Penanganan Darurat, BNPB. 

Bidang Operasi, terdiri dari: 
1) Subbidang Pencegahan: 

a) Direktur Kesiapsiagaan BNPB; 
b) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, 

Kementerian Kesehatan; 
c) Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian 

Kesehatan; 
d) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia; 
e) lAl; 
f) PPNI; dan 
g) Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara dan Analis 

Kebijakan Kelembagaan Setjen Wantanas. 

2) Subbidang Penanganan: 
Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (didukung 
PERSI, ARSS1, ARSADA, PB IDI, PPNI, GAKESLAB). 

3) Subbidang Pemulihan dan Layanan Dasar: 
a) Direktur Pemulihan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB; 

b) Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 

Kementerian Dalam Negeri; 
c) Direktur Bencana Alam — Kementerian Sosial; 

d) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan - Kementerian Kesehatan; dan 

e) Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pembangunan Berkelanjutan — 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

4) Subbidang Pengamanan dan Penegakan Hukum: 

a) Waasops Kapolri; 

b) Waasops TNI; dan 
c) eselon II pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan. 

-2- 



Tugas: 
memberi dukungan dan pendampingan upaya percepatan pencegahan, 
penanganan dan pemulihan di daerah. 

7. BIDANG LOGISTIK 
a. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB; 
b. Asisten Logistik Panglima TNI; 

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan; 
d. Staf Khusus Menteri BUMN (Arya Sinulingga); 
e. Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi dan 

Kepala Bidang Kesehatan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. 

Bidang Logistik, terdiri atas: 
1) Subbidang Penyiapan Potensi Sumber Daya Nasional: 

a) Direktur Kesiapsiagaan BNPB, dan 
b) Waaster Panglima TNI. 

2) Subbidang Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan: 
a) Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian 

Kesehatan; 
b) Direktur Registrasi Obat, BPOM; dan 
c) Kagupus Puskesad. 

Tugas: 
a) memberi dukungan pengadaan logistik dan peralatan darurat di daerah; 
b) inventarisasi, standarisasi, mobilisasi, pengerahai sumber daya nasional; dan 

c) memberi dukungan penyediaan logistik dan peralatan darurat di daerah. 

8. BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 
a. Kepala Biro Perencanaan BNPB; dan 
b. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. 

Bidang Administrasi dan Keuangan, terdiri atas: 
1) Subbidang Administrasi: Kepala Bagian Tata Usaha BNPB 

2) Subbidang Keuangan: Kepala Bagian Perbendaharaan BNPB 

Tugas: 
a) melaksanakan upaya administrasi dan keuangan; 

b) melaksanakan tata usaha administrasi; 

c) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; dan 

d) menentukan sumber pendanaan. 

9. B1DANG AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN 
a. Inspektur Utama BNPB; 
b. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan; 

c. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Hukum dan 
Keamanan dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pengawasan 

Keuangan Pembangunan. 

Tugas: 
melakukan pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan kinerja pelaksanaan 

kegiatan gugus tugas Covid -19 
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10. BIDANG PENGENDALIAN OPERASI 
a, Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB; 
b. Kepala Pusat Pengendalian Operasi TNI; 
c. Kepala Pusat Pengendalian Operasi POLRI; dan 
d, Kepala Pusat Krisis, Kementerian Kesehatan. 

Tugas: 
a) melakukan pengumpulan dan pengelolaan data (data base); 
b) melaksanakan pengembangan sistem informasi; 
c) membentuk jaringan komunikasi /perhubungan; 
d) memberikan dukungan teknologi; dan 
e) melaksanakan pelaporan bidang pengendalian operasi. 

KETUA GUGUS TUGAS 
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19, 
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KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR HK.01.07/MENKES/169/2020 

TENTANG 

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN  

PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  : a. bahwa penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat 

berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan 

masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya 

menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian 

ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan 

antisipasi untuk menanganinya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien 

Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, perlu menetapkan 

Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah 

Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi 

Emerging Tertentu; 

 

Mengingat      : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 

Nomor 20, Tambahan Lemabaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3237); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5063); 
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3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);   

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Tahun 2018   Nomor 128,   Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1991  Nomor  49, 

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 

Nomor 3447); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian 

Luar Biasa; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1501/Menkes/Per/X/2010   tentang   Jenis   Penyakit 

Menular  Tertentu  yang  dapat  Menimbulkan  Wabah dan 

Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 503); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014  

tentang   Penanggulangan   Penyakit   Menular (Berita  

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 
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10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 

tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging 

Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1968); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN 

PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING 

TERTENTU. 

 

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit 

Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Menteri ini. 

KEDUA : Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi 

Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU bertugas: 

a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang 

berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging 

Tertentu; 

b. memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan 

spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar; 

c. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan 

dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang 

berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging 

Tertentu; dan 

d. melakukan pencatatan dan pelaporan. 
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KETIGA : Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi 

Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien 

penyakit infeksi emerging tertentu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEDUA, rumah sakit rujukan penanggulangan 

penyakit infeksi emerging menyampaikan laporan secara 

berkala atau setiap ditemukan kasus suspek penyakit infeksi 

emerging tertentu kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur 

Jenderal Pelayanan Kesehatan.  

KELIMA :  Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 414/Menkes/SK/IV/2007 tentang 

Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Flu Burung 

(Avian Influenza), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 Ditetapkan  di Jakarta  

 pada tanggal 10 Maret 2020  

  

 MENTERI KESEHATAN  

 REPUBLIK INDONESIA,  

 

 ttd. 

  

 TERAWAN AGUS PUTRANTO 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR HK.01.07/MENKES/       /2020 

TENTANG RUMAH SAKIT RUJUKAN 

PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI 

EMERGING TERTENTU  

 

RUMAH SAKIT RUJUKAN 

PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU 

 

NO. PROVINSI RUMAH SAKIT ALAMAT 
1 Aceh  1 RSUD Dr. Zainoel 

Abidin 
Jl. Tgk Daud Beureueh, No. 108 B. 
Aceh 
Telepon: (0651 -34562) 
Fax: (0651-34566) 
Email: rsuda@acehprov.go.id 

2 RSUD Cut Meutia 
Kab. Aceh Utara 

Jl. Banda Aceh-Medan Km. 6 Buket 
Rata Lhokseumawe NAD 
Telepon: (0645-46334) 
Fax: (0645-46222) 
Email: rscm2016@gmail.com 

2 Sumatera 
Utara 

3 RSUP H. Adam 
Malik 

Jl. Bunga Lau No. 17, Medan 
Telepon: (061-8360051) 
Fax: (061-8360255) 
Email: admin@rsham.co.id 

4 RSUD Kabanjahe Jl Kapten Selamat Ketaren No. 08 
Kabanjahe 
Telepon: (0628-20012) 
Fax: (0628-20012) 
Email: rsu_kabanjahe@yahoo.com 

5 RSUD Dr. 
Djasamen Saragih 

Jl. Sutomo No. 230, Pematang Siantar 
Telepon: (0622-22959) 

6 RSUD Tarutung Jl. Agus Salim No. 1 Tarutung Kab 
Tapanuli Utara 
Telepon: (0633-21303, 20450) 
Email: bludrsudtarutung@gmail.com  

7 RSUD Kota Padang 
Sidimpuan  

Jl. Dr. Ferdinan Lumban Tobing No. 
10, Padangsidimpuan 
Telepon: (0634-21780) 
Fax: ( 0634-21251) 
Email: 
rsud_padangsidimpuan@yahoo.com 

3 Sumatera 
Barat 

8 RSUP dr. M. 
Djamil  

Jl. Perintis Kemerdekaan Padang 
Telepon: (0751-32371) 
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NO. PROVINSI RUMAH SAKIT ALAMAT 
Fax: (0751-32371) 
Email: rsuddjamil@yahoo.com 

9 RSUD Dr. Achmad 
Mochtar 

Jl. Dr. A.Rivai Bukittinggi 
Telepon: (0752-21720) 
Fax: (0752-21321) 
Email: rsam@sumbaprov.go.id 

4 Riau 10 RSUD Arifin 
Achmad  

Jl. Diponegoro No. 2, Pekanbaru 
Telepon: (0761-23418, 21618, 21657) 
Fax: (0761-20253) 
Email: hhkrsudaa@yahoo.com 

11 RSUD Kota Dumai Jl. Tanjung Jati No. 4, Dumai. 
Telepon: (0765-440992) 
Email: rsudpelayanan@yahoo.co.id 

12 RSUD Puri Husada 
Tembilahan  

Jl. Veteran No. 52 Tembilahan 
Telepon: (0768-24563) 
Fax: (0768-22121) 
Email: puri_husada@yahoo.com 

5 Kepulauan 
Riau 

13 RSUD Embung 
Fatimah 

Jl. R. Soeprapto. Blok D 1 - 9 Batu Aji 
Kota Batam  
Telepon: (0778-364446) 
Fax: (0778-361363) 
Email: rsud_batam@yahoo.co.id 

14 RSBP Batam Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.1,  
Sekupang,Batam 
Telepon: (0778-322046, 322121) 
Fax: (0778-322165, 324391) 
Email: rsbp.official@gmail.com 

15 RSUD Muhammad 
Sani (Kab. 
Karimun) 

Jl. Soekarno - Hatta No. 1 Tanjung 
Balai Karimun 
Telepon: (0777-327808) 
Fax: (0777-327818) 
Email: karimunhospital@yahoo.com 

16 RSUD Provinsi 
Kepulauan Riau 
Tanjungpinang 

JL. W.R Supratman No. 100 Km. 8 
Tanjungpinang Kepulauan Riau 
Telepon: (0771-7335203) 
Fax: (0771-7335203) 
Email: 
rsudkepritanjungpinang@yahoo.co.id 

6 Jambi 17 RSUD Raden 
Mattaher Jambi 

Jl. Letjend Suprapto No. 31 
Telanaipura,Jambi 36122  
Telepon: (0741-61692, 61694, 63394, 
62364) 
Fax: (0741-60014) 
Email: 
rsudradenmattaherprovjambi@gmail.c
oms 

7 Sumatera  
Selatan  

18 RSUP Dr. 
Mohammad Hoesin 

Jl. Jendral Sudirman Km. 3,5 
Palembang 
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NO. PROVINSI RUMAH SAKIT ALAMAT 
Palembang Telepon: (0711-354088) 

No Tlp IGD: (0711-315444) 
Fax: (0711-351318) 
Email: rsmhplg@yahoo.com 

19 RS Dr. Rivai 
Abdullah  

Jl. Sungai Kundur Kelurahan 
Mariana Kec. Banyuasin I  
Telepon: (0711-7537201) 
Fax: (0711-7537204) 
Email: rsdr_rivaiabdullah@yahoo.co.id 

20 RSUD  Lahat Jl. Mayjend Harun Sohar II No.28 
Lahat 
Telepon: (0731-323080) 
Fax: (0731-321785) 
Email: rsud_lahat@yahoo.co.id 

21 RSUD Siti Fatimah 
Provinsi Sumatera  
Selatan 

Jl. Kol. H. Burlian Km 6 Kel. 
Sukabangun Kec. Sukarami, 
Palembang 30151  
Telepon: (0711-5178883, 5718889) 
Fax: (0711-7421333) 
Email: rsudprovsumsel@gmail.com 

22 RSUD Kayuagung Jln. Letjen Yusuf Singadekane Kel. 
Jua-jua Kec. Kayuagung Kab. Ogan 
Komering Ilir  
Telepon: (0712-323889) 
Email: rsud_kya@yahoo.com 

8 Bangka 
Belitung 

23 RSUD Dr. H. 
Marsidi Judono 

Jl. Jend. Sudirman Aik Rayak Km. 
5,5 Tanjungpandan Kab.Belitung 
Telepon: (0719-22190) 
Email: rsudbelitung@yahoo.com 

24 RSUD Depati 
Hamzah 

Jl. Soekarno Hatta, Kel. Bukit Besar 
Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang 
Telepon: (0717-438660) 
Email: 
depatihamzah_rsud@yahoo.co.id 

9 Bengkulu 25 RSUD Dr. M. 
Yunus Bengkulu 

Jl. Bhayangkara Kel. Sidomulyo Kec. 
Gading Cempaka Kota Bengkulu 
38229 
Telepon: (0736-52004),(0736-5111) 
Fax: (0736-52007) 
Email: rsudmyunus@gmail.com 

26 RSUD Arga 
Makmur 

Jl. Siti Khadijah No. 08 Arga Makmur 
Kabupaten Bengkulu Utara 
Telepon: (0737-521118) 
Email: perenc.rs@gmail.com 

27 RSUD Hasanuddin 
Damrah Manna 

Jl. Raya Padang Panjang Manna 
Kabupaten Bengkulu Selatan 
Telepon: (085381637684) 
Email: rsudmanna@gmail.com 
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NO. PROVINSI RUMAH SAKIT ALAMAT 
10 Lampung 28 RSUD Dr. H. Abdul 

Moeloek Provinsi 
Lampung 

Jl. Dr. Rivai 06 Bandar Lampung 
35112 
Telepon: (0721-703312, 702455) 
Email: pelayanan.rsudam@gmail.com, 
humasrsudam23@gmail.com 

29 RSUD Dr. H. Bob 
Bazar,SKM 

Jl. Lettu Rohani 14 B, Kalianda, Kab. 
Lampung Selatan 
Telepon: (0727-322159) 
Email: rsud.kalianda@yahoo.com 

30 RSUD Jend. 
Ahmad Yani Metro 

Jl. Jend. A.Yani No. 13 Kota Metro 
Lampung 
Telepon: (0725-41820) 
Fax: (0725-48423) 
Email: rsudayanimetro@ymail.com 

31 RSD May Jend HM 
Ryacudu 

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Kotabumi 
Lampung Utara 34511 
Telepon (0724-22095) 
Fax: (0724-22095) 
Email: 
rumahsakit_ryacudu@yahoo.com 

11 DKI Jakarta 32 RSPI Sulianti 
Saroso 

Jl. Baru Sunter Permai Raya Jakarta 
Utara 
Telepon: (021-6506559) 
Fax: (021-6401411) 
Email: info@rspisuliantisaroso.com 

33 RSUP 
Persahabatan  

Jl. Persahabatan Raya No. 1, Jaktim 
Telepon: (021) 4891708 
Fax: (021) 4711222 
Email: info@rsuppersahabatan.co.id 

34 RSUP Fatmawati  Jl. RS Fatmawati Cilandak, Jaksel 
Telepon: (021-7501524) 
Fax: (021-7690123) 
Email: rsupf@fatmawatihospital.com 

35 RSPAD Gatot 
Soebroto 

Jl. Dr. Abdul  Rahman Saleh No. 24 
Kel. Senen, Kec. Senen  Jakarta Pusat 
Telepon: (021-3440693) 
Fax: (021-3440693) 
Email: 
presidentialhospital@rspadgs.net 

36 RSUD Cengkareng Jl. Kamal Raya Bumi Cengkareng 
Indah Cengkareng Timur 
Telepon: (021) 54372874 
Fax: (021) 5442693 
Email: rscengkareng@jakarta.go.id 

37 RSUD Pasar 
Minggu 

JL. TB. Simatupang No. 1 
Kel.Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 
Selatan 
Telepon: (021-29059999) 
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NO. PROVINSI RUMAH SAKIT ALAMAT 
Fax: (021-29407035) 
Email: rsud.pasarminggu@yahoo.com 

38 RS Umum 
Bhayangkara Tk. I 
R.Said Sukanto 

Jl. Raya Bogor Kramat Jati, Jakarta 
Timur 
Telepon: (021-8093288) 
Fax: (021-8094005) 
Email: subbagren.tk1@gmail.com 

39 RSAL Mintoharjo Jl. Bendungan Hilir 17 Jakpus 
Telepon: (215703081) 
Fax: (021-5711997) 
Email: set.rsmth@yahoo.com 

12 Jawa Barat  40 RSUP Dr. Hasan 
Sadikin Bandung 

Jl. Pasteur No. 38 Bandung 40161 
Telepon: (022-2034953-55) 
Fax: (022-2032216) 
Email: rsup@rshs.web.id  

41 RS Paru Dr. H. A. 
Rotinsulu 

Jl. Bukit Jarian No. 40 Bandung 
Telepon: (022-3034446) 
Fax: - 
Email: rsp_bandung@yahoo.co.id 

42 RS Paru Dr. M. 
Goenawan 
Partowidigdo  

Jl. Raya Puncak KM. 83, Po Box 28 
Cisarua Bogor 
Telepon: (0251-8253630) 
Fax: (0251-8257662) 
Email: info@rspg-cisarua.co.id 

43 RSUD Dr. Slamet 
Garut 

Jl. Rumah Sakit No.12 Kec. Tarogong 
Kidul Kab. Garut 44151 
Telepon: (0262-232720) 
Fax: (0262-541327) 

44 RSUD R. 
Syamsudin, SH 
Kota Sukabumi  

Jl. Rumah Sakit No. 1 Kota Sukabumi 
Telepon: (0266-225180, 225181) 
Fax: (0266-212988) 
Email: rsud@sukabumikota.go.id 

45 RSUD Kabupaten 
Indramayu 

Jl. Murah Nara No. 7 Sindang 
Indramayu 
Telepon: (0234-272655) 
Fax: (0234-275330) 
Email: 
rsudkabindramayu@yahoo.co.id 

46 RSD Gunung Jati 
Kota Cirebon 

Jl. Kesambi No. 56 Kota Cirebon 
45134 
Telepon: (0231-206330) 
Fax: (0231-203336) 
Email: 
rsudgunugjaticirebon@gmail.com  

47 Rumkit Tk. II 
03.05.01 Dustira 

Jl. Dustira No. 1 Kota Cimahi, Jawa 
Barat  
Telepon: (022-6652207) 
Fax: (022-6552170)                                                                                     
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NO. PROVINSI RUMAH SAKIT ALAMAT 
Email: rsdustira@yahoo.com 

13 Banten 48 RSU Kabupaten 
Tangerang 

Jl. A Yani No. 9 Tangerang, Kota 
Tangerang 15111 
Telepon: (021-5512946, 5513709, 
5523507) 
Email: 
rsukabupatentangerang@gmail.com 

49 RSUD Dr. Drajat 
Prawiranegara 

Jl. Rumah Sakit No. 1 Serang 
Telepon: (200528) 
Fax: (200787 ) 
Email: rsud.serang@yahoo.com 

14 Jawa Tengah 50 RSUP dr. Kariadi Jl. Dr. Soetomo No.16, Semarang 
502441 
Telepon: (024-8413476) 
Fax: (024-8318617) 
Email: info@rskariadi.co.id 

51 RSUP dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten 

Jl. KRT. Dr. Soeradji Tirtonegoro No.1, 
Klaten, Jawa Tengah 
Telepon: (0272-321020) 
Fax: (0272-321104) 
Email: 
rsupsoeradji_klaten@yahoo.com 

52 RS Paru Dr. Ario 
Wirawan  

Jl. Hasanudin No. 806, Salatiga 
Telepon: (0298-326130) 
Fax: (0298-322703 ) 
Email: rspariowirawan@gmail.com  

53 RSUD Kraton Kab. 
Pekalongan 

Jl. Veteran No. 31, Pekalongan, 51117 
Telepon: (0285-423225, 423523) 
Fax: (0285-423225) 
Email: 
rsud_keraton@pekalongankab.go.id 
rsudkraton@yahoo.co.id 

54 RSUD Dr Soeselo 
Slawi Kab. Tegal 

Jl. Dr. Sutomo No. 63 Slawi, Kab. 
Tegal, 52419 
Telepon: (0283-491016) 
Fax: (0283-401016-183) 
Email: kontak@rsudsoesole.com 

55 RSUD  Dr. H. 
Soewondo Kendal 

Jl. Laut No. 21, Kendal 
Telepon: (0294-381433) 
Fax: (0294-381573) 
Email: rsudsoewondokdl@gmail.com, 
simrskendal@yahoo.co.id  

56 RSUD Tidar Kota 
Magelang 

Jl. Tidar No. 30 A, Kota Magelang, 
Jawa Tengah 
Telepon: (0293-362260, 362463) 
Fax: (0293-3868354) 
Email: rsudtidar@yahoo.co.id  

57 RSUD dr.Moewardi Jl. Kol Sutarto 132, Jebres Surakarta 
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NO. PROVINSI RUMAH SAKIT ALAMAT 
57126 
Telepon: (0271-637415) 
Fax: (0271-637412) 
Email: rsmoewardi@jatengprov.go.id 

58 RSUD Banyumas Jl. Rumah Sakit No. 1 Banyumas 
Telepon: (0281-796031) 
Fax: (0281-796182) 
Email: 
rsudbanyumas@banyumaskab.go.id 

59 RSUD Dr. 
Loekmonohadi 
Kudus 

Jl. Dr. Lukmonohadi No.19, Kudus 
Telepon: (0291-444001) 
Fax: (0291-438195) 
Email: 
rsuddrloekmonohadi@kuduskab.go. 
id 

60 RSUD Prof. Dr. 
Margono Soekarjo 

Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto 
Telepon: (0281-632708) 
Fax: (0281-631015) 
Email: rsmargono@jatengprov.go.id 

61 RSUD K.R.M.T 
Wongsonegoro 
Kota Semarang  

Jl. Fatmawati No. 1 Semarang 50272 
Telp: (024) 6711500 
Fax: (024) 6717755 
Email: rsud@semarangkota.go.id 

62 RSUD Kardinah  Jl. KS Tubun No. 2, Kota Tegal, 52124 
Telepon: (0283-350377, 350477) 
Fax: (0283-353131) 
Email: rsukardinahtegal@gmail.com 

15 Yogyakarta 63 RSUP dr. Sardjito Jl. Kesehatan No. 1 Sekip Sinduadi 
Mlati sleman Yogyakarta 55284 
Telepon: (0274-631190, 587333) 
Fax: (0274-565639) 
Email: admin@sardjitohospital.co.id 

64 RSUD 
Panembahan 
Senopati  

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Bantul,DIY 
Telepon: (0274-367381, 
367386,367508) 
Fax: (0274-367506) 
Email: rsud@bantulkab.go.id 

65 RSUD Kota 
Yogyakarta  

Jl. Wirosaban No. 1 Yogyakarta, DIY 
55162 
Telepon: (0274-371195, 386691, 
386692) 
Fax: (0274-385769) 
Email: rsud@jogjakota.go.id  

66 RSUD Wates Jl. Tentara Pelajar Km. 1 No. 5 
Wates Kulon Progo, DIY 
Telepon: (0274-773169) 
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NO. PROVINSI RUMAH SAKIT ALAMAT 
Fax: (0274-773092) 
Email: rsud@kulonprogokab.go.id 

16 Jawa Timur 67 RSD Dr. Soebandi  Jl. Dr. Soebandi No. 124 Kel Patrang 
Kab. Jember Jawa Timur 68111 
Telepon: (0331-487441) 
Fax: (0331-487564) 
Email: rssoebandi.ren@gmail.com  

68 RSUD Kabupaten 
Kediri  

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 1 
Pare, Kediri 
Telepon: (0354-391718) 
Email: 
rsud.kabupatenkediri@gmail.com 

69 RSUD Dr. 
Soetomo 

Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 
6 - 8 Surabaya, Jawa Timur 
Telepon: (031-5501001) 
Tlp. IGD: (031-5501239) 
Fax: (031-55022068) 
Email: 
kontak@rsudrsoetomo.jatimprov.go. 
id 

70 RSUD Dr. 
Soedono Madiun 

Jl. Dr. Soetomo 59, Madiun 
Telepon: (0351-464325, 464326, 
454567) 
Fax: (0351-458054) 
Email: rsu_soedonomdn@gmail.com 

71 RSUD Dr. Saiful 
Anwar 

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2 
Malang 
Telepon: (0341-362101) 
Fax: (0341-369384) 
Email: staf-rsu-
drsaifulanwar@jatimprov.go.id 
yanmedrssa@gamil.com 

72 RSUD dr. R. 
Koesma  

Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 
800, Kab Tuban, Jawa Timur 
Telepon: (0356-
321010,325696,323266) 
Fax: (0356-322569) 
Email: rsudkoesma@gmail.com 

73 RSUD 
Blambangan 

Jl. Letkol Istiqlah No. 49 
Banyuwangi, Jawa Timur 
Telepon: (0333-421118, 421071,) 
Fax: (0333-421072) 
Email: 
rsudblambangan.bwi@gmail.com  

74 RSUD Dr R. 
Sosodoro 

Jl. Veteran No. 36, Bojonegoro 
Telepon: (0353-3412133) 
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NO. PROVINSI RUMAH SAKIT ALAMAT 
Djatikoesoemo 
Bojonegoro 

Fax: (0353-3412133) 
Email: rsudsosdor@yahoo.co.id 

75 RSUD Dr. Iskak 
Kab. Tulungagung 

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 
Tulungagung 
Telepon: (0355-322609) 
Fax: (0355-322165) 
Email: rsu_iskak_ta@yahoo.com 

  76 RSUD Sidoarjo Jl. Mojopahit No. 667, Sidowayah, 
Celep, Kec. Sidoarjo, Kabupaten 
Sidoarjo, Jawa Timur 61215  
Telepon: (031-8961649) 
Fax: (031-8943237) 
Email: rsudsda@yahoo.co.id 

  77 RS Universitas 
Airlangga 

Kampus C Universitas Airlangga, 
Mulyorejo, Surabaya 60115 
Telepon: (031-5916290, 5916287, 
58208280) 
Fax: (031-5916291) 
Email: sekretariat@rsua.unair.ac.id 

17 Bali 78 RSUP Sanglah 
Denpasar 

Jl. Diponegoro Denpasar, 80114 
Telepon: (0361-227911-15) 
Fax: (0361-224206) 
Email: info@sanglahhospitalbali.com  

79 RSUD Sanjiwani 
Gianyar 

Jl. Ciung Wenara No. 2 Gianyar 
80511 
Telepon: (0361-943049) 
Fax: (0361-943049) 
Email: sanjiwanigianyar@yahoo.com 

80 BRSU Tabanan 
Bali 

Jl. Pahlawan No. 14 Tabanan Bali 
Telepon: (0361-811027, 819810, 
811202) 
Fax: (0361-811202) 
Email: diklat_brsu@yahoo.com 

81 RSUD Kab. 
Buleleng 

Jl. Ngurah Rai 30 Singaraja 
Telepon: (0362-22046, 3307744) 
Email: rsud_buleleng@yahoo.com 

18 Nusa 
Tenggara 

Barat 

82 RSUD Provinsi 
NTB 

Jl. Prabu Rangkasari Dasan Cermen 
Telepon: (0370-7502424) 
Tlp. IGD: (0370-7504288) 
Fax: (0370-621345) 
Email: rsud@ntbprov.go.id 

83 RSU Bima  Jl. Langsat No. 1, Rabangodu Sel, 
Raba, Bima, Nusa Tenggara Barat 
84115 
Telepon: (0374-43142) 
Email: rsudbima@ymail.com 
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84 RSUD Dr. R. 

Soedjono Selong 
Jl. Prof M Yamin, SH. No. 55 Selong 
Telepon IGD: (01-123-223-4567) 
Email: simr.rsudselong@gmail.com 

85 RS H. L. 
Manambai 
Abdulkadir 

Jl. Lintas Sumbawa-Bima Km. 5 
Sumbawa Besar 
Telepon: (0371- 2628078) 
Fax: (0371- 2628099) 
Email: 
rsudp_disumbawa@yahoo.com 

19 Nusa 
Tenggara 

Timur 

86 RSU Prof. Dr. W.Z  
Johanes 

Jl. Dr. Moch Hatta No. 19 Kupang 
Telepon: (0380-833614 ) 
Fax: (0380-832892 ) 
Email: rsd_kotakupang@yahoo.com 

87 RSUD Dr. Tc 
Hillers 

Jl. Wairklau, Maumere, Kabupaten 
Sikka, NTT 86113 
Telepon: (081261153944) 
Email: info@rsudtchillers.id 

88 RSUD Komodo 
Labuan Bajo 

Jln. Raya Labuan Bajo, Desa Golo 
Bilas, Kecamatan Komodo, 
Kabupaten Manggarai Barat, NTT 
86554 
Telepon: (081337055250) 
Email: rsudkomodo@yahoo.com 

20 Kalimantan 
Barat 

89 RSUD Dr. 
Soedarso 
Pontianak 

Jl. dr. Soedarso No. 1 Pontianak 
Telepon: (0561-737701) 
Fax: (0561-73207736528) 
Email: tu.rsdrsoedarso@gmail.com 

90 RSUD Dr. Abdul 
Azis Singkawang 

Jl. Dr. Soetomo No. 28, Pasiran- 
Singkawang 
Telepon: (0562-631798) 
Fax: (0562-636319) 
Email: rsudaa@yahoo.com 

91 RSUD Ade 
Mohammad Djoen 
Sintang 

Jl. YC Oevang Oeray No. 1 Sintang 
kota 
Telepon: (0565-21002)CP: 
081345435555 
Email: rsudsintang@gmail.com 

92 RSUD Dr. 
Agoesdjam 
Ketapang 

Jl. D.I Panjaitan No. 51 Kel. Sampit 
Kec. Delta Pawan Ketapang, 78851 
Telepon: (0534-3037239) 
Email: 
rsudagoesdjamktp@gmail.com 

21 Kalimantan 
Tengah  

93 RSUD Dr. Doris 
Sylvanus   

Jl. Tambun Bungai No. 4 
Palangkaraya Kalimantan 
Tengah,73111 
Telepon: (0536-3224695),(0536-
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3224695) 
Fax: (0536-3229194) 
Email: 
rsud.dorissylvanus@gmail.com 

94 RSUD Dr Murjani 
Sampit 

Jl. H M Arsyad No. 65 Sampit 74321 
Telepon: (0531-21010) 
Fax: (0531-21782) 
Email: rsdmsampit@yahoo.com 

95 RSUD Sultan 
Imanuddin 
Pangkalan Bun  

Jl. Sutan Syahrir 17 Pangkalan Bun 
Telepon: (0532-21404) 
Fax: (0532-23580) 
Email: rsudpbun@gmail.com  

22 Kalimantan 
Selatan 

96 RSUD Ulin 
Banjarmasin 

Jl. Jend A Yani KM 2,5 Banjarmasin 
Kalimantan Selatan 
Telepon: (0511-3252180) 
Fax: (0511-3252229) 
Email: 
humasrsudulinbanjarmasin@gmail. 
com 

97 RSUD H. Boejasin 
Pelaihari 

Jl. Hadji Boejasin No. 68A, Angsau 
Kab. Tanah Laut 
Telepon: (0512-21083) 
Tlp.IGD: (051222009) 
Fax: (0512-21082) 
Email: rsud_hadjiboejasin@yahoo. 
co.id 

23 Kalimantan 
Timur 

98 RSUD Panglima 
Sebaya 

Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Tanah 
Grogot, Kab.Paser 
Telepon: (0543-24563) 
Fax: (0543-23294) 
Email: 
rsudpanglimasebaya@yahoo.co.id 

99 RSU Taman 
Husada Bontang 

Jl. S. Parman No. 01, Kel Belimbing, 
Bontang 75331 
Telepon: (0548-22111) 
Tlp.IGD: (0548-23000) 
Fax (0548-29111) 
Email: rsudbontang@yahoo.co.id 

100 RSUD Dr. 
Kanujoso 
Djatiwibowo  

Jl. M.T. Haryono Ring Road 
Balikpapan No. 656 
Telepon: (0542-873901, 887955, 
887966) 
Fax: (0542-873836) 
Email: rskd@kaltimprov.go.id, 
humas.rskd@gmail.com 

101 RSUD Abdul Jl. Palang Merah Indonesia No. 1 
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NO. PROVINSI RUMAH SAKIT ALAMAT 
Wahab Sjahranie Samarinda, Kaltim 75123  

Telepon: (0541-738118 ) 
Fax: (0541-741793 ) 
Email: unithumas@rsudaws.co.id 
pengaduan@rsudaws.co.id 

102 RSUD Aji 
Muhammad 
Parikesit 

Jl. Ratu Agung No. 1 Tenggarong 
Seberang Kutai Kertanegara 75572 
Telepon: (0541-661015) 
Fax: (0541-661013 ) 
Email: rsudamparikesit@yahoo.com 

24 Kalimantan 
Utara 

103 RSUD Tanjung 
Selor  

Jl. Cendrawasih Kel Tanjung Selor 
Hilir, Kec Tanjung Selor Kab 
Bulungan 
Telepon: (0552-21118) 
Fax: (0552-22667) 
Email: 
bludrsdtanjungselor@gmail.com 

104 RSUD Tarakan Jl. Pulau Irian No.1, Kp. Satu Skip, 
Tarakan Tengah, Kota Tarakan 
Provinsi Kalimantan 
Telepon: (0551-21166) 
Fax: (0551-21720) 
Email: 
rsudtarakan.kaltara@gmail.com 

25 Sulawesi 
Utara 

105 RSUP Prof. Dr. R. 
D Kandou 

Jl. Raya Tanawangko No. 56, 
Manado 
Telepon: (0431-8383058) 
Fax: (0431-838204) 
Email: public@rsupkandou.com 
info@rsupkandou.com 

106 RSU Ratatotok - 
Buyat  

Jl. J.W. Lasut Ratatotok II 
Kecamatan Ratatotok 
Telepon: (0431-3177610) 
Fax: (0431-3177610) 
Email: rsupratatotokb@yahoo.co.id 

107 RSUD Dr. Sam 
Ratulangi 

Jl. Suprapto Luaan Tondano Timur 
Telepon: (0431-321171) 
Fax: (0431-321172) 
Email: 
rsudsamratulangi@yahoo.co.id 

108 RSUD Kota 
Kotamobagu  

Kelurahan Pobundayan Kecamatan 
Kotamobagu Selatan  
Telepon: (0434-822816) 
Fax: (0434-822354) 
Email: rsud@kotamobagukota.go.id 

26 Gorontalo 109 RSUD Prof. Dr. H. 
Aloei Saboe 

Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota 
Gorontalo 
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NO. PROVINSI RUMAH SAKIT ALAMAT 
Telepon: (08124315555) 
No Tlp IGD: 085298208997 
Email: rsudaloeisaboe@gmail.com 

27 Sulawesi 
Barat 

110 RSUD Provinsi 
Sulawesi Barat 

Jl. RE Martadinata, Simboro, Kec. 
Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten 
Mamuju, Sulawesi Barat 91512 
Telepon: (0426-2703260/04) 
Email: 
rsud.provinsi.sulbar@gmail.com 

28 Sulawesi 
Tengah 

111 RSUD Undata 
Palu 

Jl. R. E. Martadinata, Tondo 
Kecamatan Mantikulore 94119 
Telepon: (0451-4908020) 
Fax: (0451-421370) 
Email: rsundata@yahoo.com 

112 RSUD Kab. 
Banggai Luwuk 

Jl. Imam Bonjol KM 3 No. 14 Luwuk 
Telepon: (0461-21820) 
Fax: (0461-21820) 
Email: rsud.luwuk@gmail.com 

113 RSU Mokopido 
Toli-Toli 

Jl. Lanoni No.37 Kel Baru Kec 
Baolan kab Toli-Toli, Sulteng 
Telepon: (0453-21301) 
Fax: (0453-21301) 
Email: mokopido@gmail.com 

114 RSUD Kolonedale Jl. W Monginsidi 2 Kolonedale 
Telepon: (0465-21010) 
Fax: (0465-21010) 
Email: rsudkolonodale@gmail.com 

115 RSU Anutapura 
Palu 

Jl. Kangkung No. 1 Palu 
Telepon: (0451-460570) 
Fax: (0451-461567) 
Email: 
rsu_anutapurapalu@yahoo.com 

29 Sulawesi 
Selatan 

116 RSUP dr. Wahidin 
Sudirohusodo 

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.11 
Makasar 
Telepon: ((0411) 584677) 
Fax: ((0411) 587676 ) 
Email: tu@rsupwahidin.com, 
humas@rsupwahidin.com 

117 RS Dr. Tadjuddin 
Chalid, MPH  

Jl. Paccerakkang No.67/Pajjaiang 
Daya Makassar 
Telepon: (0411-512902) 
Fax: (0411-511011) 
Email: 
rsk.tadjuddinchalid_makassar 
@yahoo.co.id 

118 RSU Lakipadada Jl. Pongtiku Mandetek Tana Toraja 
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NO. PROVINSI RUMAH SAKIT ALAMAT 
Toraja Telepon: (0423-22264) 

Fax: (0423-22881) 
Email: lakipadadarsud@gmail.com 

119 RSUD Kab.  Sinjai Jl. Jend Sudirman No. 47 Sinjai, 
Sulawesi Selatan 
Telepon: (0482-21132) 
Fax: (0482-21133) 
Email: rsudsinjai@gmail.com 

120 RSUD Labuang 
Baji 

Jl. Dr. Ratulangi No.81 Makassar 
Telepon: (0411-872120) 
Fax: (0411-830454) 
Email: 
rsulabuangbaji.perencanaan@gmail.
com 

121 RS Tk.II 
Pelamonia 

Jl. Jend Sudirman No. 27, Makassar 
Telepon: ((0411) 7402332) 
Fax: ((0411) 3623434) 
Email: rsadpelamonia@gmail.com 

122 RSU Andi 
Makkasau 
Parepare 

Jl. Nurussamawati No.9 Kota 
Parepare 
Telepon: (0421-21823) 
Fax: (0421-27643) 
Email: 
rsudandimakkasau@gmail.com 

30 Sulawesi 
Tenggara 

123 RS Bahtera Mas  
Provinsi Sultra 
(RS Kendari) 

Jl. Kapten Piere Tendean No 50 Kec 
Baruga  
Telepon: (0401-3195611) 
Fax: (0401-321432 ) 
Email: admin@rsud-
bahteramas.go.id 

31 Maluku 124 RSU Dr. M. 
Haulussy Ambon 

Jl. dr. Kayadoe Ambon 
Telepon: (0911 - 344871) 
Fax: (0911 - 353595) 
Email: 
rsud_haulussy@malukuprov.go.id 

125 RSUP dr J. 
Leimena 

Desa Rumah 3 Kec. Teluk Ambon 

  126 RSUD Dr. P. P. 
Magretti Saumlaki 

Jl. Ir. Soekarno - Poros Utama, 
Saumlaki, Tanimbar Sel 
Telepon: (0918-21113) 
Fax: (0918-21114) 
Email:  
rsud.magretti.mtb@gmail.com 
 

32 Maluku Utara 127 RSUD Dr. H.  
Chasan Boesoirie 

Jl. Cempaka Kel. Tanah Tinggi Kota 
Ternate 
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NO. PROVINSI RUMAH SAKIT ALAMAT 
Ternate Telepon: (0921-3121281) 

Fax: (0921-3121777) 
Email: 
rsudchasanboesoirie@gmail.com 

33 Papua 128 RSU Jayapura Jl. Kesehatan I No. 01 Dok II 
Jayapura 
Telepon: ((0967) 533616) 
Fax: ((0967) 533781) 
Email: jyp259392@gmail.com 

129 RSU Nabire Jl. R.E Martadinata Nabire, Papua 
Telepon: (0984-21845) 
Fax: (0984-23272) 
Email: rsudnabire@yahoo.co.id 

130 RSU Merauke Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 1 
Merauke 
Telepon: (0971-321124) 
Email: rsudmerauke1@gmail.com 

34 Papua Barat 131 RSUD Manokwari Jl. Bhayangkara No. 1 Manokwari 
Telepon: (0986-211440) 
Email: rsu.manokwari@gmail.com 

132 RSUD Kabupaten 
Sorong 

Jl. Kesehatan No. 36 Sorong 
Telepon: (0951 - 321850) 
Fax: (0951 - 321763) 
Email: rsud.kabsorong@gmail.com 
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BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
REPUBLIK INDONESIA. 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR 	TAHUN 2020 

TENTANG 

PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH 
PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA 

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, 

Menimbang 	a. 	bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona 
di Indonesia telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 
tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana 
Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; 

b. bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah 
berakhir masa berlakunya; 

c. bahwa penyebaran virus corona semakin meluas dan 
menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerugian harta 
benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat; 

d 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat 
Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 
2018 Nomor 34); 



Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 	Februari 2020 

KEPAL BADA NASIONAL 
EL4AN 	L 	AN BENCANA, 

4 	Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1); 

5. 	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 
5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan 
Tertentu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1644); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan • 

▪ 

 KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN 
BENCANA TENTANG PERPANJANGAN STATUS KEADAAN 
TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT 
VIRUS CORONA DI INDONESIA. 

KESATU 	Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat 
Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. 

KEDUA 	• • Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam diktum KESATU berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) 
hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 
tanggal 29 Mei 2020. 

KETIGA 	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat 
Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada di 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

KEEMPAT 	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 
3, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan lnvestasi; 
5. Menteri Sekretaris Negara; 
6. Menteri Luar Negeri; 
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
8. Menteri Keuangan; 
9. Menteri Kesehatan; 
10. Menteri Komunikasi dan lnformatika; 
11. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan 
12. Sekretaris Kabinet. 
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KEPALA. 
BADAN NASION ►L PENANGGULANGAN BENCANA 

SURAT EDARAN 
Nomor : SE- 	/BNPB/03/2020 

Tentang 

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA 
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATAN/KOTA 

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kasus infeksi danpenyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta dengan memperhatikan Keputusan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 

9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
(Covid-19), bersama ini disampaikan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota 

hal-hal sebagai berikut: 

1 Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan respon 

pencegahan, antisipasi dan penanganan penyebaran Covid-19 secara terpadu 

dan terkoordinasi; 

2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(  Covid-19) 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dipimpin langsung oleh Gubernur, Bupati dan 

Walikota, dengan wakil Komandan TNI dan Kepala Kepolisian pada Satuan 

Kewilayahan, dibantu Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Dinas Kesehatan 

untuk mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah sesuai 

kewenangan bidang tugas; 

3. Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk dengan mengacu dan 

berkoordinasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) Keppres 9/2020; 

4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(  Covid-19) 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dalam melaksanakan tugasnya 

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120 
Telepon: 021-29827793, Faksimile: 021-21281200 

Situs: http://ww.bnpb.gaid  



Tembusan: 
1. Presiden RI 
2. Wakil Presiden RI 
3. Menteri Koordinator Bidang PMK 
4. Menteri Dalam Negeri 
5. Menteri Kesehatan 
6. Sekretaris Daerah Provinsi 
7. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota 

berkoordinasi dengan Satuan Kewilayah TNI dan Polri baik dalam mendukung 

percepatan penanganan Covid-19 maupun menjaga stabilitas keamanan atas 

kondisi yang dihadapi; 

5. Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, melaksanakan koordinasi dan 

komando optimalisasi sumber daya daerah bagi percepatan penanganan Covid-

19 , 

6. Dalam hal terdapat celah kebutuhan dalam percepatan penanganan Covid-19 

agar segera disampaikan kepada Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Keppres 9/2020. 

Demikian edaran ini disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan 

dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya diucapkan terima 

kasih. 

Jakarta, .14 Maret 2020 
Kepala Badan Nasional 





























MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAY.VTN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2O2O

TENTANG
PENCEGAHAN CORONA vrRUS DISEASE (COVID- 19)

PADA SATUAN PENDIDIKAN

Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
4. Pemimpin Perguruan Tinggi
5. Kepala Sekolah
di seluruh Indonesia.

Dalam rangka pencegahan perkembangan dan penyebaran Corona Vints
Disease (Covid- 19) di lingkungan satuan pe ndidikan, dengan hormat kami
mengimbau Saudara agar segera menginstruksikan kepada satuan pendidikan
di wilayah kerja Saudara untuk:
l. mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit layanan

kesehatan di perguruan tinggi dengan cara berkoor<linasi dengan fasilitas
peiayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran
Covid- 19;

2. berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat untuk mengetahui apakah
Dinas Kesehatan telah memiliki semacam rencana atau persiapan dalam
menghadapi Covid- l9;

3. memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS)

dan alat pembersih sekali pakai (tissue) di berbagai lokasi strategis di
satuan pendidikan;

4. memastikan bahwa warga satuan pendidikan menggunakan sarana CTPS

(minimal 20 detik) dan pengering tangan sekali pakai sebagaimana
mestinya, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya;

5. memastikan satuan pendidikan melakukan pembcrsihan ruangan dan
lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handel pintu,
saklar lampu, komputer, papan tik (keyboarQ dan fasilitas lain yang sering
terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang trampil menjalankan tugas
pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan
tersebut;

6. memonitor absensi (ketidakhadiran) ,,varga satuan pendidikan;
7. memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak

datang ke satuan pendidikan;
8. tidak memberlakukan hukuman/ sanksi bagi yang tidak masuk karena

sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran
fiika ada);
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9. melaporkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jika terdapat ketidakhadiran dalam
jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan;

10. mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada
pendidik dan tenaga kependidikan lain yang mampu;

1 1 . berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan atau Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi jika level ketidakhadiran dianggap sangat menganggu proses

belajar-mengajar untuk mendapatkan pertimbangan apakah kegiatan
belajar-mengajar perlu diliburkan sementara;

12. satuan pendidikan tidak harus mampu mengidentifikasi Covid- 19.

Kementerian Kesehatan yang akan melakukannya, sehingga satuan
pendidikan harus melaporkan dugaan Covid-19 kepada Kementrian
Kesehatan setempat untuk dilakukan pengujian. Perlu diingat bahwa,
mayoritas penyakit terkait dengan pernafasan bukan merupakan Covid-19;

13. memastikan makanan yang disediakan di satuan pendidikan merupakan
makanan yang sudah dimasak sampai matang;

14. mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi
makanan, minuman, dan alat musik tiup;

15. mengingatkan warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik
langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya);

16. menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di
lingkungan luar satuan pendidikan (berkemah, studi wisata);

17. membatasi tamu dari luar satuan pendidikan;
18. warga satuan pendidikan dan keluarga yang berpergian ke negara-negara

terjangkit yang dipublikasikan World Health Organization (WHO) diminta
untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area

satuan pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke tanah air.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

ta 9 Maret 2020
endirlikan dan Kebudayaan

done

Makarim
Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri; dan
5. Menteri Kesehatan.
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LAMPIRAN SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 3 TAHUN 2O2O

TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN VIRUS COVID-19
BERDASARKAN TING KAT RISIKO PET{YEBARAN

Tingkat
Risiko
Penyebaran
Virus
COVID- 19

Rendah

terianekit virus)

anggota
wilayah

yang

Sedang
(Ada beberapa anggota
masyarakat di wilayah
kabupaten/kota yang
diduga teriangkit virus)

Satuan
Pendidikan

l. Membiasakan pola
hidup bersih, sehat,
dan kegiatan olah raga
yang teratur.

2. Membersihkan ruangan
dan lingkungan satuan
pendidikan secara
rutin, khususnya
handel pintu, saklar
lampu, komputer,
papan tik (keyboarQ
dan fasilitas lain yang
sering terpegang oleh
tangan dengan
desinfektan paling
sedikit 2 kali setiap
hari.

3. Menghindari kontak
fisik secara langsung
seperti bersalaman,
mencium pipi, mencium
tangan, berpelukan,
dan sebagainya.

4. Cuci tangan dengan
sabun di air yang
mengalir selama 20
detik saat tiba di
lingkungan satuan
pendidikan dan
dilakukan sesering
mungkin.

5. Mengingatkan warga
satuan pendidikan
sedapat mungkin untuk
tidak menyentuh mata,
hidung, dan mulut
secara langsung.

6. Jika batuk atau bersin,
ditutup dengan pangkal
lengan atau
menggunakan tisu
sekali buang.

7. Satuan pendidikan
meminta orang tua
untuk menjemput
peserta didik apabila
ditemukan hal-hal
sebagai berikut:

L Satuan pendidikan
hendaknya
melaporkan kepada

I dinas pendidikan,
dinas kesehatan, dan
Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi (LL
Dikti) terhadap gejala-
gejala adanya warga
satuan pendidikan
yang terjangkit virus.

2. Satuan pendidikan
harus menyediakan
masker untuk
warganya yang batuk
atau pilek saja.
Kemudian diminta
untuk pulang dan
memeriksakan diri ke
fasilitas kesehatan.
Warga satuan
pendidikan tersebut
harus istirahat sampai
sembuh.

b warga satuan
pendidikan yang sehat
tidak memerlukan
masker.

4 Satuan pendidikan
I y..,g berlokasi di

daerah berbatasan
atau di sekitar
bandara/pelabuhan
disarankan untuk
menyediakan masker
dan desinfektan.

1. Satuan pendidikan
mewajibkan
warganya yang
diduga/terkonlirmasi
untuk tinggal di
rumah dan
menghubungi dinas
kesehatan atau
kementerian
kesehatan (melalui
nomor telepon O21-
52 1041 1 atau 0812-
t2123r19l,.

2. Jika terdapat warga
satuan pendidikan
terkonfirmasi
terjangkit virus,
kelas-kelas yang
berhubungan dengan
warga satuan
pendidikan tersebut
harus diliburkan
selama 14 hari.

3. Warga satuan
pendidikan yang
diliburkan dan
menunjukkan gejala
terinfeksi Covid- 19
harus melaporkan
diri ke fasilitas
kesehatan setempat.

4. Identitas warga
satuan pendidikan
yang terinfeksi Covid-
19 harus
dirahasiakan kecuali
kepada pihak
berwenang.

5. Dilarang memberikan
nama, foto, dan
alamat warga satuan
pendidikan yang
terinfeksi Covid- 19
kepada media atau
publik.

Tinggi
(Ada anggota masyagakat
terkonlirmasi terjangkit
di lingkungannya)
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a. demam lebih dari
37,5'C; dan

b. gejala dan/atau
masalah pernapasan
seperti bersin,
hidung tersumbat,
batuk, atau sesak
nafas.

8. Mengingatkan warga
satuan pendidikan
untuk membiasakan
perilakrr hidup bersih
dan sehat.

g. Menyosialisasikan . -tentang Covid- 19
menggunakan materi
dari Kementerian
Kesehatan dalam
berbagai kegiatan.

10. Sumber informasi yang i

dapat dipercaya adalah i

Kementerian Kesehatan
dan World Health
Organization (WHO)
sehingga warga satuan
pendidikan berhati-hati
terhadap informasi dari
internet atau media
sosial tentang Covid- 19.

11. Memantau suhu tubuh
peserta didik, pendidik,
tenaga kependidikan,
dan tamu.

12. Menunda kegiatan yang
mengumpulkan banyak
orang danl atau
kegiatan di lingkungan
luar sekolah misalnya
berkemah atau studi
wisata.

1.3. Melakukan kegiatan
olahraga secara rutin.

14. Membatasi tamu dari
luar satuan pendidikan.

[5. Keluarga yang
berpergian ke negara-
negara terjangkit Covid-
19 yang dipublikasikan
oleh WHO pada tautan
ini:
https: / / experience.arcg
is.com / experience / 685
dOace52 1 648f8aSbeeeee
1b9 125cd
diminta untuk
melakukan isolasi diri
selama 14 (empat belas)
hari saat kembali ke
tanah air.
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t6. Memonitor absensi
(ketidakhadiran) warga
satuan pendidikan.

17. Jika safuan pendidikan
memiliki termometer
tembak (infra merah)
maka dapat melakukan
pengukuran suhu tubuh
untuk warga satuan
pendidikan yang hadir di
saruan pendidikan.

t8. Satuan pendidikan
harus menyediakan
masker untuk
warganya yang batuk
atau pilek saJa.
Kemudian diminta
untuk pulang dan
memeriksakan diri ke
fasilitas kesehatan,
sedangkan warga
satuan pendidikan yang
sehat tidak perlu
menggu.nakan masker.

Pendidikan dan Kebudayaan
Indone

,
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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

 

 

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat 

 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah 

 

SURAT EDARAN  

NOMOR 10/SE/IV/2020 

TENTANG 

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  

SUMPAH/JANJI PNS ATAU SUMPAH/JANJI JABATAN  

MELALUI MEDIA ELEKTRONIK/TELECONFERENCE 

PADA MASA STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA   

WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA 

 

1. Latar Belakang  

Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Penetapan 

Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Virus Corona dan agar pelaksanaan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah dapat berjalan optimal, perlu memberikan 

pedoman pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS 

atau sumpah/janji jabatan pada masa Status Keadaan Tertentu 

Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona. 

 
2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu: 

a. sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam 

melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS 

atau sumpah/janji jabatan melalui media elektronik/ 

teleconference pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat 

Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona. 
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b. untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran 

pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau 

sumpah/janji jabatan PNS pada instansi pemerintah, khususnya 

pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Virus Corona. 

 
3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat ketentuan pelaksanaan 

pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji 

jabatan pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Virus Corona, yang meliputi: 

a. Susunan acara; 

b. Kehadiran para pihak; dan  

c. Tahapan pelaksanaan. 

 
4. Dasar Hukum 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. 

b. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan 

Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan 

Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2017. 

c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 

 

5. Isi Surat Edaran 

Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau 

sumpah/janji jabatan, ditentukan sebagai berikut: 

a. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan pelantikan dan 

pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan 

melalui media elektronik/teleconference, sebagai upaya 

pencegahan penyebaran Virus Corona. 
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b. Susunan Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS 

atau sumpah/janji jabatan paling kurang memuat: 

1) menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan 

Indonesia Raya; 

2) pembacaan Keputusan Pengangkatan PNS atau Pengangkatan 

dalam Jabatan; 

3) pembacaan naskah pelantikan; 

4) pengambilan sumpah/janji; dan 

5) penandatanganan berita acara pelantikan dan pengambilan 

sumpah/janji. 

c. Pengaturan terkait pihak yang hadir dalam pelantikan dan 

pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan 

dilakukan sebagai berikut: 

1) Pejabat yang melantik dapat hadir secara fisik pada 

tempat/venue pelantikan maupun hadir secara jarak 

jauh/virtual; 

2) Calon PNS atau PNS yang akan dilantik dan diambil 

sumpah/janji hadir secara jarak jauh/virtual atau hadir 

secara fisik jika jumlahnya sedikit; 

3) Rohaniwan sesuai agama dan/atau kepercayaan dari Calon 

PNS atau PNS yang akan dilantik, hadir secara fisik; 

4) 2 (dua) orang saksi, hadir secara fisik; 

5) Pembaca Keputusan, hadir secara fisik; 

6) Petugas penandatangan Berita Acara atau petugas protokol 

lainnya, hadir secara fisik; 

7) Perwakilan Calon PNS atau PNS yang akan dilantik secara 

simbolik, hadir secara fisik; dan 

8) Pihak yang hadir secara fisik pada tempat/venue pelantikan 

dan pengambilan sumpah/janji harus memperhatikan 

physical distancing dan protokol kesehatan yang ditentukan 

pemerintah. 



- 4 - 

 

d. Tahapan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 

PNS atau sumpah/janji jabatan antara lain sebagai berikut: 

1) Pengecekan kehadiran peserta pelantikan yang akan dilantik 

baik secara fisik maupun secara virtual; 

2) Layar Utama/Main Screen digunakan untuk menampilkan 

pejabat yang melantik, Calon PNS atau PNS yang dilantik dan 

diambil sumpah/janji jabatan, rohaniwan, dan 2 (dua) orang 

saksi; 

3) Pembaca Keputusan membacakan nama dan jabatan Calon 

PNS atau PNS yang dilantik baik yang hadir secara fisik pada 

tempat/venue pelantikan maupun hadir secara jarak 

jauh/virtual; 

4) Rohaniwan mendampingi perwakilan Calon PNS atau PNS 

pada saat mengucapkan kata-kata sumpah/janji, kalimat 

demi kalimat, mengikuti sumpah/janji yang diucapkan 

Pejabat yang melantik; 

5) Calon PNS atau PNS yang dilantik atau diambil sumpah/janji 

yang hadir secara jarak jauh/virtual wajib mengucapkan 

kata-kata sumpah/janji, kalimat demi kalimat, mengikuti 

sumpah/janji yang diucapkan Pejabat yang melantik; 

6) Penandatanganan Berita Acara Pelantikan dilakukan oleh 

perwakilan Calon PNS atau PNS yang dilantik dan 2 (dua) 

saksi, serta Pejabat yang melantik; dan 

7) Tahapan lainnya sesuai kebutuhan instansi masing-masing. 

e. Bunyi/lafal sumpah/janji, naskah pelantikan, berita acara 

pelantikan, dan hal lain terkait pelantikan dan pengambilan 

sumpah/janji jabatan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

f. Ketentuan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan 

yang diatur dalam Surat Edaran ini, berlaku juga bagi non PNS 

yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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6. Penutup 

Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya Status Keadaan 

Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang 

ditetapkan oleh Pemerintah. 

 
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 April 2020 

 

 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

1 

 

# 

 

 

 

Tembusan Yth: 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

 

                                                           
- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE 





MENTERI DALAM N OGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Maret 2020

Yth. 1. Saudara/i Gubernur;
2. Saudara/ i Bupati/Walikota
di

Seluruh Indonesia

SURAT EDAR,\N
NOMOR 44012622t5J

TENTANG
PEMBENTI'KAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA

VIRUS DISEASE 2Ot9 (CO\|ID-191 DAERATI

Dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Vints Disea,se 2Ol9
(COVID-l9) dan menindaklanjuti Keputusarr Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan coronil Virus Desease 2Ol9 (COVID-19)

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O Tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah, diminta kepada Saudara/i Gu1rcrnur, Bupati/Walikota untuk
melaksanakan langkah-langkah sebagai beril<ut:

Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 Daerah dan tirlak dapat didelegasikan kepada

pejabat lain di daerah. Disamping itu, Gubernur juga menjadi Anggota

Dewan Pengarah Gugus Tugas Covid-19 llingkat Nasional

Sebagai Ketua Gugus Tugas PercepatarL Penanganan COVID-l9 Daerah,
Gubernur dan Bupati/walikota mengambil langkah-langkah sebagai

berikut:
a. Antisipasi dan penanganan COMD-l9 di daerah dilakukan dengan

memperhatikan arahan Ketua Gugrrs Tl.rgas Percepatan Penanganan

covrD- 19.

b. Penyusunan susunan organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksana
Gugus T\rgas Percepatan Penanganum COVID-l9 Daerah, berpedoman
pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
Edaran ini.

1.

2.
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c. Pendanaan yang diperlukan urrtuk keperluan Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID- 19 Daerah yang dibebankan pada
APBD.

Pemerintah Daerah dapat menetapkarr status keadaan darurat siaga
bencana COVID-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana COVID-19
di tingkat provinsi dan/atau kabupater,/kota dengan mempertimbangkan
beberapa hal antara lain:

a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat
bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah
perihal penyebaran COVID- 19 yang dilakukan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan
kabupate n / kota / provinsi.

b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal
penyebaran COVID-19, Gubernur', Bupati/Walikota menetapkan
status bencana Covid- 19.

Dalam hal perumusan kebijakan penanl3€rnan dampak penularan COVID-
19, Pemerintah Daerah dan Gugus T\rgas Percepatan Penanganan COVID-
19 Daerah harus melakukan:

a. Analisa yang matang, mendalam, dan berdasarkan euidence-based
untuk memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin
muncul di masyarakat serta memastikan keamanan dan keselamatan
tenaga penyedia layanan kesehatan sebagai garda terdepan serta
memberikan layanan bagr masyarakat sesuai Standar Pelayanan
Minimal (SPM).

b. Menyiapkan dan menyiagakan segah bentuk sumberdaya dan fasilitas
kesehatan yang dimiliki, antara ldn dengan bekedasama dengan
rumah sakit swasta sebagai rujukarr penderita COVID-19, menambah
ruang isolasi di rumah sakit marrpun di fasilitas kesehatan dan
pendukung lainnya, serta meningkatkan kapasitas Puskesmas atau
layanan kesehatan primer untuk br:rperan dalam upaya pencegahan
dan penanganan COVID- 19.

c. Melakukan refoanssing kegiatan untuk menjamin kemudahan
pelaksanaan upaya pencegahan, perngendalian, dan penanggulangan
wabah COVID-l9 di daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 4
Tahun 2O2O tentang Refocussing Kr:giatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa Dalanr Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2Ol9 (COVItt-l9) sesuai Surat Edaran Kepala
LKPP Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rirngka Penanganan Corona Virus
Disease 2Ol9 (COVID- 19).

d. Melaksanakan sosialisasi pembata.san sosial (social di.stancing) dan
karantina mandiri (self-quarantine) yang melibatkan semua jajaran
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dengan
memperhatikan protokol-protokol terkait penanganan COVID- 19 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat edaran ini.

4.
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Dalam hal pembatasan sosial menSrsfoafkan dampak bagi kelompok
masyarakat dengan penghasilan rendah maka daeratr dapat
memberikan bantuan sosial.
Melibatkan asosiasi profesi, tenaga professional yang bekerja di
lapangan, pelaku usaha dan mas'yarakat sipil untuk memastikan
upaya penanganan sampai di level te'rbawah.
Konsultasi dan melaporkan perkernbang€ul pelaksanaan antisipasi
dan penanganan dampak penularan COVID-l9 secara berkala kepada
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-l9.

5. Surat edaran ini berlaku efektif muleui tanggal ditetapkan dan akan
dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

LAM NEG

TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan Yth:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukutn, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunarr Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolrrasi;
9. Kepala Badan Nasional Penanggulanga:r Bencana selaku Ketua Gugus

Tfigas Percepatan Penanganan COVID19; dan
1O. Sekretaris Kabinet.

e.
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Protokol Penggunaan Belanja Tidak Terduga

1. Latar belakang

Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi,
dan Indonesia merupakan salah satu negar€r yang terpapar dengan jumlah kasus
dan korban jiwa terus bertambah. Di tengah situasi krisis ini, peran pemerintah
pusat sangat dibutuhkan untuk memberikarr informasi yang akurat, selain juga
melakukan tugas sebagai pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah
untuk menyelenggarakan pemerintahan dar:rah lebih baik. Namun di sisi lain,
sebagai pembuat kebijakan bagi pemerintah pusat dan pelaksana kebijakan bagi
pemerintah daerah bersinggungan langsung l<hususnya yang bertugas di lapangan,
sehingga sangat rentan terpapar penyakit yarg dipicu infeksi Covid-19 ini dan bisa
menjadi penular ke orang lain, termasuk kep'3da keluarga. Dengan latar belakang
ini, Protokol Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) disusun, agar
penganggaran daerah dalam menanganan Covid-19 ini dapat berjalan dengan
lancar, bagi pemerintah daerah yang tidak lersedia anggaran dalam APBD. BTT
dapat digunakan dalam keadaan darurat bencana yang terdiri dari 3 fase yaitu
Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

a. Langkah-langkah Fase Siaga Darurat.

1) pengaktifan Posko penanganan Covid-13 di daerah masing-masing;
2) pembentukan Gugus Tugas Tim Kaji Cecat;

3) lakukan pengkajian cepat (identifikasi untuk pemenuhan kebutuhan dan
sumber daya yang diperlukan apabila ditetapkan Status Tanggap Darurat)
terhadap dampak virus corona di daerah;

4) hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Kepala Daerah untuk
menetapkan Status Siaga Darurat; dan

5) kegiatan:

a) pengawasan dan pemantauan dari l)os penanganan Covid-19 di daerah
masing-masing;

b) meningkatkan penyebarluasan informasi tentang pencegahan
penyebarluasan Covid-19 melalui Kepala Daerah serta pemangku
kepentingan strategis di daerah. Meningkatkan Pola Hidup Masyarakat
Sehat (PHMS) dan Gerakan Masyaral<at Sehat (Germas); dan

c) koordinasi dengan Gugus Tugas Daerah maupun Gugus Tugas Nasional.

b. Langkah-langkah Fase Tanggap Darurat:

1) pembentukan Gugus Tugas Tim Kaji Cepat;

2) lakukan pengkajian cepat terhadap dampak virus corona di daerah;

3) hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Kepala Daerah untuk
menetapkan Status Tanggap Darurat dan selanjutnya berkoordinasi dengan
Gugus Tugas Nasional sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2C20 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19; dan

4) mengoptimalisasi APBD untuk penanganan COV|Dl9 untuk digunakan
mekanisme BTT sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
tahun 2020:
a) dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APBD untuk pengendalian Covid-

19, menggunakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tanpa
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12f ahun 2019; dan

b) dalam hal BTT tidak mencukupi dapat menggunakan dana dari hasil
penjadwalan ulang program dan ke(tiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
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c. Langkah-langkah Fase Transisi Darurat ke Pemulihan

1) pemantauan dan pengawasan fase transisi darurat ke pemulihan pasca
penanganan Covid-19;

2) dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan pasca penanganan terdapat
indikasi serupa dengan kejadian awal Covid-19, Gugus Tugas Daerah
diharapkan berkoordinasi dengan Gugus; Tugas Nasional; dan

3) tetap melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) sesuai dengan
standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Mekanisme dan tata cara penatausahaan BTT berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 untuk mengoptimalkan penggunaan belanja
tidak terduga yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan cara:
a. Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi

semua usulan Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai
kewenangan masing-masing dapat meng.rsulkan Rencana Kebutuhan Belanja
(RKB) kepada PPKD selaku BUD, sesuai kebijakan Kepala Daerah;

b. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU berdasarkan RKB paling lambat 1

(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

c. Dana yang telah dicairkan berdasarkan SF'2D TU sebagaimana dimaksud angka
2 diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah pengusul RKB;

d. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara
pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB;

e. Kepala perangkat daerah pengusul RKB bertanggungjawab secara fisik dan
keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan COVID-19 yang
dikelolanya;

f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID-19,
disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada pejabat
pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah
dan lengkap atau surat pernyataan tanggurrgjawab belanja; dan

g. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesueri rencana penanggulangan COVID-19
oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu
pertanggungjawaban TU sebelumnya seles;ai.

3. Penggunaan BTT Pada Masa Tanggap Darur,at Bencana
Belanja Tidak Terduga sesuai kebutuhan padia keadaan darurat bencana untuk:

a. Pencarian dan penyelamatan, meliputi;
1) kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif COVID-19;
2) penyelidikan epidemiologi dalam upaya l)enanggulangan wabah;

3) uang lelah/honor dalam pencarian dan penyelamatan;

4) transportasi tim pencarian dan pertolcngan korban berupa sewa sarana
transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;

5) peralatan, berupa pembelian dan alau sewa peralatan pencarian dan
penyelamatan;

6) pengadaan alat dan bahan hygiene serbagai bentuk pencegahan (misalnya
klorin, alkohol, hand sanitizer, dan lain sr:bagainya); dan

7) pengadaan alat dan bahan untuk disirrfektan untuk sterilisasi benda-benda
dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya.

b. Pertolongan darurat, meliputi:

tindakan pencegahan dan pengebalan clilakukan terhadap masyarakat yang
mempunyai risiko terkena penyakit wabah;

1) uang lelah/honor dalam rangka pertolong;an darurat;
2) sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan

udara;
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3) pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan
untuk pertolongan pasien COVID-1 9;

4) pengelolaan bahan-bahan yang menglandung penyebab penyakit meliputi
kegiatan pemasukan, penyimpanan, pr-'ngangkutan, penggunaan, penelitian
dan pemusnahan;

5) pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan
laboratorium;

6) pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik,
thermometer, tensimeter, kursi roda, darr lain sebagainya); dan

7) pembelian/sewa kebutuhan alat dan lol3istik kesehatan, antara lain: Reagen
RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swa, dan
Ventilator.

c. Evakuasi korban, meliputi:
1) evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau

pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pa- sien
yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;

2) uang Lelah/honor dalam rangka evakuilsi korban;

3) tindakan khusus penangan an jenazah positif COVID-19;

4) penyuluhan kepada masyarakat menl;enai upaya penanggulangan wabah
dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat in-
stansi lain, lembaga swadaya masyerrakat, pemuka agama dan pemuka
masyarakat;

5) segala bentuk tindakan dan aktivitas kerrantina; dan

6) pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu,
tali temali, sarung tangan, sepatu bcots, formalin, peralatan dan bahan
evakuasi lainnya.

d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:
1) pengadaan air bersih, baik pengadaarr air bersih di lokasi rumah sakit atau

fasilitas kesehatan lainnya terkait COVI D-1 9;

2) pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:

a) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase
lingkungan; dan

b) pengadaan MCK darurat,

3) sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang
diperlukan dalam penyediaan air bersifr dan sanitasi;

4) sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi
sumber air bersih: dan

5) transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau
pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman
peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan
peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.

e. Pangan, meliputi:
1) pengadaan pangan, berupa makanart siap saji dan penyediaan bahan

makanan.

a) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan
sejenisnya; dan

b) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus
untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia,

2) pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan
pasien;
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3) pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan ba- han
pembuatan dapur umum seperti batu berta, semen, tenda, dan per- lengkapan
dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan
makan darurat; dan

4) transportasi untuk distribusi bantuan llangan, berupa sewa sarana trans-
portasi darat, air, udara, dan atau pernbelian bahan bakar minyak. Sarana
transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke
lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau
tempat terisolir, termasuk pengiriman alert dan bahan pengadan dapur umum.

f. Sandang, meliputi:

1) pengadaan alat pelindung diri (APD) darn kelengkapannya misalnya Mask- er
bedah, Masker N95, Surgical Gown, Goggle, Hazmat suit, Gloves, Penu- tup
kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan
standar Kementerian Kesehatan; Pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk
tenaga medis sesuai dengan standar kenenterian kesehatan;

2) pengadaan baju untuk pasien COVID-19 sesuai dengan standar kementerian
kesehatan:

3) pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perleng-
kapan sandang bayi, keperluan tidur, rJan perlengkapan khusus wanita de-
wasa; dan

4) transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana trans-
portasi darat, air, udara, dan atau penrbelian bahan bakar minyak. Sarana
transportasi tersebut diperlukan untuf. pengiriman bantuan sandang dari
tempat lain ke lokasi kejadian.

g. Pelayanan kesehatan, meliputi:

1) pengadaan disinfektan, alkohol, APD, dern lain sebagainya;

2) pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat
pengungsian;

3) pengadaan peralatan hygiene seperti r;abun, shampo, sikat gigi, pasta gigi
dan sejenisnya; dan

4) transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana
transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak.
Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-
obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

h. Papan, meliputi:
1) pembangunan rumah sakit darurat khusrls COVID-19;

2) penambahan ruang isolasi di RS rujukarr;

3) sewa hotel/penginapan yang difungsikarr sebagai RS darurat COVID-19;

4) penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai screening awal COVID-
19;

5) pembelianisewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ran- jang
periksa, ranjang pasien, alat infus, infusion pump, urin bag, ambu bag, edical
ventilator, nebulizer, dan lain sebagainytt; dan

6) transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penam-
pungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi
darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana trans-
portasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bah- an
pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke

lokasi kejadian.
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E. Protokol tempat umum

Protokol di tempat publik. Tempat publik yang dimaksud adalah: taman
bermain, jalur hijau, perbelanjaan dalam ruanlJ, ruang spontan dalam lingkungan
hunian, ruang terbuka komunitas, mall dan pasar.

Langkah-langkah pencegahan Covid-19 pada tenrpat publik:

1. Pastikan seluruh area umum dalam keadeLan bersih dengan cara melakukan
pembersihan menggunakan desinfektan mininral 3 kali sehari, terutama pada waktu
aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan
pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dll).

2. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu mar;uk tempat umum. Jika suhu tubuh
masyarakat terdeteksi >380 C, dianjurkan unturk segera memeriksakan kondisi tubuh
ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak dilrerkenankan untuk memasuki tempat
umum.

3. Pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar (contoh: konser, seminar, dll).
Memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan
di setiap acara besar. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan
pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pidal'rkan ke ruang transit dan segera rujuk
ke RS rujukan.

4. Menyediakan pos kesehatan di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional.

5. Mempromosikan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dengan cara memasang
poster mengenai pentingnya cuci tangan dan terta cara cuci tangan yang benar.

6. Pastikan tempat umum memiliki akses untuk c.rci tangan dengan sabun dan air atau
pencuci tangan berbasis alkohol.

7. Tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah
dijangkau masyarakat di tempat umum serta dan pastikan dispenser ini diisi ulang
secara teratur.

8. Memperbaharui informasi tentang Covid-19 sec;ara reguler dan menempatkan di area
yang mudah dilihat oleh pengunjung. Menyediakan media komunikasi, informasi dan
edukasi (KlE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi strategis
di setiap tempat umum.

F. Protokol acara resmi

Protokol Acara Resmi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan
dengan lancar serta pencegahan penularan Covicl-19 dapat dilakukan.

Dalam pencegahan penularan Covid-19 perlu kelengkapan dan perlengkapan dalam
rapat, sebagai berikut:

1. Rapat diupayakan dilakukan tanpa bertaterp muka secara langsung dengan
mengg u nakan teknol ogi video confere nce.

2. Langkah-langkah yang dilakukan apabila rat,at harus dilakukan dengan bertatap
muka, pada saat pra rapat sebagai berikut:
a. sebelum ruang rapat digunakan, perlu disterilisasi dengan penyemprotan

desinfektan;

b. tersedianya hand sanitizer dan hand soap di tempattempat strategis seperti: pintu

masuk acara,lift, ruang makan, area kamar rnandi dll;

c. sebelum memasuki ruang rapat harus terlebih dahulu tes suhu (termal scanner)
dan tidak boleh melebihi suhu 38 ' C;

d. dalam mengisi daftar hadir atau administrasi lain diutamakan menggunakan alat
tulis masing-masing, tidak diperkenankan bergantian;dan
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e. mengatur jarak tempat duduk antara satu dengan yang lainnya t 1-2 m dan
menghindari kontak fisik langsung seperti: jabat tangan, berpelukan, dll.

3. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat rapat, sebagai berikut:
a. durasi rapat agar lebih cepat tanpa mengurangi bobot dari rapat tersebut;
b. membatasi penggunaan microfone bergantiern; dan

c. apabila terdapat gejala batuk, flu, demam rlan sesak nafas tidak diperkenankan
untuk mengikuti acara tersebut serta etika llada saat batuk untuk menutup mulut
atau menggunakan masker.

4. Langkah-langkah yang dilakukan pada pasca rrlpat, sebagai berikut:
a. pemeriksaan dan pengisian ulang hand sanitizer dan hand soap di tempat-tempat

strategis seperti: pintu masuk acara, lift, ruarrg makan, area kamar mandi dll; dan

b. melakukan pembersihan ruang rapat dan kelengkapan rapat dengan
penyem protan desinfektan.

Dalam pencegahan penularan Covid-19 perlu kelengkapan dan perlengkapan dalam
upacara resmi, sebagai berikut:

1. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat pra upacara resmi sebagai berikut:
a. memeriksa kebersihan dan melakukan disterilisasi dengan penyemprotan

desinfektan;

b. tersedianya hand sanitizer dan hand soap di tempattempat strategis seperti: pintu
masuk acara,lift, ruang makan, area kamar mandi dll;

c. sebelum memasuki tempat upacara harurs terlebih dahulu tes suhu (termal
scanner) dan tidak boleh melebihi suhu 38 ' C;

d. apabila terdapat gejala batuk, flu, demam Can sesak nafas tidak diperkenankan
untuk mengikuti upacara;

e. dalam mengisi daftar hadir atau administrasi lain diutamakan menggunakan alat
tulis masing-masing, tidak diperkenankan berrgantian; dan

f. mengatur jarak barisan antara satu dengan yang lainnya t 1-2 m dan menghindari
kontak fisik langsung seperti: jabat tangan, t'erpelukan, dll.

2. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat upacara resmi sebagai berikut:
a. durasi berlangsungnya upacara agar lebih dipersingkat; dan
b. pemeriksaan dan sterilisasi kelengkapan dan perlengkapan upacara.

3. Langkah-langkah yang dilakukan pada pasca upacara, sebagai berikut:

a. pemeriksaan dan pengisian ulang hand sanitizer dan hand soap di tempat-
tempat strategis seperti: pintu masuk acar:r, ruang makan, area kamar mandi dll;
dan

b. melakukan pembersihan tempat darr kelengkapan upacara dengan
penyem protan desinfektan.

G. Protokol Kantor Pemerintahan

Protokol kantor pemerintahan agar prenyelenggaraan pemerintahan dapat
berjalan dengan lancar serta pencegahan penuliaran Covid-19 dapat dilakukan.

1. Jika para karyawan dengan jenis tugas tertentu tidak dapat bekerja dari rumah
maka Karyawan disarankan untuk memantilu kesehatan mereka sendiri melalui
suhu tubuh dan gejala-gejala khusus.

2. Karyawan HARUS menghindari tempak kerja jika memiliki gejala-gejala infeksi
COVID-19 yang mencurigakan (termasuk demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak
dada, dispnea, kelelahan, mual dan muntah diare, konjungtivitis, nyeri otot, dll.).

3. Karyawan dengan gejala-gejala yang mencurigakan di atas HARUS SEGERA
diminta untuk meninggalkan tempat kerja <ian menghubungi fasilitas kesehatan
terdekat atau menghubungi call center penanganan COVID-19.



H.

-12-

4. Barang publik harus dibersihkan dan didesinfr:ksi secara teratur.
5. Pertahankan sirkulasi udara di ruang kantor. Pastikan semua fasilitas ventilasi

bekerja secara efisien. Filter AC harus dibersihkan secara teratur dan ventilasi
dengan membuka jendela harus diperkuat.

6. Kamar kecil harus dilengkapi dengan pembersih tangan yang cukup dan
memastikan pengoperasian fasilitas air yang rrormal termasuk faucet.

7. Jagalah agar lingkungan tetap bersih dan rap , dan bersihkan sampah tepat waktu.

Protokol Untuk Kelompok Rentan (Kelompok Lanjut Usia)

1. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa kelompok lanjut usia (lansia)
memperoleh sosialisasi dan perlindungan pribadi, memahami langkah-langkah
perawatan, persyaratan kebersihan tangarr, misalnya; hindari berbagi barang
pribadi; memperhatikan ventilasi; dan menerapkan langkah-langkah disinfektan.

2. Ketika lansia memiliki gejala yang mencurigakan seperti demam, batuk, sakit
tenggorokan, sesak dada, dispnea, kek;lahan, mual dan muntah, diare,
konjungtivitis, nyeri otot, dll., Langkah-langkah berikut harus diambil:

a. karantina/isolasi mandiri dan hindari kontak dekat dengan orang lain;

b. status kesehatan harus dinilai oleh staf merdis dan mereka yang memiliki kondisi
kesehatan abnormal akan dipindahkan ke lembaga medis. Mengenakan masker
sangat diajurkan dalam perjalanan ke rumah sakit, menghindari penggunaan
kendaraan umum (jika memungkinkan), dan segera melakukan pendaftaran
serta menerima observasi medis. dan tidak melakukan kontak dengan orang lain;

c. orang yang memiliki kontak dekat dengan kasus terduga harus mendapatkan
pengawasan khusus;

d. mengurangi pertemuan yang tidak perlu, pr-.sta makan malam, dan grup lainnya;

e. jika ada lansia dengan gejala yang mencurigakan didiagnosis COVID-19, mereka
yang berhubungan dekat harus menerima pengamatan medis selama 14 hari.
Setelah pasien pergi (seperti rawat inap, kt:matian, dll.);

f. ruangan tempat tinggal dan kemungkinan bahan yang terkontaminasi harus
diterapkan prosedur desinfeksi tepat waktu;

g. prosedur disinfeksi khusus harus dioper,asikan atau diinstruksikan oleh para
profesional dari Pemerintah Daerah, atau F,ihak ketiga yang berkualifikasi; dan

h. tempat tinggal tanpa disinfeksi tidak disararrkan untuk digunakan.

Protokol Untuk Kelompok Rentan (Pelajar)

1. Pelajar yang memiliki riwayat tinggal atau bepergian di negara epidemi tinggi
(seperti Tiongkok, ltalia, Korea Selatan) disarankan untuk memiliki periode
karantina rumah selama 14hari sebelum kenrbali ke sekolah. (jika study from home
tidak dapat d ilaksanakan).

2. Setelah kembali ke sekolah, pihak sekolah wajib memonitor suhu tubuh dan status
kesehatan setiap hari, meminimalkan keluar kelas untuk keperluan yang tidak perlu

dan menghindari kontak dengan orang lain.

3. Kenakan masker dengan benar saat melakukan kontak dengan guru dan siswa
lainnya, dan meminimalkan kontak degan orang lain.

4. Otoritas sekolah harus memantau kesehatan siswa dengan cermat, mengukur suhu
tubuh dua kali sehari, mencatat absen, keberangkatan awal, dan meninggalkan
sekolah.

5. Jika gejala yang mencurigakan ditemukan di antara siswa, otoritas sekolah harus
segera melaporkan kepada staf manajemerr epidemi dan bekerja sama dengan
Dinas KesehataniBPBD untuk melakukan manajemen kontak dan desinfeksi.

t.
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6. Sekolah harus menghindari penyelenggaraarr pertemuan skala besar, memperkuat
ventilasi dan pembersihan ruang kelas, asrama, perpustakaan, pusat kegiatan,
kantin, auditorium, kantor guru, toilet dan area aktivitas lainnya, di mana pembersih
tangan dan desinfektan tangan harus disedial<an.

7. Otoritas sekolah melakukan pengajaran online dan kelas perbaikan untuk siswa
yang ketinggalan kelas karena sakit. Bagi mereka yang menunda ujian karena
sakit, ujian susulan harus segera diatur.

Selama Sekolah di rumah (study from home):

1. Semua siswa harus tinggal di rumah seperrti yang diperintahkan oleh sekolah;
hindari mengunjungi kerabat dan teman, menghadiri keramaian, makan malam, dan
pergi ke tempat-tempat umum yang ramai, terutama tempat-tempat yang tidak
berventilasi dan tertutup.

2. Orang tua disarankan untuk melakukan pernantauan kesehatan anak sehari-hari
dan melaporkan hasilnya kepada sekolah sesuai dengan kebijakan pemerintah
daerah atau sekolah.

3, Di akhir program sekolah di rumah, siswa ternpa gejala yang mencurigakan dapat
kembali ke sekolah dengan normal. Mereka yang memiliki gejala yang
mencurigakan harus segera memberi tahu sekolah masing-masing dan mencari
perawatan medis tepat waktu, dan kembali l<e sekolah setelah pemulihan dengan
dibuktikan dengan surat keterangan sehat.

Saat Kembali ke Sekolah (jika sfudy from home,l tidak dapat dilaksanakan atau study
from home telah berakhir):

1. Kenakan masker saat datang ke sekolah.
2. Jaga kebersihan tangan setiap saat dan kurarrgi kontak dengan barang public.

3. Pantau kesehatan dan ukur suhu tubuh setiapr hari.

4. Perhatikan status kesehatan orang-orang sekitar dan hindari kontak secara
langsung.

5. Jika mengalami gejala yang mencurigakan serlama perjalanan, kenakan kendaraan.
atau area dalam kendaraan. saat merasa demam. kontak dengan orang yang
memiliki gejala yang mencurigakan segera konsultasikan dengan dokter tepat
waktu jika perlu.

6. Pelajar yang perlu pergi ke rumah sakit serama perjalanan harus memberi tahu
dokter tentang perjalanan dan riwayat hidup daerah epidemi, dan bekerja sama
dengan dokter untuk melakukan penyelidikan yang relevan.

7. Simpan informasi tiket perjalanan dengan br:nar jika diperlukan pelacakan kontak
terdekat.

J. Protokol Untuk Karantina Mandiri

1. Aturan umum:

a. penduduk dengan gejala yang mencurigakan perlu tinggal di kamar tunggal yang
berventilasi baik dan WAJIB menolak semua jenis kunjungan;

b. Anggota keluarga harus tinggal di kamar yitng berbeda;
c. Tinggal setidaknya satu meter dan tidur di tempat tidur terpisah jika kondisinya

tidak memungkinkan; dan
d. Penduduk dengan gejala yang mencurgakan harus menghindari kegiatan,

membatasi ruang hidup, dan memastikarr ruang bersama (seperti dapur dan
kamar mandi) berventilasi baik (menjaga jendela tetap terbuka),

2. Pengaturan Pengasuh:

a. yang terbaik adalah memiliki anggota keluarga biasa yanE sehat dan bebas dari
penyakit kronis untuk merawat pasien;
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b- selalu mengenakan masker dan arat peindung diri lainnya; dan
c- cr.rci tangan dan selau memperhatikan kebersihan,

3- Pencegahan Penularan:

a- anggota keluarga yang hidup dengan orang-orang yang memiliki gejala yang
rnencurigakan harus mengenakan maskerl dan

b- jaga kebersihan tangan setiap saat dan hirrdari kontak langsung dengan sekresi
tubtth, dan jangan berbagi benda apa pun yang dapat menyebabkan infeksi
kontak tidak langsung,

4. Perawatan Kontaminan:

a. sarung tangan bekas, handuk kertas, rnasker, dan limbah lainnya harus
ditempatkan di kantong sampah khusus d kamar pasien dan ditandai sebagai
kontaminan sebelum dibuang; dan

b. pembuangan harus dibungkus rapi dan dilakukan setiap hari,

5. Orang dengan salah satu dari gejala berikut harus segera berhenti karantina
mandiri dan menghubungi fasilitas kesehatan lerdekat

a. kesulitan bernapas (termasuk meningkatnyer sesak dada;
b. gangguan kesadaran (termasuk lesu, bicara tidak jelas, ketidakmampuan

melakuan hal-hal kecil), sesak napas dan terengah-rengah setelah melakukan
kegiatan) tidak dapat membedakan antara siang dan malam);

c. Diare;

d. Demam dengan suhu tubuh lebih tinggi dari 3g " C; dan
e. Anggota keluarga lainnya menunjukkan gejarla yang diduga infeksi COVID-19.

KARNAVIAN, Ph.D
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Tentang 

 
PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19  

 

 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah : 

MENIMBANG : a. bahwa COVID-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk 

ke Indonesia; 

  b. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah 

menetapkan  COVID-19 sebagai pandemi;  

  c. bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan 

dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas;  

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa 

tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah 

COVID-19 untuk dijadikan pedoman: 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT: 
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Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan 

sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-

buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang 

yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, 

mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi 

raaji`uun". (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156) 

لِّ 
ُ
ُ بِي بَهُ وَالِلَّّ

ْ
ل
َ
ِ يَهْدِ ك

ًْ بِالِلَّّ مِ
ْ
ؤ ًُ  ًْ ِ وَمَ

نِ الِلَّّ
ْ
 بِئِذ

َّ
ًْ مُصِِبَتٍ إِلَّ صَابَ مِ

َ
مَا أ

يْءٍ عَلُِمٌ  ]التؼابً: 
َ

 [55ش 

cuali musibah pun yang menimpa seseorang ke suatuTidak ada 
dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah 
niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah 

Taghabun [64]: 11)-(QS. alMaha Mengetahui segala sesuatu.  
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ا هُىَ 
َ
ى
َ
ُ ل بَ الِلَّّ

َ
ت
َ
 مَا ه

َّ
ا إِلَّ

َ
صِِبَى ًُ  ًْ

َ
لْ ل

ُ
اك

َ
ه
َ

  مَىْلَّ
َ
ىن

ُ
مِى

ْ
ؤ
ُ ْ
لِ الْ

َّ
ىَو

َ
ت َُ
ْ
ل
َ
ِ ف

ى الِلَّّ
َ
 وَعَل

 [15]التىبت: 

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan 

apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung 

kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman 

harus bertawakal". (QS. Al-Taubah [9] : 51) 

 
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
ًْ ك ابٍ مِ

َ
 فِي هِت

َّ
مْ إِلَّ

ُ
ظِى

ُ
ف
ْ
ه
َ
 فِي أ

َ
زْضِ وَلَّ

َ ْ
ًْ مُصِِبَتٍ فِي ال صَابَ مِ

َ
مَا أ

ظِيرٌ  ٌَ  ِ
ى الِلَّّ

َ
ًَ عَل لِ

َ
هَا إِنَّ ذ

َ
بْرَأ

َ
سَحُىا بِمَا  .ه

ْ
ف
َ
 ج

َ
مْ وَلَّ

ُ
ى
َ
اج
َ
ى مَا ف

َ
طَىْا عَل

ْ
أ
َ
 ج

َ
لَ ُْ لِىَ

 ُ مْ وَالِلَّّ
ُ
اه

َ
ىزٍ  ]الحدًد:  آج

ُ
خ

َ
ٌٍ ف ا

َ
ت
ْ
لَّ مُخ

ُ
حِبُّ و ًُ  

َ
 [22، 22لَّ

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa 

dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh 

Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang 

demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati 

terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu 

gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan 

Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan 

membanggakan diri. (QS. al-Hadid [57]: 22-23) 

دًِدُ 
َ
 ش

َ نَّ الِلَّّ
َ
مُىا أ

َ
 وَاعْل

ً
ت اصَّ

َ
مْ خ

ُ
ى
ْ
مُىا مِى

َ
ل
َ
ًَ ظ رًِ

َّ
صُِبَنَّ ال

ُ
 ج

َ
 لَّ

ً
ت
َ
ى
ْ
ىا فِت

ُ
ل
َّ
وَاج

ابِ  ]الهفاٌ: 
َ
عِل

ْ
 [21ال

Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus 

menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan 

ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Anfal 

[8]: 25) 

تِ ... 
َ
ى
ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِل

ُ
دًِى ًْ ىا بِأَ

ُ
ل
ْ
ل
ُ
 ج

َ
 [591]البلسة:   ...وَلَّ

… dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan … (QS. al-Baqarah [2]: 195) 

ىا 
ُ
فِل

ْ
ه
َ
ػُِعُىا وَأ

َ
مْ وَاطْمَعُىا وَأ

ُ
عْت

َ
ؼ

َ
 مَا اطْت

َ ىا الِلَّّ
ُ
ل
َّ
اج
َ
يْرًاف

َ
مْ  خ

ُ
ظِى

ُ
ف
ْ
ه
َ
 ... لِِ

 [51]التؼابً: 

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut 

kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah 

harta yang baik untuk dirimu … . (QS. al-Taghabun [64]: 16) 

 
َ

ظْسَ وَلَّ ُِ مُ ٱلْ
ُ
ُ بِى سٍِدُ ٱلِلَّّ ًُ سٍِدُ ...  عُظْسَ ... )البلسة :  ًُ

ْ
مُ ٱل

ُ
 (581بِى

… Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu… (QS. al-Baqarah [2]: 185) 
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2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain: 

 : ٌَ ا
َ
هُ ك

َّ
ه
َ
مَ أ

َّ
هِ وَطَل ُْ ى اُلله عَلَ

َّ
بِيِّ صَل

َّ
ًِ الى زْضٍ »عَ

َ
اعُىنِ بِأ

َّ
مْ بِالؼ

ُ
ا طَمِعْت

َ
إِذ

 
َ
لَ
َ
مْ بِهَا ف

ُ
ت
ْ
ه
َ
زْضٍ وَأ

َ
عَ بِأ

َ
ا وَك

َ
ىهَا، وَإِذ

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ج
َ
لَ
َ
سُحُىا مِنْهَا ف

ْ
خ
َ
 «ج

Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: “Jika kamu 

mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian 

memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, 

maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari) 

نَّ 
َ
مِ أ

ْ
أ
َّ
عَ بِالش

َ
دْ وَك

َ
نَّ الىَبَاءَ ك

َ
هُ أ

َ
ؼ
َ
 بَل

َ
 بِظَسْغ

َ
ان

َ
ا و مَّ

َ
ل
َ
مِ، ف

ْ
أ
َّ
ى الش

َ
سَجَ إِل

َ
 -عُمَسَ خ

 : ٌَ ا
َ
مَ ك

َّ
هِ وَطَل ُْ ى اُلله عَلَ

َّ
ِ صَل

ٌَ الِلَّّ  زَطُى
نَّ
َ
ًُ عَىْفٍ: أ ًِ بْ حْمَ

بَرَهُ عَبْدُ السَّ
ْ
خ
َ
أ
َ
ف

« 
َ
د
ْ
ل
َ
 ج
َ
لَ
َ
زْضٍ ف

َ
مْ بِهِ بِأ

ُ
ا طَمِعْت

َ
 إِذ

َ
لَ
َ
مْ بِهَا، ف

ُ
ت
ْ
ه
َ
زْضٍ وَأ

َ
عَ بِأ

َ
ا وَك

َ
هِ، وَإِذ ُْ مُىا عَلَ

هُ 
ْ
سُحُىا فِسَازًا مِى

ْ
خ
َ
 «ج

Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, 

saat sampai di wilyaah bernama Sargh. Saat itu Umar 

mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. 

Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika 

Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar 

wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. 

Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan 

tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari). 

 
َ
 بِظَسْغ

َ
ان

َ
ا و

َ
ى إِذ مِ، حَتَّ

ْ
أ
َّ
ى الش

َ
سَجَ إِل

َ
هُ، خ

ْ
ُ عَى يَ الِلَّّ ابِ زَض ِ

َّ
ؼ

َ
ًَ الخ نَّ عُمَسَ بْ

َ
أ

نَّ الىَبَاءَ 
َ
بَرُوهُ أ

ْ
خ
َ
أ
َ
صْحَابُهُ، ف

َ
احِ وَأ ًُ الجَسَّ  بْ

َ
ة
َ
د ُْ بُىعُبَ

َ
ادِ، أ

َ
حْى

َ
مَسَاءُ ال

ُ
هُ أ َُ لِ

َ
ل

 ًُ ٌَ ابْ ا
َ
مِ. ك

ْ
أ
َّ
زْضِ الش

َ
عَ بِأ

َ
دْ وَك

َ
ًَ  ك هَاحِسٍِ

ُ
ٌَ عُمَسُ: ادْعُ لِي الْ ا

َ
ل
َ
اضٍ: ف عَبَّ

مِ، 
ْ
أ
َّ
عَ بِالش

َ
دْ وَك

َ
نَّ الىَبَاءَ ك

َ
بَرَهُمْ أ

ْ
خ
َ
ازَهُمْ، وَأ

َ
ش

َ
اطْت

َ
عَاهُمْ ف

َ
د
َ
، ف

َ
لِين وَّ

َ
ال

 ٌَ ا
َ
هُ، وَك

ْ
سْحِعَ عَى

َ
 ج
ْ
ن
َ
سَي أ

َ
 ه
َ
مْسٍ، وَلَّ

َ
 لِِ

َ
سَحْت

َ
دْ خ

َ
ٌَ بَعْظُهُمْ: ك ا

َ
ل
َ
ىا، ف

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
اخ

َ
ف

مَ، بَ 
َّ
هِ وَطَل ُْ ى اُلله عَلَ

َّ
ِ صَل

ٌِ الِلَّّ صْحَابُ زَطُى
َ
اضِ وَأ

َّ
 الى

ُ
ت َُّ ًَ بَلِ عْظُهُمْ: مَعَ

: ادْعُىا  ٌَ ا
َ
مَّ ك

ُ
ي، ج ِ

ّ
فِعُىا عَن

َ
: ازْج ٌَ ا

َ
ل
َ
ا الىَبَاءِ، ف

َ
ى هَر

َ
دِمَهُمْ عَل

ْ
ل
ُ
 ج
ْ
ن
َ
سَي أ

َ
 ه
َ
وَلَّ

 
َ
ظَل

َ
ازَهُمْ، ف

َ
ش

َ
اطْت

َ
عَىْتُهُمْ ف

َ
د
َ
صَازَ، ف

ْ
ه
َ
ىا لِي ال

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
، وَاخ ًَ هَاحِسٍِ

ُ
ىا طَبُِلَ الْ

ُ
ى

 ًْ ا مِ
َ
 هَا هُى

َ
ان

َ
ًْ و : ادْعُ لِي مَ ٌَ ا

َ
مَّ ك

ُ
ي، ج ِ

ّ
فِعُىا عَن

َ
: ازْج ٌَ ا

َ
ل
َ
فِهِمْ، ف

َ
تِلَ

ْ
اخ

َ
و

هِ  ُْ  مِنْهُمْ عَلَ
ْ
لِف

َ
ت
ْ
خ ًَ مْ 

َ
ل
َ
عَىْتُهُمْ، ف

َ
د
َ
حِ، ف

ْ
ت
َ
ًْ مُهَاحِسَةِ الف شٍ مِ سََْ

ُ
تِ ك

َ
خ َُ مَشْ

 
ُ
ال
َ
ل
َ
نِ، ف

َ
ادَي زَحُلَ

َ
ى
َ
ا الىَبَاءِ، ف

َ
ى هَر

َ
دِمَهُمْ عَل

ْ
ل
ُ
 ج
َ
اضِ وَلَّ

َّ
سْحِعَ بِالى

َ
 ج
ْ
ن
َ
سَي أ

َ
ىا: ه

 ًُ  بْ
َ
ة
َ
د ُْ بُىعُبَ

َ
ٌَ أ ا

َ
هِ. ك ُْ صْبِحُىا عَلَ

َ
أ
َ
هْسٍ ف

َ
ى ظ

َ
حٌ عَل ي مُصَبِّ ِ

ّ
اضِ: إِو

َّ
عُمَسُ فِي الى

يْ 
َ
ىْ ػ

َ
ٌَ عُمَسُ: ل ا

َ
ل
َ
؟ ف ِ

زِ الِلَّّ
َ
د
َ
ًْ ك فِسَازًا مِ

َ
احِ: أ عَمْ الجَسَّ

َ
؟ و

َ
ة
َ
د ُْ بَا عُبَ

َ
ا أ ًَ هَا 

َ
ال
َ
رُنَ ك

هُ 
َ
ا ل ًً  وَادِ

ْ
ت

َ
ًَ إِبِلٌ هَبَؼ َ

 ل
َ
ان

َ
ىْ و

َ
 ل

َ
ت ًْ زَأَ

َ
، أ ِ

زِ الِلَّّ
َ
د
َ
ى ك

َ
ِ إِل

زِ الِلَّّ
َ
د
َ
ًْ ك فِسُّ مِ

َ
ه

 
َ
صْبَت

َ
 الخ

َ
ت ُْ  زَعَ

ْ
عَ إِن ِْ لَ

َ
، أ

ٌ
سَي حَدْبَت

ْ
خ
ُ
، وَال

ٌ
صِبَت

َ
اهُمَا خ

َ
انِ، إِحْد

َ
عُدْوَج

تَهَا بِ  ُْ جَاءَ عَبْدُ زَعَ
َ
: ف ٌَ ا

َ
؟ ك ِ

زِ الِلَّّ
َ
د
َ
تَهَا بِل ُْ  زَعَ

َ
 الجَدْبَت

َ
ت ُْ  زَعَ

ْ
، وَإِن ِ

زِ الِلَّّ
َ
د
َ
ل

ًُ عَىْفٍ  ًِ بْ حْمَ
بًا فِي بَعْعِ حَاحَتِهِ  -السَّ ِ

ُّ ؼَ
َ
 مُت

َ
ان

َ
دِي فِي  -وَو

ْ
: إِنَّ عِى ٌَ ا

َ
ل
َ
ف

هِ وَ  ُْ ى اُلله عَلَ
َّ
ِ صَل

ٌَ الِلَّّ  زَطُى
ُ
مًا، طَمِعْت

ْ
ا عِل

َ
: هَر ٌُ ى

ُ
ل ًَ مَ 

َّ
مْ »طَل

ُ
ا طَمِعْت

َ
إِذ
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سُحُىا فِسَازًا 
ْ
خ
َ
 ج
َ
لَ
َ
مْ بِهَا ف

ُ
ت
ْ
ه
َ
زْضٍ وَأ

َ
عَ بِأ

َ
ا وَك

َ
هِ، وَإِذ ُْ مُىا عَلَ

َ
د
ْ
ل
َ
 ج
َ
لَ
َ
زْضٍ ف

َ
بِهِ بِأ

هُ 
ْ
 « مِى

َ
صَسَف

ْ
مَّ اه

ُ
 عُمَسُ ج

َ  الِلَّّ
َ
حَمِد

َ
: ف ٌَ ا

َ
 ك

Sesungguhnya ‘Umar ibn al-Khaththab ra keluar menuju 

Syam. Hingga ketika sampai di Sargh, beliau ditemui oleh para 

Amir pasukan yakni Abu ‘Ubaidah ibn al-Jarrah dan para 

sahabatnya. Mereka memberitahukan kepadanya bahwasanya 

wabah sedang melanda bumi Syam. Ibn ‘Abbas berkata: ‘Umar 

lalu berkata: “Panggilkan untukku kaum Muhajirin awal (yang 

mengalami shalat ke dua qiblat, yakni yang berhijrah sebelum 

qiblat dipindahkan ke Masjidil-Haram—Syarah an-

Nawawi).” Ia lalu bermusyawarah dengan mereka dan 

memberitahukan bahwa wabah sedang melanda Syam. 

Mereka kemudian berbeda pendapat. Sebagian berkata: “Anda 

sudah keluar untuk satu keperluan dan kami tidak memandang 

pantas anda kembali darinya.” Sebagian lainnya 

berkata: “Anda membawa rombongan khususnya para 

shahabat Rasulullah saw, kami tidak memandang baik anda 

membawa mereka masuk ke wabah tersebut.” ‘Umar lalu 

berkata: “Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. 

Kemudian ‘Umar berkata: “Panggilkan untukku kaum 

Anshar.” Maka aku (Ibn ‘Abbas) panggil mereka dan ia lalu 

bermusyawarah dengan mereka. Ternyata kaum Anshar 

berbeda pendapat seperti halnya Muhajirin. ‘Umar lalu 

berkata: “Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. 

Kemudian ‘Umar berkata: “Panggilkan untukku kaum tua 

Quraisy dari Muhajir al-Fath (yang hijrah sesudah pindah 

qiblat dan sebelum Fathu Makkah).” Maka aku (Ibn ‘Abbas) 

panggil mereka. Ternyata tidak ada perbedaan pendapat di 

kalangan mereka, semuanya menyarankan: “Sebaiknya anda 

pulang kembali bersama rombongan dan jangan membawa 

mereka masuk ke wabah itu. Umar lalu menyerukan kepada 

rombongan: “Sungguh besok aku akan berkendaraan pulang, 

maka bersiap-siaplah kalian.” Abu ‘Ubaidah ibn al-Jarrah 

berkata: “Apakah engkau hendak lari dari taqdir Allah?” ‘Umar 

menjawab: “Seandainya saja yang mengatakan itu bukan 

engkau wahai Abu ‘Ubaidah. Ya, kami lari dari taqdir Allah 

menuju taqdir Allah juga. Bukankah jika kamu menggembala 

unta dan turun ke sebuah lembah yang di sana ada dua tepi 

lembah, yang satu subur dan yang satu tandus, lalu ketika 

kamu menggembala di tepi yang subur berarti kamu 

menggembala dengan taqdir Allah? Dan bukankah pula ketika 

kamu menggembala di tepi lembah yang tandus, kamu juga 

menggembalanya dengan taqdir Allah?. Ibn ‘Abbas berkata: 

‘Abdurrahman ibn ‘Auf kemudian datang, ia tidak hadir 

musyawarah sebelumnya karena ada keperluan. 

‘Abdurrahman lalu berkata: “Aku punya ilmu tentang 

permasalahan ini. Aku mendengar Rasulullah saw 

bersabda: “Jika kalian mendengar ada wabah di satu daerah, 

janganlah kalian datang ke sana. Tetapi jika wabah itu 

menyerang satu daerah ketika kalian sudah ada di daerah 
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tersebut, janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Kata 

Ibn ‘Abbas: ‘Umar lalu bertahmid kepada Allah dan kemudian 

pulang. (HR. al-Bukhari) 

  

 : ٌَ ا
َ
مَ ك

َّ
هِ وَطَل ُْ ى اُلله عَلَ

َّ
ٌَ اِلله صَل  زَطُى

نَّ
َ
 »أ

َ
ى مُصِحٍّ  لَّ

َ
ىزِدُ مُمْسِضٌ عَل ًُ» 

Rasulullah saw bersabda: Jangan campurkan (onta) yang sakit 

ke dalam (onta) yang sehat.” [HR Muslim] 

مَ: 
َّ
هِ وَطَل ُْ ى اُلله عَلَ

َّ
ِ صَل

ٌُ الِلَّّ ٌَ زَطُى ا
َ
 »ك

َ
 وَلَّ

َ
 هَامَت

َ
، وَلَّ

َ
 ػِيَرَة

َ
 عَدْوَي وَلَّ

َ
لَّ

 ًَ فِسُّ مِ
َ
مَا ج

َ
ومِ ه

ُ
جْر

َ
ًَ الم سَ، وَفِسَّ مِ

َ
طَدِ صَف

َ
 ”ال

Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada penyakit 

menular, thiyarah dan burung hantu dan shafar (yang 

dianggap membawa kesialan). Dan larilah dari penyakit kusta 

seperti engkau lari dari singa.” (HR. al-Bukhari) 

 ُ ى الِلَّّ
َّ
ِ صَل

ٌُ الِلَّّ ٌَ زَطُى ا
َ
ُ عَصَّ ك ى الِلَّّ

َ
ل
َ
 السِّحْصِ ابْت

ُ
ت ًَ  آ

ُ
اعُىن

َّ
مَ الؼ

َّ
هِ وَطَل ُْ عَلَ

زْضٍ 
َ
عَ بِأ

َ
ا وَك

َ
هِ وَإِذ ُْ ىا عَلَ

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ج

َ
لَ
َ
مْ بِهِ ف

ُ
ا طَمِعْت

َ
ئِذ

َ
ًْ عِبَادِهِ ف اطًا مِ

َ
وَحَلَّ بِهِ ه

هُ"
ْ
وا مِى فِسُّ

َ
 ج

َ
لَ
َ
مْ بِهَا ف

ُ
ت
ْ
ه
َ
 وَأ

Rasulullah saw bersabda: “Wabah Tha’un adalah suatu ayat, 

tanda kekuasaan Allah Azza Wajall yang sangat menyakitkan, 

yang ditimpakan kepada orang-orang dari hambaNya. Jika 

kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha’un, maka 

jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha’un telah 

terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah 

kalian keluar darinya.” (HR. Muslim) 

 : ٌَ ا
َ
مَ، ك

َّ
هِ وَطَل ُْ ى اُلله عَلَ

َّ
بِيِّ صَل

َّ
ًِ الى تِي حَظَنُهَا »عَ مَّ

ُ
ٌُ أ عْمَا

َ
يَّ أ

َ
 عَل

ْ
ت

َ
عُسِط

 ًُ ي 
َ
ذ
َ ْ
عْمَالِهَا ال

َ
ًِ أ  فِي مَحَاطِ

ُ
ىَحَدْث

َ
ئُهَا، ف ِ

ُّ  وَطَ
ُ
سٍِمِ، وَوَحَدْث

َّ
ًِ الؼ  عَ

ُ
مَاغ

 ًُ
َ
دْف

ُ
 ج

َ
سْجِدِ، لَّ

َ ْ
 فِي الْ

ُ
ىن

ُ
ى
َ
 ج
َ
اعَت

َ
خ
ُّ
عْمَالِهَا الى

َ
 «فِي مَظَاوِي أ

Nabi saw. bersabda: "Amal-amal umatku disampaikan 

kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Kutemukan diantara 

amal terbaik adalah menyingkirkan hal membahayan dari 

jalan. Dan kutemukan diantara amal terburuknya adalah 

dahak di masjid yang tidak dibersihkan" (HR Muslim) 

 زطىٌ الله 
ُ
ٌ صلى الله عليه وسلم طمعت ىم به  :ًلى

ُ
ىم عىه فاحتيبىه، وما أمسج

ُ
ما نهُت

م، فئهما أهلً الرًً مً  فأجىا
ُ
 مظائلهم  كبلىممىه ما اطتؼعت

ُ
هثرة

هم على أهبُائهمواخ
ُ
 . )زواه البخازي ومظلم(تلَف

Abu Hurairah berkata : Aku mendengar Rasulullah bersabda : 

“Apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah 

kamu jauhi dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, 

maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya 

kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak 

bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan 

patuh)”. (HR. al-Bukhari dan Muslim) 
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ا
َ
ه
َ
ًَّ مَسْجِد سَبَ

ْ
ل ًَ  

َ
لَ
َ
يْرِهِ ف

َ
وْ ػ

َ
ًَ الجُىعِ أ وِ البَصَلَ مِ

َ
ىمَ أ

ُّ
لَ الث

َ
و
َ
ًْ أ  مَ

Barang siapa makan bawang putih dan bawang merah atau 

lainnya tidak boleh mendekati masjid. (HR. al-Bukhari) 

مَ: 
َّ
هِ وَطَل ُْ ى اُلله عَلَ

َّ
ِ صَل

ٌُ الِلَّّ ٌَ زَطُى ا
َ
ادِيَ »ك

َ
ى
ُ ْ
ًْ طَمِعَ الْ مْ مَ

َ
ل
َ
ًَ  ف عْهُ مِ

َ
مْى ًَ

زٌ 
ْ
بَاعِهِ، عُر ِ

ّ
: «اج ٌَ ا

َ
زُ؟، ك

ْ
عُر

ْ
ىا: وَمَا ال

ُ
ال
َ
وْ مَسَضٌ »، ك

َ
 أ
ٌ
ىْف

َ
 .خ

Barang siapa yang mendengar azan wajib baginya sholat 

berjamaah di masjid, kecuali ada uzur”. Para sahabat bertanya 

: “Apa maksud uzur ?”. Jawab Rasulullah SAW: “Ketakutan atau 

sakit.” (HR. Abu Daud) 

3. Qaidah Fiqhiyyah 

 طِسَازَ 
َ
سَزَ وَلَّ

َ
 ط

َ
 لَّ

“Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang 

lain ”. 

صالِحِ 
َ
بِ الْ

ْ
مٌ على حَل دَّ

َ
اطِدِ مُل

َ
ف
َ
 دزء الْ

“Menolak mafsadah didahulukan dari pada mecari 

kemaslahatan”. 

ظِيْرَ  ِْ جْلِبُ التَّ
َ
 ج
ُ
ت
َّ
ل
َ
ش
َ
 الْ

“Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan” 

  ًُصاٌَُزُ الظَّسَ

“Bahaya harus ditolak” 

عُ ًُزُ الظَّسَ
َ
  مْىَانِالإبِلَدْزِ  دْف

“Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang 

memungkinkan” 

 سُ الظ
ُ
  وزَة
ُ
زِهاج

َ
د
َ
زُ بل دَّ

َ
 ل

“Kemudlaratan dibatasi sesuai kadarnya”. 

 
ُ
ف صَسُّ

َ
حَتِ  ج

َ
صْل

َ ْ
 بِالْ

ٌ
ىْغ

ُ
تِ مَى َُّ عِ ى السَّ

َ
مَامِ عَل ِ

ْ
 الإ

“Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat 

harus mengikuti kemaslahatan“. 

MEMPERHATIKAN   :   1.   Pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ juz 4 halaman 352 

tentang gugurnya kewajiban shalat Jum’at: 

سٍِْ 
َ ْ
ى الْ

َ
 عَل

ُ
جُمُعَت

ْ
جِبُ ال

َ
 ج
َ
 ( لَّ

ُ
ت
َ
الِث

َّ
هْلِ ) الث

َ
ى أ

َ
 عَل

ُ
جُمُعَت

ْ
تِ ال

َ
اج
َ
عِ طَىَاءٌ ف

ىْ 
َ
جِيُّ ل ُْ هِ

َ
د
ْ
بَى
ْ
ٌَ ال ا

َ
يْرِهِ ك

َ
ازِقٍ وَػ

َ
 لِحَدًِثِ ػ

َ
مْ لَّ

َ
دِ أ

َ
عَد

ْ
صَانِ ال

ْ
ل
ُ
فِهِ لِى

ُّ
ل
َ
خ
َ
تِ بِت سٍَْ

َ
ل
ْ
ال

ظْلِ 
ُ ْ
سَضُ الْ

َ ْ
ا الْ

َ
صْحَابُى

َ
ٌَ أ ا

َ
لَ ك

َ
ظ

ْ
ف
َ
 أ

َ
ان

َ
سَ و

َ
 وَحَظ

َ
ت
َّ
ل
َ
ش
َ ْ
سٍِعُ الْ

َ ْ
 الْ

َ
ف

َّ
ل
َ
ي
َ
 ج

ُ
ؽ
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تٍ 
َ
مَل

َ
يْرُ مُحْت

َ
 ػ

ٌ
اهِسَة

َ
 ظ

ٌ
ت
َّ
ل
َ
جُمُعَتِ مَش

ْ
صْدِ ال

َ
حَمُ صَاحِبَهُ بِل

ْ
ل ًَ رِيْ 

َّ
جُمُعَتِ هُىَ ال

ْ
لِل

 
ُ
ث ُْ  بِحَ

َ
ان

َ
 و

ْ
ئِن

َ
ٌَ ف ا

َ
ثِيْرٌ ك

َ
ٌٌ ه ًْ بِهِ إطْهَا ا مَ

َ
عِ فِي هَر سٍِْ

َ ْ
حِمُ بِالْ

َ
ت
ْ
ل ٍَ يُّ وَ ِ

ّ
ىَل

َ
ت
ُ ْ
ٌَ الْ ا

َ
ك

ظَهُ حَسُمَ عَ 
ْ
ف
َ
 ه
ُ
ظْبِؽ ًَ  

َ
 لَّ

َ
سْجِد

َ ْ
هُ الْ

ُ
ىٍِث

ْ
ل
َ
ًُ ج مَ

ْ
ؤ ًُ  

َ
هُ لَّ

َّ
ه
َ
جَمَاعَتِ ِلِ

ْ
هِ حُظُىزُ ال ُْ لَ

سَضِ 
َ ْ
ًْ الْ  مِ

ُّ
ف

َ
خ
َ
جُمُعَتِ أ

ْ
 لِل

ُ
ظْلِؽ

ُ ْ
سَضُ الْ

َ ْ
ا الْ

َ
هَر

َ
حَسَمَيْنِ ف

ْ
ٌَ إمَامُ ال ا

َ
 ك

 
َ ْ
ىَحَلِ وَالْ

ْ
تِ ال

َّ
ل
َ
بَرٌ بِمَش

َ
تِ وَهُىَ مُعْت

َ
سٍِظ

َ
ف
ْ
امِ فِي ال َُ لِ

ْ
ظْلِؽِ لِل

ُ ْ
حْىِهِمَا اهـالْ

َ
سِ وَه

َ
 ؼ

  (Ketiga) Tidak wajib shalat Jum’at bagi orang sakit, meskipun 

shalat jum’atnya orang kampung tidak sah karena jumlah 

jama’ahnya kurang karena ketidakhadirannya. Berdasarkan 

hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-bandanijy berkata: 

“andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat jum’at 

maka lebih utama”. Imam-imam madzhab Syafi’i berpendapat: 

“bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum’at 

adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang 

berat bila dia hadir pada shalat jum’at”. Imam al-Mutawalli 

berkata: “Orang yang terkena diare berat juga tidak wajib 

shalat jum’at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya 

maka haramnya baginya shalat berjama’ah di masjid, karena 

akan menyebabkan masjid menjadi najis”.  Imam al-Haramain 

berkata: “Sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum’at itu 

lebih ringan keadaanya dari pada sakit yang menggugurkan 

kewajiban berdiri saat sholat fardhu. Sakit tersebut seperti uzur 

jalanan becek atau hujan atau semisalnya”.  

 2. Pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal al 

Hadramy al Sa’dy al Madzhajy dalam kitab al-Mukaddimah al-

Hadramiyah hal 91 tentang udzur shalat Jum’at dan shalat 

jama’ah: 

رِ  
َّ
سَض ال

َ ْ
ا وَالْ

َّ
ى
ُ
ىْبه وَلم ًجد ه

َ
س إِن بل ج

َ
ؼ
َ ْ
جَمَاعَت الْ

ْ
جُمُعَت وَال

ْ
ي أعراز ال

و 
َ
ىْث أ

َ ْ
سٍِب على الْ

َ
ل
ْ
هُ وإشساف ال

َ
 متعهد ل

َ
ٌشم همشلته وجمسٍع مً لَّ

عتم 
ُ ْ
وْحَت والصهس والْملىن وَالصدًم والطتاذ وَالْ ًأوع بِهِ وَمثله الصَّ

سٍِمه 
َ
و مَاله وملَشمت ػ

َ
و عسطه أ

َ
فظه أ

َ
ىْف على ه

َ
خ
ْ
از ال

َ
عْر

َ ْ
والعتُم وَمً ال

ىبَ 
ُ
ى عُل

ْ
ت وَهُىَ مُعظس وزحاء عَف

ْ
ىَك

ْ
حَدث مَعَ طَعَت ال

ْ
هِ ومدافعت ال ُْ ت عَلَ

جُىع والعؼش 
ْ
ة ال لِ وَشدَّ ُْ ة السٍّح بِاللَّ ىم وَشدَّ

ّ
بَت الى

َ
ل
َ
ئِم وَػ

َ
وفلد لبع لَّ

ت وَأول
َ
ل
ْ
حس ظهسا وطفس السّف

ْ
برد والىحل وَال

ْ
مىىهُ  وَال ًُ مىتن ويء إِن لم 

طْىَاق والصلصلت
َ ْ
ته وجلؼير طلىف ال

َ
ال  إِشَ

  Di antara udzur shalat Jum’at dan shalat berjama’ah adalah 

hujan  yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak 

diketemukan pelindung hujan, sakit yang teramat sangat, 

merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya, 

mengawasi kerabat (istri, mertua, budak, teman, ustadz, orang 

yang memerdekannya) yang hendak meninggal atau berputus 

asa, khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertai 

creditor dan berharap pengertiannya karena kemiskinannya, 

menahan hadats sementara waktu masih lapang, ketiadaan 

pakaian yang layak, kantuk yang teramat sangat, angin 
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kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca 

panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk 

setengah matang yang tidak bisa dihilangkan baunya, 

runtuhnya atap-atap pasar, dan gempa.  

 3.   Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang 

Komisi Fatwa pada tanggal 16 maret 2020.  

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

 
MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI 
TERJADI WABAH COVID-19 

  
Pertama : Ketentuan Umum 
   Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan : 

COVID-19 adalah coronavirus desease, penyakit menular yang 
disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. 
 

Kedua :   Ketentuan Hukum     
 

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan 
menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar 
penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan 
pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams). 
  

2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan 
mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang 
lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, 
karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan 
banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus 
secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah 
sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti 
jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di 
masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian 
umum dan tabligh akbar. 
 

3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak 
terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut:  

 

a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi 
penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan 
ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh 
meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan 
shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan 
jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di 
masjid atau tempat umum lainnya. 
 

b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi 
penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang 
berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban 
ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar 
tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik 
langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan),  
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membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan 
dengan sabun. 

4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu 
kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh 
menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai 
keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya 
dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga 
tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang 
melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media 
penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima 
waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat 
umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis 
taklim. 

5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam 
wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh 
menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang 
banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat 
Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta 
menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap 
menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. 

6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam 
menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait 
dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya. 

7. Pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) yang terpapar COVID-19, 
terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan 
sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang 
berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. 
Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya 
dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak 
terpapar COVID-19. 

8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau 
menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau 
menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan 
menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya 
haram. 

9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT 
dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, 
membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, 
memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa 
kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan 
keselamatan dari musibah dan marabahaya ( daf’u al-bala’), 
khususnya dari wabah COVID-19. 

 

Ketiga   :   Rekomendasi 

1. Pemerintah wajib  melakukan pembatasan super ketat 
terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari  
Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok 
serta keperluan emergency. 

2. Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan 
pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap 
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orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus 
tersebut dapat dicegah. 

3. Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi orang 
yang suspect atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu 
masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang 
dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sudah sembuh ke 
tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara 
buruk. 

 

Keempat   :   Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan 
penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.  

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat 
mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk 
menyebarluaskan fatwa ini. 
 

 Ditetapkan di :  Jakarta 
 Pada tanggal :   21 Rajab 1441 H 
        16 Maret 2020 M 

 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 
    Ketua        Sekretaris  
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Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua untuk Menangani Dampak COVID-19 
 

Jakarta, 13 Maret 2020 

Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa Wabah Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi pandemi. Artinya, wabah penyakit ini telah terjadi pada 

geografis yang luas atau menyebar secara global. Jumlah kasus di seluruh dunia mencapai angka 

120.000 dan kematian telah melebihi 4.300. Kondisi tersebut mendesak pemerintah seluruh dunia untuk 

meningkatkan upaya pembatasan. 

 

“Dampak terhadap sektor ekonomi tentu tidak dapat dielakkan lagi. Pertumbuhan ekonomi dunia 

diproyeksikan akan terkontraksi semakin dalam. Untuk itu, Pemerintah memerhatikan isu-isu yang 

memerlukan kebijakan khusus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto 

dalam Konferensi Pers tentang Stimulus Ekonomi Kedua Penanganan Dampak COVID-19, Jumat 

(13/2) di kantornya.  

 

Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan (1) ketersediaan stok dan pasokan pangan yang akan 

mempengaruhi stabilitas harga pangan; (2) pembatasan perjalanan dan mobilitas pekerja yang 

mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi; (3) disrupsi produksi, distribusi, dan rantai pasok 

yang mempengaruhi kinerja sektor manufaktur dan turunannya; serta 4) kejatuhan harga minyak dunia 

akibat pelemahan permintaan dan perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia.  

 

Menko Airlangga menjelaskan, untuk menjaga agar sektor riil tetap bergerak serta menjaga daya beli 

masyarakat demi mendorong kinerja ekonomi domestik, Pemerintah kembali mengeluarkan stimulus 

ekonomi baik stimulus fiskal maupun non-fiskal. 

 

Stimulus Fiskal dalam rangka Penanganan COVID-19 

 

• Pertama, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) 

Relaksasi diberikan melalui skema PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% atas 

penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan Rp200 juta pada sektor industri 

pengolahan (termasuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE dan Kemudahan Impor Tujuan 

Ekspor–Industri Kecil dan Menengah/KITE IKM). PPh DTP diberikan selama 6 bulan, terhitung mulai 

bulan April hingga September 2020. Nilai besaran yang ditanggung pemerintah sebesar Rp8,60 

triliun. Diharapkan para pekerja di sektor industri pengolahan tersebut mendapatkan tambahan 

penghasilan untuk mempertahankan daya beli. 
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• Kedua, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPh Pasal 22 Impor) 

Relaksasi diberikan melalui skema pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada 19 sektor tertentu, 

Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE IKM. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan selama 

6 bulan terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan pembebasan 

sebesar Rp8,15 triliun. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya memberikan ruang cashflow bagi 

industri sebagai kompensasi switching cost (biaya sehubungan perubahan negara asal impor).  

 

• Ketiga, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) 

Relaksasi diberikan melalui skema pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% kepada 19 sektor 

tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE-IKM selama 6 bulan terhitung mulai bulan April 

hingga September 2020 dengan total perkiraan pengurangan sebesar Rp4,2 triliun. Sebagaimana 

halnya relaksasi PPh Pasal 22 Impor, melalui kebijakan ini diharapkan industri memperoleh ruang 

cashflow sebagai kompensasi switching cost (biaya sehubungan perubahan negara asal impor dan 

negara tujuan ekspor). Selain itu, dengan upaya mengubah negara tujuan ekspor, diharapkan akan 

terjadi peningkatan ekspor. 

 

• Keempat, relaksasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  

Relaksasi diberikan melalui restitusi PPN dipercepat (pengembalian pendahuluan) bagi 19 sektor 

tertentu, WP KITE, dan WP KITE-IKM. Restitusi PPN dipercepat diberikan selama 6 bulan, terhitung 

mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan besaran restitusi sebesar Rp1,97 

triliun. Tidak ada batasan nilai restitusi PPN khusus bagi para eksportir, sementara bagi para non-

eksportir besaran nilai restitusi PPN ditetapkan paling banyak Rp5 miliar. Dengan adanya percepatan 

restitusi, Wajib Pajak dapat lebih optimal menjaga likuiditasnya. 

 

Stimulus Non-Fiskal dalam rangka Penanganan COVID-19 

 

Guna melengkapi paket kebijakan stimulus fiskal yang telah disampaikan, Pemerintah juga telah 

menyiapkan paket kebijakan non-fiskal yang bertujuan untuk lebih memberikan dorongan terhadap 

kegiatan ekspor-impor. Stimulus non-fiskal tersebut meliputi:  

 

Pertama, penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk aktivitas 

ekspor yang tujuannya untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing. Dalam hal ini dokumen 

Health Certificate serta V-Legal tidak lagi menjadi dukumen persyaratan ekspor kecuali diperlukan oleh 

eksportir. Implikasinya, terdapat pengurangan Lartas ekspor sebanyak 749 kode HS yang terdiri dari 

443 kode HS pada komoditi ikan dan produk ikan dan 306 kode HS untuk produk industri kehutanan.    

 

Kedua, penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk aktivitas 

impor khususnya bahan baku yang tujuannya untuk meningkatkan kelancaran dan ketersediaan bahan 

baku. Stimulus ini diberikan kepada perusahaan yang berstatus sebagai produsen dan pada tahap awal 

akan diterapkan pada produk Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang selanjutnya akan 

diterapkan pula pada produk pangan strategis seperti garam industri, gula, tepung sebagai bahan baku 

industri manufaktur. Terkait dengan duplikasi peraturan impor, Pemerintah juga akan melakukan 

penyederhanaan terutama pada komoditi: Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan, serta Obat, Bahan 

Obat dan Makanan. 
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Ketiga, percepatan proses ekspor dan impor untuk Reputable Traders, yakni perusahaan-perusahaan 

terkait dengan kegiatan ekspor-impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Pada prinsipnya, 

perusahaan dengan reputasi baik akan diberikan insentif tambahan dalam bentuk percepatan proses 

ekspor dan impor yakni: penerapan auto response dan auto approval untuk proses Lartas baik ekspor 

maupun impor serta penghapusan Laporan Surveyor terhadap komoditas yang diwajibkan. Hingga saat 

ini sudah ada 735 reputable traders yang terdiri dari 109 perusahaan AEO/Authrized Economic Operator 

dan 626 perusahaan yang tergolong MITA/Mitra Utama Kepabeanan.  

 

Keempat, peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor-impor, serta pengawasan melalui 

pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE). NLE merupakan platform yang memfasilitasi 

kolaborasi sistem informasi antar Instansi Pemerintah dan Swasta untuk simplikasi dan sinkronisasi 

arus informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan dan kegiatan 

perdagangan/distribusi barang dalam negeri melalui sharing data, simplikasi proses bisnis, dan 

penghapusan repetisi, serta duplikasi. Roadmap NLE mencakup antara lain integrasi antara INSW, 

Inaport, Inatrade, CEISA, sistem trucking, sistem gudang, sistem transportasi, sistem terminal operator, 

dan lainnya. Diharapkan dengan kehadiran NLE tersebut, dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional 

dengan cara mengintegrasikan layanan pemerintah (G2G2B) dengan platform-platform logistik yang 

telah beroperasi (B2B). 

 

Stimulus Sektor Keuangan Dalam Rangka Penanganan Dampak COVID-19 

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan beberapa kebijakan countercyclical melalui 

Peraturan OJK (POJK) tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical 

Dampak Penyebaran COVID-19, yang berisi: 

 

1. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur 

yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk dalam hal ini adalah debitur UMKM.  

2. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari: 

a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan 

pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar; dan 

b. Bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan tanpa melihat batasan 

plafon kredit atau jenis debitur, termasuk debitur UMKM. Kualitas kredit/pembiayaan yang 

dilakukan restrukturisasi ditetapkan lancar setelah direstrukturisasi 

3. Untuk debitur UMKM, Bank juga dapat menerapkan 2 kebijakan stimulus tersebut, yaitu:   

a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain berdasarkan ketepatan membayar 

pokok dan/atau bunga; dan  

b. Melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan UMKM tersebut, dengan kualitas yang dapat 

langsung menjadi Lancar setelah dilakukan restrukturisasi kredit. 

 

Insentif lain bagi pekerja sebagai stimulus atas dampak penyebaran COVID-19 adalah relaksasi pada 

Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), yaitu: 

 

a. BP Jamsostek mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan relaksasi keuangan bagi dunia 

usaha. 

b. Pemberian stimulus akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, yang formulasinya tidak 

mempengaruhi manfaat kepada peserta dan tidak mengganggu ketahanan dana program jaminan 

sosial. 
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c. Agar pemberian stimulus ini tidak mengganggu operasional dan pelayanan BP Jamsostek peserta, 

perlu juga dilakukan penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur Rencana Kerja dan Anggaran 

BP Jamsostek. 

d. Pemberian stimulus ini perlu diatur dalam ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

Kebijakan Pangan terkait Penanganan Dampak COVID-19 

 

Pemerintah tetap menjamin ketersediaan pasokan pangan utama dan strategis bagi penduduk dengan 

harga terjangkau. Pangan utama dan strategis yang dimaksud adalah beras, jagung, bawang merah, 

bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir dan 

minyak goreng. 

Dalam rentang waktu 6 bulan ke depan (Maret s.d Agustus 2020), termasuk menghadapi Ramadan dan 

Idulfitri, proyeksi ketersediaan 11 komoditas strategis dipastikan aman. Sebagian besar pemenuhan 

pangan tersebut dipasok dari produksi dalam negeri, hanya komoditas bawang putih, daging 

sapi/kerbau, dan gula pasir yang pemenuhannya sebagian masih melalui impor.  

Bagi beberapa komoditas yang pemenuhannya masih melalui impor terdampak COVID-19 secara 

global, langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan mempercepat proses penerbitan rekomendasi 

impor. Sampai dengan tanggal 10 Maret 2020, Kementerian Pertanian telah menerbitkan 37 

Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), salah satunya adalah rekomendasi impor bawang 

putih sebanyak 196,5 ribu ton, di mana sebanyak 34,8 ribu ton sudah terbit izin impornya dari 

Kementerian Perdagangan. Pemerintah juga terus mencarikan negara produsen bawang putih selain 

Tiongkok, di antaranya adalah India, Mesir, Bangladesh, dan beberapa negara lain. 

Hadir dalam konferensi pers ini antara lain Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri 

Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan 

Agus Suparmanto, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, dan 

Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Ilyas Lubis. (idc/iqb) 
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